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KATA PENGANTAR

PO Sl pallall Gy it 2l pan Dl Gpan 3l il oy
TR RIIPORN

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Shalawat dan salam selalu tercurah kepada semulia-mulia
Rasul, yaitu penghulu kita Sayyidina Muhammad SAW.
juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau
sekalian.

Dengan berkat rahmat Allah SWT., akhirnya
buku berjudul “Qawaid Fighiyyah Muamalah™, dapat
penulis selesaikan dengan baik.
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Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan
terima kasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Antasari, dan Direktur Pascasarjana
IAIN Antasari yang telah berkenan memberikan kata
sambutan dalam buku ini.

Buku ini ditulis untuk memberikan pengetahuan
dan pemahaman serta wawasan kepada semua pihak yang
mempelajari tentang gaidah-gaidah figh khususnya
dalam bidang figh muamalah.

Buku ini ditulis dengan beberapa bab, yang
dimulai dari bab | memuat tentang pendahuluan. Bab I
memuat tentang gawaid fighiyyah asasiyyah. Dan Bab
I11 memuat tentang gawaid fighiyyah muamalah.

Penulisan buku ini, penulis menyadari akan
adanya kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu
penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat
memberikan saran untuk kesempurnaan buku ini.

Akhirnya, atas segala bantuan, petunjuk saran dan
nasehat, kepada mereka semua penulis ucapkan terima
kasih dan diiringi doa semoga Allah SWT. Memberikan
ganjaran pahala yang setimpal, Amin.

Banjarmasin, April 2015
Penulis,

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.
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KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah

melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita
sekalian. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta
keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Buku yang ditulis oleh Dr. H. Fathurrahman
Azhari, M.H.I  dengan judul “Qawaid Fighiyyah
Muamalah” adalah buku yang secara Kkhusus
menguraikan tentang gqaidah-gaidah fighiyyah bidang
figh muamalah yang berbahasa Indonesia. Buku yang
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seperti ini sangat jarang ditulis oleh para ulama terdahulu
maupun ulama kontemporer di Indonesia. Oleh karena
itu, buku ini sangat bermanfaat terutama mahasiswa
IAIN Antasari, dan lebih khusus adalah mahasiswa
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari.
Juga  kepada  pihak-pihak  yang  berkeinginan
memperdalam pengetahuan tentang qgawaid fighiyyah
muamalah.

Kami menyambut gembira atas ditulisnya buku ini,
semoga bermanfaat sebagai bahan referensi terutama
bagi mahasiswa dan mereka yang memperdalam
pengetahuan tentang penggalian hukum muamalah.
Disamping itu, dapat menambah khazanah kepustakaan
keagamaan Islam yang disumbangkan oleh salah seorang
dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN
Antasari Banjarmasin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Banjarmasin,  April 2015
Dekan,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
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KATA SAMBUTAN

Direktur Pascasarjana IAIN Antasari

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Qawaid fighiyyah adalah pokok figh yang

bersifat universal yang mengandung hukum-hukum
syara’ yang bersifat umum dalam berbagai bab figh
tentang peristiwa-peristiwa yang masuk di dalam ruang
lingkupnya.

Kepentingan gawaid fighiyyah dari  segi
penggalian dan penetapan hukum Islam, mencakup
beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh
karena itu, gawaid fighiyyah dapat dijadikan sebagai
salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan hukum
yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya.

Buku yang ditulis oleh Dr. H. Fathurrahman
Azhari, MHI. dengan judul “Qawaid Fighiyyah
Muamalah” yang menguraikan tentang kaidah-kaidah

iX



figh dalam bidang muamalah adalah termasuk buku yang
saat ini langka ditulis oleh para ulama terdahulu maupun
kontemporer. Oleh karena itu, buku ini sangat bermanfaat
dan menjadi buku referensi khususnya bagi mahasiswa
Program Pascasarjana prodi Hukum Ekonomi Syariah
IAIN Antasari, dan mereka yang berkenan memperdalam
wawasan pengetahuan tentang hukum muamalah.

Sebagai DirekturPascasarjana 1AIN Antasari
sangat apresiatif dengan kehadiran buku ini. Semoga
akan bermunculan buku-buku lainnya, guna menjadi
sumbangan khazanah ilmu-ilmu keislaman yang
disumbangkan oleh salah seorang dosen Pascasarjana
IAIN Antasari Banjarmasin. Semoga dengan tulisan ini
bermanfaat, dan bagi penulis khususnya mendapat
balasan yang besar dari Allah SWT. Amien.

Banjarmasin, April 2015
Direktur Pascasarjana IAIN Antasari

Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag
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BAB |
PENDAHULUAN

engertian Qawaid Fighiyyah
PQawaid Fighiyyah adalah kata majemuk yang

terbentuk dari dua kata, yakni kata gawaid dan
fighiyyah, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri.
Secara etimologi, kata gaidah (32=4), jamaknya gawaid
(x=148). berarti; asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu,
baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti
fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak,
non materi dan non indrawi seperti ushuluddin (dasar
agama).! Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti
kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum; aturan
yang sudah pasti, patokan; dalil.

Mu’jam al-lughah al-‘Arabiyah, Mu’jam al-Wajid,
t.tp.Wuzarah al Tarbiyah wa al-Ta’lim, t.th. h. 509.



Qaidah dengan arti dasar atau fondasi sesuatu
yang bersifat materi terdapat dalam al-Qur’an surah al-
Bagarah ayat 127 :

) U U85 55 Qe ol 5 il om0 80 2153 835 31
Sl daaldl Eul

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan

(membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail

(seraya berdo'a): "Ya Tuhan kami terimalah

daripada kami (amalan kami), sesungguhnya

Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui.

Begitu pula terdapat dalam al-Qur’an surah al-Nahl ayat
26:
sl G Wl ) 8 2l e ) G 8

Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka

telah  mengadakan makar, maka Allah

menghancurkan rumah-rumah mereka dari

fondasinya...QS. al-Nahl 26)

Kata fighiyyah berasal dari kata figh (43ll)
ditambah dengan ya nisbah yang berfungsi sebagai
penjenisan, atau penyandaran. Secara etimologi figh
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berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami

maksud pembicaraan dan perkataannya.?
Al-Qur’an menyebut kata figh sebanyak 20 ayat,

antara lain pada surah al-Taubah ayat 122 :

a@—m 5% U e D8 Y5l A T sk 3l IS Ly

?@d?@_d\ ‘}’AJ \_‘:\ (.\@_A)S \}Jm} u;.ﬂ\ é \}@As.uswu:

uuhﬂ

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin
itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa
tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara
mereka beberapa orang untuk memperdalam
pengetahuan mereka tentang agama dan untuk
memberi peringatan kepada kaumnya apabila
mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka
itu dapat menjaga dirinya.

Begitu pula dalam surah Hud ayat 91 :

Lst‘J\JAh\demm\)uS@uumu\}u

})uhﬂc;u\ujdm;)ldja.&)‘ﬂ}j

Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak
mengetahui (mengerti) tentang apa yang kamu
katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar
melihat kamu seorang yang lemah di antara kami;
kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami

2 lbnu Manzur, Lisan al- ‘Arab , t.tp. Dar al-Ma’arif, t.th. jld.

1V, h. 3450.
3



telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah

seorang yang berwibawa di sisi kami.

Kata figh juga ditemukan dalam Hadis
Rasulullah SAW. antara lain:

3. ka0l 5y cpall B Ag8 1 D8 A 20 Ga

Siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan

kebaikan, akan diberikan-Nya pengetahuan

dalam agama.

Secara terminologi Kata figh dikemukakan oleh
Jamaluddin al-Asnawy (w.772 H), yaitu :

Aluaitl) Ll e QLA Aileal) Ao 30 AL alall
lImu tentang hukum-hukum syara® yang praktis
yang diusahakan dari dalil-dalilnya yang
terperinci.

Ulama ushul kontemporer, antara lain Abd al-
Wahhab Khallaf memberikan definisi figh secara
ekslusif, yaitu :

5 A5ladililalyl (ye 5IELAN A3laa) A ) KAY) A Jadk

8 Imam Muslim, Shahih Muslim, Hadis nomor 1037, Bab al-
Nahyi al-Masa’alah, Jilid IV, h. 108.

4 Al-Asnawy, Nihayah al Ushul fi syarah Minhaj al-Wushul fi
lImi al-Ushul, Mesir, Mathba’ah Muhammad Ali Shabih wa
Auladah, t.th., h. 19.

5 Abd al-Wahhab Khallaf, IImu Ushul Figh, Ilmu Ushdl Figh,
Kuwait, Daru al-Qalam, 1402 H. , h. 11.
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Kumpulan hukum-Aukum syara’ yang bersifat
praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang
terperinci.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa
pengertian gawaid fighiyyah menurut etimologi berarti
aturan yang sudah pasti atau patokan, dasar-dasar bagi
figh.

Sedangkan pengertian gawaid fighiyyah menurut
terminologi, al-Taftazany (w. 791 H.) memberikan
rumusan, yaitu: )

6 dia LealSal Ca%elll LB B4 e (il (K &L )
Suatu hukum yang bersifat universal yang dapat
diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat
diidentifikasikan hukum-hukum bagian tersebut
darinya.

Al-Jurjani (W. 816 H) dalam kitab al-7a rifat
memberikan rumusan, yaitu:

Ketentuan universal yéng bersesuaian dengan

seluruh bagian-bagiannya.

6 Al-Tahfazany, Al-Talwih “Ala al-Thadhih, Mesir,
Mathba’ah Syan al-Hurriyah, jilid I, jt.th. h. 20
" Al-Jurjani, al-Ta rifat, Beirut, Dar al-Kitab al-Araby, 1405 H. h.
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Ibn al-Subkiy (w. 771 H). dalam kitab al-Asybah
wa al-Nazhair memberikan rumusan, yaitu:

Baie LgalSal 268 588 il Ja e oy ) IS 5
Perkara yang bersifat universal yang banyak
bagian-bagiannya  bersesuaian  dengannya,
dimana hukum-hukum bagian-bagian tersebut
dipahami darinya
Mushtafa Ahmad al-Zarga, memberikan

rumusan, yaitu: o

JalaB 450 3385k pajlal 8 AK Al Ul

Ue 5imje il JAE Ll eyl 2l L Adle 45 <Al
Pokok-pokok figh yang bersifat umum dalam
bentuk teks-teks perundang undangan  yang
ringkas, yang mencakup hukum-hukum yang
disyariatkan secara umum pada kejadian-
kejadian yang termasuk di bawah naungannya.
Sedangkan al-Hamawiy (w.1098.H) dalam kitab
Ghamzu ‘Uyun al-Bashair Syarah Asybah wa al-
_Nazhair merumuskan, yaitu: ) )

AT Gttt i3RI e Bl SRV G R e

1043,

8Tajuddin al-Subky, Al-Asybah wa al-Nazhair, Beirut, Dar al-
Kutub al-llmiyyah, 1991, h. 10.

SAsmuni  Abdurrahman, Qa’idah-Qa’idah Figh, Jakarta,
Bulan Bintang, 1976, h. 10.



Hukum yang bersifat mayoritas bukan hukum

universal yang dapat diaplikasikan kepada

kebanyakan bagian bagiannya agar hukum

hukumnya diketahui darinya.

Ali Ahmad al-Nadwi mengkompromikan bentuk
definisi gaidah flthyyah di atas dengan rumusan:

aqmd};\wu&mwu&\wéﬁd‘a\

11 gala 3o CdS LAl 3

Dasar figh yang bersifat menyeluruh yang
mengandung hukum-Aukum syara’ yang bersifat
umum dalam berbagai bab tentang peristiwa-
peristiwa yang masuk di dalam ruang lingkupnya.

Ali Ahmad al-Nadwi mengemukakan tiga alasan
berhubungan dengan pengertian tersebut sebagai berikut;
1) Pengecualian yang ada dalam beberapa qaidah,
seperti al-gawaid al-khams (lima qaidah dasar)
sangat sedikit sekali, sehingga kurang tepat apabila
dalam pendefinisiannya dimasukkan sifat mayoritas.

2) Pernyataan sebagian wulama Malikiyah bahwa
sebagian  besar qgaidah  bersifat  mayoritas

Ahmad bin Muhammad al-Hamawy, Ghmazu ‘Uyun al-
Bashair Syarh al-Asybah wal al-Nazhair, t.tp. Dar al-Kutub al-
limiyyah, jilid 11, h. 22.

HAli Ahmad al-Nadwi, Al-Qawaid al-Fighiyyah, Damaskus,
Dar al-Qalam, 1994, h. 43.



mengindikasikan bahwa ada beberapa gaidah
bersifat universal.

3) Universal di sini adalah kullyyah nisbiyyah
(universal/relatif), bukan kullyyah syumuliyyah
(universal mutlak), karena ada pengecualian dalam
ruang lingkupnya.

Dengan demikian, menurut Ali Ahmad al-Nadwi,
gaidah lebih umum dari sifat mayoritas, sebagaimana
telah dinyatakan oleh Said al-Khadini (w. 1176 H.)
dalam bagian penutup kitabnya yang diberi nama
Majami’ al-Hagaiq.*?

Berdasarkan beberapa definisi di atas, secara garis
besar para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam
mendefinisikan gawaid fighiyyah. Hal ini berdasarkan
atas realita bahwa ada sebagian ulama yang
mendefinisikan gawaid fighiyyah sebagai suatu yang
bersifat universal, dan sebagian yang lain mendefinisikan
sebagai sesuatu yang bersifat mayoritas (aghlabiyyah)
saja.

Perbedaan ini berangkat dari perbedaan persepsi
yang berpendapat bahwa gqawaid fighiyyah bersifat
universal berpijak kepada realita bahwa pengecualian
yang terdapat dalam gqawaid fighiyyah relatif sedikit,
disamping itu mereka berpegang kepada gaidah-gaidah

12 1bid, h. 19-20.



bahwa pengecualian tidak mempunyai hukum, sehingga
tidak mengurangi sifat universal gawaid fighiyyah.

Ulama vyang berpendapat bahwa gawaid
fighiyyah bersifat mayoritas karena secara realitas bahwa
seluruh gawaid fighiyyah mempunyai pengecualian,
sehingga penyebutan universal terhadap qawaid
fighiyyah kurang tepat.*®

Dengan demikian, para ulama sepakat gawaid
fighiyyah mengandung pengecualian, namun mereka
tidak satu pendapat dalam memandang pengecualian
tersebut, apakah berpengaruh terhadap keuniversalan
gawaid fighiyyah ataukah tidak?

Begitu pula para ulama menyebutkan istilah yang
berbeda terhadap gawaid fighiyyah. Ada yang menyebut
dengan gadhiyah (proposisi), ada yang menyebut dengan
al-hukmu (Hukum), dan ada yang menyebut dengan al-
Ashl (pokok)

Para ulama yang menyebutkan gawaid fighiyyah
dengan gadhiyyah memandang bahwa gawaid fighiyyah
adalah aturan-aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan
mukallaf. Karena itu gawaid fighiyyah merupakan
aturan-aturan yang berhubungan dengan perbuatan para
mukallaf. Para ulama yang menyebutkan gawaid

13 Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qawaid Fighiyyah, Jakarta,
Media Pratama, 2008, h. 12-13.



fighiyyah dengan rumusan hukum beralasan bahwa;
gawaid fighiyyah merupakan aturan yang mengatur
tentang hukum-hukum syara’ sehingga tepat sekali
apabila didefinisikan sebagai hukum, karena memang
mengandung hukum-hukum syara’. Disamping itu,
mayoritas hukum adalah gadhiyyah hukum merupakan
bagian penting dari sebuah gadhiyyah, karena menjadi
parameter yang sangat penting dan kebenaran sebuah
gadhiyyah. Sedangkan para ulama yang mendefiniskan
gawaid fighiyyah dengan sebutan al-ashl, termasuk
ulama kontemporer, terlebih dahulu mengkompromikan
definisi-definisi yang telah ada, kemudian mereka
melihat bahwa pada dasarnya gawaid fighiyyah adalah
aturan-aturan pokok tentang perbuatan mukallaf yang
dapat menampung hukum-hukum syara’.'4

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa
pendapat para ulama yang memandang gawaid fighiyyah
disebutkan dengan al-hukm atau al-ashl itulah pendapat
yang tepat, karena dua istilah itu yang menjadi ciri utama
dari gawaid fighiyyah.

B. Perbedaan Qawaid Fighiyyah Dengan Qawaid
Ushuliyyah

1% 1bid. h.13-14.
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Syihab al-Din al-Qarafi adalah ulama yang
pertama kali membedakan antara gaidah ushuliyyah dan
gaidah fighiyyah. Al-Qarafi menegaskan bahwa syariat
yang agung diberikan Allah kemuliaan dan ketinggian
melalui pokok (ushul) dan cabang (furu”). Adapun pokok
dari syariat tersebut ada dua macam. Pertama, ushul figh.
Ushul figh memuat gaidah istinbath hukum yang diambil
dari lafazh-lafazh berbahasa Arab. Diantara yang
dirumuskan dari lafazh bahasa Arab itu gaidah adalah
tentang kehendak lafazh amr untuk menunjukkan wajib
dan kehendak lafazh nahy untuk menunjukkan haram,
dan sighat khusus untuk maksud umum.

Kedua, gawaid fighiyyah yang bersifat kully
(umum). Jumlah qaidah tersebut cukup banyak dan
lapangan yang luas, mengandung rahasia-rahasia dan
hikmah syariat. Setiap qaidah diambil dari furu’ (cabang)
yang terdapat dalam syariat dan tidak terbatas jumlahnya.
Hal itu tidak disebutkan dalam kajian ushul figh,
meskipun secara umum mempunyai isyarat yang sama,
tetapi berbeda secara perincian.®®

Athiyyah Adlan membedakan antara qgawaid
fighiyyah dengan gawaid ushuliyyah. Adapun Qawaid
ushuliyyah merupakan dalil-dalil umum. Sedangkan

5Al-Qarafi, al-Furug, Beirut, Dar al-Ma’rifah, t.th. Jilid I, h.
2, 3, dan 10.
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gawaid fighiyyah merupakan hukum-hukum umum.
Qawaid ushuliyyah adalah gaidah untuk meng-istinbath-
kan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan
gawaid fighiyyah adalah gaidah untuk mengetahui
hukum-hukum, memeliharanya dan mengumpulkan
hukum-hukum yang serupa serta menghimpun masalah-
masalah yang berserakan dan mengoleksi makna-
maknanya. 6.

Perbedaan mendasar antara gawaid ushuliyyah
dengan gawaid fighiyyah, adalah; Qawaid ushuliyyah
membahas tentang dalil-dalil syar’iyyah yang bersifat
umum. Sedangkan gawaid fighiyah adalah gaidah-
gaidah pembahasannya tentang hukum yang bersifat
umum. Jadi, gawaid ushuliyyah membicarakan tentang
dalil-dalil syar’iyyah yang bersifat umum, sedangkan
gawaid fighiyyah membicarakan tentang hukum-hukum
bersifat umum.!’Perbedaan gawaid fighiyyah dan gaidah
ushul figh secara lebih terperinci dapat diketahui dalam
uraian di bawah ini:

16Athiyyah Adlan Athiyah Ramadhan, Maushu’ah al-Qawaid
al-Fighiyyah, Al-Iskandariyaimmah, Dar al-Iman, t.th. h. 20.

7 Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, al-Riyadh, Mathba’ah
al-Riyadh, juz XXIX, 1381 H, h. 167.
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1. Qawaid ushuliyyah adalah gaidah-gaidah bersifat
umum yang dapat diterapkan pada semua bagian
bagian objeknya. sedangkan gawaid fighiyyah adalah
himpunan hukum-hukum vyang dapat diterapkan
kepada mayoritas bagian-bagiannya.  Namun
terkadang pengecualian dari kebiasaan yang berlaku
umum tersebut.

2. Qawaid ushuliyyah atau ushul figh merupakan
metode untuk meng-istinbath-kan hukum secara
benar dan terhindar dari keliru. Kedudukannya persis
sama dengan ilmu nahwu yang berfungsi melahirkan
pembicaraan dan tulisan yang benar. Qawaid
ushuliyyah sebagai metode melahirkan hukum dari
dalil-dalil terperinci sehingga objek kajiannya selalu
berkisar tentang dalil dan hukum. Misalnya, setiap
amr atau perintah menunjukkan wajib dan setiap
nahy atau larangan menunjukkan haram.Sedangkan
gawaid fighiyyah adalah ketentuan (hukum) yang
bersifat umum atau kebanyakan yang bagian-
bagiannya meliputi sebagian masalah figh. Objek
kajian qawaid fighiyyah selalu menyangkut
perbuatan mukallaf.

3. Qawaid ushuliyyah sebagai metode untuk menggali,
menemukan dan merumuskan hukum syara’ yang

13



bersifat amaliyah. Sedangkan gawaid fighiyyah
merupakan himpunan sejumlah hukum-hukum figh
yang serupa dengan ada satu ‘illat (sifat)
untukmenghimpunnya secara bersamaan. Tujuan
adanya gawaid fighiyyah adalah untuk menghimpun
dan memudahkan memahami figh.

. Qawaid ushuliyyah ada sebelum ada figh. Sebab
gawaid ushuliyyah digunakan fukaha untuk
melahirkan hukum figh. Sedangkan gawaid
fighiyyah ada setelah ada figh. Sebab, gawaid
fighiyyah berasal dari kumpulan sejumlah masalah
figh yang serupa, ada hubungan dan sama
substansinya.

. Satu sisi gawaid fighiyyah memiliki persamaan
dengan gawaid ushuliyyah. Namun, dari sisi lain ada
perbedaan antara keduanya.  Adapun  segi
persamaannya, keduanya sama-sama memiliki
bagian-bagian yang berada di bawah cakupannya.
Sedangkan perbedaannya, gawaid ushuliyyah adalah
himpunan sejumlah persoalan yang meliputi tentang
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dalil-dalil yang dapat dipakai untuk menetapkan
hukum. Sedangkan gawaid fighiyyah merupakan
himpunan sejumlah masalah yang meliputi hukum-
hukum figh yang berada di bawah cakupannya
semata.®
Kedua gaidah itu, vyaitu qaidah ushuliyyah
dengan qaidah fighiyyah bisa saja bercampur baur.
Misalnya terhadap dalil istihsan. Dalil Istihsan
dipandang sebagai dalil hukum syara’ karena
memperhatikan cara mujtahid menarik suatu ketetapan
hukum yang menurut al-Karakhi yaitu, dengan cara
tindakan mujtahid tidak memberikan hukum dalam
masalah tertentu sesuai dengan hukum padanannya
karena adanya pertimbangan yang kuat bagi keharusan
tindakan tersebut. Atau menurut Ali Hasballah yaitu,
memenangkan qiyas khafi atas gqiyas jaly atau
mengecualikan masalah partikular dari aturan umum
karena adanya indikasi yang meyakinkan bagi mujtahid.
Misalnya; “orang berniat dan dengan kata-kata yang
jelas “memberi” sesuatu barang dengan syarat adanya
pembayaran”. Contoh ini ada dua kemungkinan, yaitu
mungkin memberi sebagai hadiah, dan mungkin pula
jual beli. Apabila ditafsirkan sebagai cara mujtahid
menetapkan hukum memenangkan giyas khafi atas

18 Ade Dedi Rohayana, Op.cit. h. 31-32.
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giyas jaly, sehingga menetapkan hukum dengan jual
beli karena adanya pembayaran, maka berarti gaidah
ushuliyyah. Tetapi apabila ditasirkan karena perbuatan
mukallaf, yakni adanya pembayaran sebagai ganti
pemberian/hadiah, berarti gaidah fighiyyah ( & 3l
) 5 LY Sladll 5 2aliall o il sebagai cabang dari
qaidah fighiyyah Waslic) se¥

Pada dalil sadd al-dzari’ah dipandang sebagai
dalil syara’ karena memperhatikan ruang lingkupnya,
maka ia disebut gaidah ushuliyyah. Namun, apabila
dipandang sebagai perbuatan mukallaf, maka ia disebut
gaidah fighiyyah. Dalam masalah ini, apabila dikatakan:
“Setiap perbuatan mubah yang dapat membawa kepada
yang haram maka hukumnya haram”.Sebagai sadd al-
dzariah, maka disebut gaidah fighiyyah ( aSs a5l o<s)

2alidh ). Namun, apabila dikatakan “Dalil yang
menetapkan perkara yang haram menetapkan pula
keharaman perkara yang membawa kepada yang
haram”, maka disebut gaidah ushuliyyah.

Pada masalah  dalil ‘urf, apabila ditafsirkan
dengan kesepakatan perbuatan atau perkataan, maka
disebut gaidah ushuliyyah. Tetapi apabila ditafsirkan
dengan perbuatan atau perkataan yang berlaku umum dan
berulang-ulang, maka disebut qaidah fighiyyah.
Misalnya, Cara berjual beli langsung dengan serah
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terima uang dan barang tanpa mengucapkan kalimat
akad untuk barang dagangan tertentu. Maka dikatakan
gaidah ushuliyyah apabila urf dipandang sebagai hal atau
kepantasan yang telah secara luas dikenal di dalam
masyarakat. Tetapi dikatakan gawaid fighiyyah apabila
ditekankan kepada hal yang terjadi berulang-ulang. *°

Pada masalah dalil Istishhab, pertimbangan
istishhab digunakan untuk memutuskan apakah status
hukum yang telah ada tetap lestari ataukah tidak.
Istishhab adalah memberlakukan suatu hukum yang telah
ada sampai datang dalil yang menentukan hukum yang
lain. Misalnya, “Orang dalam keadaan berwudhu, ia
tetap dalam wudhunya sampai ada tanda-tanda yang
membatalkannya seperti adanya suara kentut atau
baunya” Hal tersebut apabila ditafsirkan dari segi
pemberlakukan hukum wudhu, maka berarti qgaidah
ushuliyyah.Tetapi apabila ditafsirkan sebagai perbuatan
mukallaf yakinnya masih dalam keadaan berwudhu
sampai ada tanda yang membatalkan wudhu, berarti
gawaid fighiyyah (<Ll J 5 ¥ ol )

Begitu pula pada masalah mashlahah, jika dalam
gaidah ushuliyyah, hukum figh banyak digali, lebih lagi
dalam gaidah fighiyyah. Bahkan lima gaidah fighiyyah

19 Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum
Tuhan, Yogjakarta, Pustaka Pelajar, 2009, h. 288.
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asasiyah menurut Izzuddin bin Abd al-Aziz bin Abd al-
Salam al-Sulami (w. 660 H) dapat ditarik dalam satu
gaidah fighiyyah aulial ¢ o5 mlladl jlic) (mengutamakan
maslahat dan menghilangkan kerusakan). Bahkan lebih
ringkas lagi hanya dengan =<l Jlie] (mengindahkan
kemaslahatan) karena  aidl ¢ telah termasuk di
dalamnya.?°

C. Perbedaan antara Qawaid Fighiyah dengan
Dhawabith Fighiyah
Kata dhawabith adalah jamak dari kata dhabith. Al-
Dhawabith diambil dari kata dasar al-Dhabith artinya
menurut etimilogi yaitu:
22,450 5 § 385 254005 s
Memelihara,  mengikat, kekuatan, dan
penguatan
Secara terminologi dhawabith fighiyyah yaitu;
Qadhiyyah kullyyah (proposisi universal) atau ashl
kullyyah (dasar universal) atau mabda kully (prinsip
universal) yang menghimpun furu’ dari satu bab (satu
tema).??

20 Jamal al-Din ‘Athiyah, Al-Nazariyah al-Ammah li al-
Shari’ah al-lslamiyyah, T.tp. T.p. 1988, h. 7-8.

ZMajma’ al-Lughah al-Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasith,
Mesir, Dar al-Ma’arif, 1972, Jilid I, h, 533

22 gyarif Hidayatullah, Qawaid Fighiyyah, Depok, Gramata,
2012, h. 27.



Dengan demikian, dhawabith fighiyyah adalah
setiap juz iyyah fighiyyah yang terdapat dalam satu bab
figh. Atau prinsip figh yang universal, yang bagian-
bagiannya terdapat dalam satu bab figh.

Istilah gawaid fighiyyah dan dhawabith fighiyyah
terkadang kurang diperhatikan oleh para penyusun kitab
gawaid fighiyyah, sehingga keduanya kadang-kadang
bercampur baur. Abd al-Ghani al-Nabusi (w. 1143 H)
berpendapat bahwa gaidah sama dengan dhabith, karena
secara realita bahwa para ulama terkadang suka
menyebut gaidah atau semakna dengannya terhadap
dhabith. Selain karena perbedaan antara keduanya sangat
tipis.

Orang yang pertama mengkaji dan meneliti
masalah dhawabith fighiyyah yaitu Abu al-Hasan Ali bin
Husein al-Sughdy (w. 461 H).dengan kitabnya berjudul
al-Naftu fi al Fatawa yang di antara isinya menerangkan
tentang dhawabith. Begitu pula Ibnu Nujaim menyusun
sebuah kitab yang berjudul al-Fawaid al-Zainiyyah fi al-
figh al-Hanafiyyah berisi tentang lima ratus dhawabith,
meskipun masih bercampur baur dengan gawaid
fighiyyah.® Al-Subky dalam kitabnya Asybah wa al-
Nazhair menyebut gaidah kullyyah sedangkan dhawabith
disebut dengan istilah gawaid khashshah.

23 Ade Dedi Rohayana, Op.cit., h. 18-19.
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Ibnu  Nujaim membedakan antara qgawaid
fighiyyah dengan dhawabith  fighiyyah.Menurutnya
gawaid  fighiyyah  menghimpun  beberapa furu’
(cabang/bagian) dari beberapa bab figh, sedangkan
dhawabith fighiyyah hanya mengumpulkan dari satu bab,
dan inilah yang disebut dengan ashal. Menurut al-
Suyuthi dalam Asybah wa Nadhair fi An Nahwi, bahwa
gawaid fighiyyah mengumpulkan beberapa cabang dari
beberapa bab figh yang berbeda, sedangkan dhawabith
fighiyyah mengumpulkan bagian dari satu bab figh saja.
Pada masa sekarang istilah gaidah dan dhabith telah
menjadi populer di kalangan para ulama, sehingga
mereka membedakan ruang lingkup keduanya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa
gawaid fighiyyah lebih luas dari dhawabith fighiyyah,
karena gawaid fighiyyah tidak terbatas pada masalah
dalam satu bab figh, tetapi semua masalah yang terdapat
pada semua bab figh. Sedangkan dhawabith fighiyyah
ruang lingkupnya terbatas pada masalah dalam satu bab
figh. Sebab itulah qgawaid fighiyyah disebut gaidah
ammabh, atau kullyyah dan dhawabith fighiyyah di sebut
gaidah khasshshah. Misalnya gaidah; _ssll calad 285l
(kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan). gaidah
ini dinamakan gaidah fighiyyah, karena gaidah ini masuk
dalam semua bab figh, baik dalam masalah ibadah, mua-
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malah dan lainnya. Sedangkan gaidah: <jla 43 jla) &l L
43 le) (Apa yang boleh menyewakannya, maka boleh pula
meminjamkannya).  Qaidah  tersebut  dinamakan
dhawabith fighiyyah, karena hanya terbatas pada rukun
transaksi (muamalah) dan dalam bab ‘ariyah (pinjaman),
atau pinjam meminjam.

D. Hubungan Antara Ushul Figh, Figh dan Qawaid
Fighiyyah

Hubungan gawaid fighiyyah, figh dan ushul figh
beserta gawaid ushuliyyah-nya tidak dapat dipisahkan.
IImu ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.
Karena dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan
adalah hukum syara’(figh), yaitu ilmu-ilmu tersebut
berbicara tentang hukum syara’.

Ushul figh adalah sebuah ilmu yang mengkaji
dalil atau sumber hukum dan metode penggalian
(istinbath) hukum dari dalil atau sumbernya. Metode
penggalian hukum dari sumbernya tersebut harus
ditempuh oleh orang yang berkompeten. Hukum yang
digali dari dalil/sumber hukum itulah yang kemudian
dikenal dengan nama figh. Jadi figh adalah produk
operasional ushul figh. Sebuah hukum figh tidak dapat
dikeluarkan dari dalil/sumbernya (al-Qur’an dan Sunah)
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tanpa melalui ushul figh. Ini sejalan dengan pengertian
harfiah ushul figh, yaitu dasar-dasar (landasan) figh.

Misalnya hukum wajib shalat dan zakat yang
digali dari ayat Al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 43 yang
berbunyi

_______ 3 S W gile g 30Ul | gaddl g

dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat..

Firman Allah diatas berbentuk perintah yang
menurut ushul figh, perintah pada asalnya menunjukan
wajib (wsasll )Y B4 JaY)). Adapun gawaid fighiyyah
dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam
mengetahui hukum perbuatan seorang mukalaf. Ini
karena dalam menjalankan hukum figh terkadang
mengalami kendala-kendala. Misalnya kewajiban shalat
lima waktu yang harus dikerjakan tepat pada waktunya.
Kemudian seorang mukalaf dalam menjalankan
kewajibannya mendapat halangan, misalnya ia diancam
bunuh jika mengerjakan shalat tepat pada waktunya.
Dalam kasus seperti ini, mukallaf tersebut boleh
menunda shalat dari waktunya karena jiwanya terancam.
Hukum boleh ini dapat ditetapkan lewat pendekatan
gawaid fighiyyah, yaitu dengan menggunakan gaidah
:J)» ,_=ll (bahaya wajib dihilangkan).
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Untuk lebih jelasnya alur hubungan gawaid
fighiyyah, figh dan ushul figh dapat dilihat pada gambar
di bahwa ini :

OnS) N e ) 528 5155 68 301 ) il 55 shall | sl

Gadst L gl o 258800 &)

Ushul figh/gaidah ushuliyyah
sl eVl G daY)

Kewajiban shalglima waktu
Dikerjakan pada waktunya = Hukum Figh

18

Ancaman bunuh apabila shalat dikerjakan padawaktunya
(Kemudharatan)

Qaidah fighiyyah
(Q\J}M\ @,ﬁ'&)}).b&\) J\)&J}A\

Kebolehan sl;Iat tidak pada waktunya
(Hukum dharurat)
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PROSES PENYUSUNAN QAWAID FIQHIYYAH

Qaidah

Al-Qur’an R Ushul Figh R Figh J fighiyyah |-

Al-Hadits

— ~| Verifikasi Qaidah Fighiyyah |> —
*’I Qaidah Fighiyyah H Figh l—‘| Qanun |

E. Tujuan Dan Kepentingan Mempelajari Qawaid
Fighiyyah

Mempelajari gawaid fighiyyah tentu ada
tujuannya. Adapaun tujuan mempelajari gawaid
fighiyyah itu adalah agar dapat mengetahui prinsip-
prinsip umum figh dan akan mengetahui pokok masalah
yang mewarnai figh dan kemudian menjadi titik temu
dari masalah-masalah figh.

Dari tujuan mempelajari gawaid fighiyyah
tersebut, maka manfaat yang diperoleh adalah; akan lebih
mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang
dihadapi; akan lebih arif dalam menerapkan materi-
materi hukum dalam waktu dan tempat yang berbeda,
untuk keadaan dan adat yang berbeda; Mempermudah
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dalam menguasai materi hukum; Mendidik orang yang
berbakat figh dalam melakukan analogi (ilhaq) dan
takhrij untuk memahami permasalahan-permasalahan
baru; Mempermudah orang yang berbakat figh dalam
mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan
mengeluarkannya dari tempatnya.

Adapun kepentingan Qaidah figh dapat dilihat
dari dua sudut : Pertama, dari sudut sumber, gaidah
merupakan media bagi peminat figh untuk memahami
dan menguasai maqgashid al-Syari’ah, karena dengan
mendalami  beberapa  nash-nash, ulama  dapat
menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan.
Kedua, dari segi istinbath al-ahkam, qaidah figh
mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum
terjadi. Oleh karena itu, gawaid fighiyyah dapat dijadikan
sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan
yang terjadi yang belum ada ketentuan atau kepastian
hukumnya.

Abd al-Wahab Khallaf dalam kitab ushul figh-
nya berkata bahwa nash-nash tasyri’ telah mensyariatkan
hukum terhadap berbagai macam undang-undang, baik
mengenai perdata, pidana, ekonomi dan undang-undang
dasar telah sempurna dengan adanya nash-nash yang
menetapkan prinsip-prinsip  umum dan ganun-ganun
tasyri’ yang kully (tidak terbatas suatu cabang undang-
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undang). Karena cakupan dari lapangan figh begitu luas,
maka perlu adanya kristalisasi berupa qaidah-gaidah
kully yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah
furu’ (cabang) menjadi beberapa kelompok. Dengan
berpegang pada gawaid fighiyyah, para mujtahid merasa
lebih mudah dalam meng-istinbath-kan hukum bagi suatu
masalah, yakni dengan menggolongkan masalah yang
serupa di dalam lingkup satu gaidah.

Abu Muhammad lzzuddin ibnu Abd al-Salam
menyimpulkan bahwa gawaid fighiyyah adalah sebagai
suatu jalan untuk mendapatkan suatu maslahat dan
menolak mafsadat, dan bagaimana menyikapi kedua hal
tersebut.

Al-Qrafy dalam al-Furug menulis bahwa seorang
fukaha tidak akan besar pengaruhnya tanpa berpegang
pada gawaid fighiyyah, karena jika tidak berpegang pada
gaidah itu maka hasil ijtihadnya banyak pertentangan dan
berbeda antara cabang-cabang itu. Dengan berpegang
pada gaidah fighiyyah tentunya mudah menguasai
cabangnya dan mudah dipahami oleh pengikutnya.

F. Dasar-Dasar Pengambilan Qawaid Fighiyyah

Yang dimaksud dengan dasar pengembalian
gawaid fighiyyah ialah dasar-dasar perumusan gaidah
fighiyyah, meliputi dasar formil dan materiilnya.  Dasar
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formil maksudnya apakah yang dijadikan dasar
ulama dalam merumuskan gaidah fighiyyah itu, jelasnya
nash-nash manakah yang menjadi pegangan ulama
sebagai sumber motivasi penyusunan gawaid fighiyyah.
Adapun dasar materiil maksudnya dari mana materi
gaidah fighiyyah itu dirumuskan.
1. Dasar formil
Hukum-hukum furu’ yang ada dalam untaian satu
gaidah yang memuat satu masalah tertentu, ditetapkan
atas dasar nash, baik dari al-Quran maupun Sunnah.
Sepertl dar| Flrman AIIah pada surat al Bayymah ayat 5
f\-«ﬂﬂ‘ G 3 °15)3‘ ‘j—*}.—!) SR
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya
menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan
kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang
lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan
menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah
agama yang lurus
Hadis Nabi Muhammad SAW.:
Clally Jlae Y Ll
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Sesungguhnya segala amal itu tergantung
pada niatnya
Di-istimbat-kan hukum berdasarkan niat untuk
setiap perbuatan mukallaf bukan saja pada masalah



ibadah, tetapi terhadap perbuatan di luar ibadah. Karena
persoalan niat juga mempunyai arti penting dalam soal-
soal lain, maka dirumuskannya gaidah fighiyyah:

L aa G.u J_;AY\

Setiap perkara tergantung kepada maksud

mengerjakannya

Jadi perumusan gaidah fighiyyah itu berdasarkan
pada al-Quran dan Sunnah dalam rangka untuk
mempermudah pelaksanaan istinbath dan ijtihad.
2. Dasar materiil

Dasar materiil atau bahan-bahan yang dijadikan
rumusan gaidah, Para ulama adakalanya mengambil dari
sebuah Hadis, seperti gaidah yang berbunyi:

dn ol

Kemudharatan itu harus dihilangkan
Qaidah tersebut berasal dari Hadis Rasulullah
Muhammad SAW.;

(f>lodelsy) Jpa¥s jpal
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Tidak boleh membuat mudlarat diri sendiri dan
tidak boleh memudlaratkankan orang lain.
Qaidah yang berasal dari Hadis tersebut berlaku
untuk semua bidang hukum, baik ibadah, muamalah,
munakahat maupun jinayat. Disamping gaidah fighiyyah
yang dirumuskan dari lafazh Hadis, seperti tersebut di



atas, maka dapat dipastikan bahwa gaidah fighiyyah itu
hasil perumusan ulama.

G. Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembanagan Qawaid
Fighiyyah

Ali Ahmad al-Nadwi, seorang ulama ushul
kontemporer, menyebut tiga periode penyusunan gawaid
Fighiyyah vyaitu; periode kelahiran, pembukuan, dan
penyempurnaan.?*

1. Peride Kelahiran.

Masa kelahiran dimulai dari pertumbuhan sampai
dengan pembentukan berlangsung selama tiga abad lebih
dimulai dari zaman kerasulan sampai abad ketiga hijrah.
Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam, dapat
dibagi menjadi tiga periode: zaman Nabi Muhammad
SAW., yang berlangsung selama 22 tahun lebih,
zaman tabi’in, dan zaman tabi’it al-tabi’in yang
berlangsung selama lebih kurang 250 tahun. Pada masa
kerasulan adalah masa tasyri’ (pembentukan hukum
Islam) merupakan embrio kelahiran gawaid fighiyyah.
Nabi Muhammad SAW. menyampaikan Hadis
yang jawami’ ‘ammah (singkat dan padat). Hadis
tersebut dapat menampung masalah-masalah figh yang
banyak jumlahnya. Berdasarkan hal tersebut, maka

2 Ali  Ahmad An-Nadwi, al-Qawaid al-Fighiyyah,
Damaskus, Dar al-Qalam, 1998, h. 89.
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Hadis Rasulullah Muhammad SAW. disamping sebagai
sumber hukum, juga sebagai gawaid fighiyyah. Demikian
juga ucapan-ucapan sahabat (atsar) juga dikategorikan
sebagai jawami’al-kalim dan qawaid fighiyyah oleh
banyak ulama. al-Nadwi, menyebut beberapa sabda
Rasulullah SAW. yang telah berbentuk gaidah-gaidah,
terutama gaidah hukum. Rasulullah Muhammad SAW.
yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan jawami’
al-kalim yaitu ungkapan-ungkapan yang ringkas ,namun
padat makna dan berdaya cakup luas. Misalnya
Rasulullah SAW. bersabda: ¢lealh z) Al (keuntungan
adalah imbalan resiko); Dl pa¥) »aY¥ (Tidak ada
mudharat (bahaya) dan tidak ada pula memudharatkan);
dan S8 e e ocpaldly eadl el (bukti adalah
kewajiban bagi penuduh, sedangkan sumpah adalah
kewajiban orang yang telah membantahnya.?®

Hadis-Hadis tersebut di atas memiliki daya
berlaku untuk banyak ketentuan hukum karena
bentuknya sebagai jawami’ al-kalim tadi, sehingga dalam
satu segi menyerupai qaidah fighiyyah. Meskipun
terdengar sederhana, namun daya cakupnya melingkupi
banyak bab figh.

% 1bid, h. 90-94.
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Sahabat Rasulullah SAW. juga menciptakan
gaidah antara lain Umar bin Khattab dalam kitab shahih
Bukhari mengatakan: L &ll xie (3 g8all adalia
(Penerimaan hak berdasarkan kepada syarat-syarat)

Ulama tabiin antara lain al-Syafi’i misalnya
menulis gaidah fighiyyah dalam kitabnya al-Umm
diantaranya: 4 sl s L his Gl ge a3 alaeY)
(apabila yang besar gugur, yang kecilpun gugur). al-
Qadhi Surayh bin al-Harits (w. 76 H) membuat gaidah:

ade seb o5 Se e Ll (uis e hyd (e (barangsiapa
membuat janji secara suka rela tanpa paksaan, maka janji
itu menjadi tanggungannya). Hal ini menyangkut syarat-
syarat yang disanggupi seorang dalam bertransaksi.

Meskipun beberapa orang pada awal Islam
disebut telah menciptakaan gaidah, Pada umumnya, para
pengkaji sulit untuk menentukan siapakah yang menjadi
perintis penyusunan disiplin ilmu ini. Banyak
kitab yang menyebutkan nama Abu Yusuf Ya’qub bin
Ibrahim (182 H) murid Imam Abu Hanifah, sebagai

31
orang pertama yang membuat rumusan gaidah fighiyyah

berdasarkan satu qaidah fighiyyah yang telah dijumpai
dalam kitab karangannya yaitu al-Kharaj.?® Kitab

% Al-Burnu, Muhammad Sidgi b. Ahmad, Abu al-Harith al-
Ghazzi (2003), op.cit., h. 51; Ahmad b. Muhammad al-Zarqa’



tersebut telah dikarang oleh Abu Yusuf sebagai rujukan
asas perundangan ketika pemerintahan khalifah Harun
al-Rasyid berhubung sistem al-kharaj dan muamalah ahl
al-dhimmah yang  kemudian telah digunakan dan
disebarluaskan ketika zaman  pemerintahan daulah
Abbasiyah tersebut. Qaidah yang dimaksudkan adalah
seperti berikut:

i me ull e V) aal oy e Bl a0 o SL3U
Tidak ada hak bagi seorang pemimpin untuk
mengambil sesuatu dari seseorang rakyat kecuali
dengan hak-hak yang telah tersedia diketahui
oleh mereka.

Sahabat Abu Yusuf yaitu Muhammad bin al-
Hasan al-Syaibani (w. 189 H) juga melakukan rintisan
yang sama. Hanya saja yang ia lakukan adalah lebih
banyak merupakan upaya ta’/il (mencari alasan hukum).
Hasil dari ¢« /il adalah sangat berguna bagi upaya peng-
gaidah-an hukum, sebab banyak sekali illat hukum yang
ditemukan bisa berfungsi sebagai gaidah hukum.

Ibnu Nujaym (w. 970H.) dari ulama golongan
Hanafiyyah berpendapat bahwa: Sesungguhnya sahabat-
sahabat kami (para ulama Hanafiyyah), mempunyai
keistimewaan merintis usaha dalam penyusunan gaidah

(2001), op. cit, h. 36. Lihat juga, Muhammad Hasbi al-Siddiqi
(1990), Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, c. 4, h. 435.
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ini. Dan orang mengikuti mereka dan mereka pula
bergantung kepada Imam Abu Hanifah dalam masalah
figh.

2. Periode Pembukuan

Pada abad ini terjadi penurunan dinamika berpikir
dalam bidang hukum dan mulai  munculnya
kecenderungan taglid dan melemahnya ijtihad. Hal ini
merupakan akibat sampingan dari tersisanya warisan figh
yang amat kaya berkat pembukuan pemikiran figh yang
disertai dengan dalil-dalilnya, dan perselisihan pendapat
antar mazhab beserta hasil perbandingannya (tarjih).
Oleh karena itu, pekerjaan yang tersisa pada periode ini
adalah upaya takhrij, yaitu mempergunakan sarana
metodologis yang telah tersedia dalam mazhab tertentu
untuk menghadapi kasus-kasus hukum baru.?’

Karena faktor mulai tampilnya gawaid fighiyyah
sebagai disiplin ilmu tersendiri, ditandai dengan
dihimpunnya qaidah-gaidah fighiyyah itu dalam karya
yang terpisah dari bidang lain, al-Nadwi memilih abad IV
H. sebagai permulaan era pertumbuhan dan pembukuan
gawaid fighiyyah.?®

27 Abdul Mun’im Saleh, Op.cit. h. 186.
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Pada periode pembukuan, gawaid fighiyyah telah
dibukukan dan memastikan gawaid tersebut dapat
diwariskan sebagai salah satu khazanah ilmu Islam yang
berharga. Abu Tahir al-Dabbas, seorang fukaha yang
hidup pada abad ketiga dan keempat Hijrah adalah orang
pertama yang mengumpulkan gawaid fighiyyah. Pada
waktu itu, ia telah mengumpulkan sebanyak 17 gaidah.?®
Usaha ini kemudian diteruskan oleh Abu al-Hasan al-
Karakhi (w. 340 H.) dengan menghimpunkan sejumlah
39 gaidah.*® Kemudian Abu Zayd Abd Allah Ibn Umar
al-Din al-Dabusi al- Hanafi (W. 430H.), telah menyusun
Kitab 7a’sis al-Nazar pada kurun kelima Hijrah. Kitab
ini memuat sejumlah 86 qaidah fighiyyah berserta
dengan  pembahasan terperinci berkenaan qawaid
tersebut.

Kegiatan tersebut di atas diikuti oleh Ala al-Din
Muhammad bin Ahmad al-Samargandi (w. 540 H.)
dengan judul ‘ldah al-Qawaid. Pada kurun ketujuh
Hijrah, penulisan  ilmu ini telah dilanjutkan oleh
Muhammad bin Ibrahim al- Jarmial Sahlaki (w. 613 H.)
dan 1zz al-Din Abd al-Salam dengan masing-masing
tulisan mereka berjudul al-Qawaid fi Furu’ al-

29 Al-Burnu, Muhammad Sidgi b. Ahmad, Abu al-Harith al-
Ghazzi (2003), op.cit., h. 69; Ahmad b. Muhammad al-Zarqga’
(2001), op. cit., h. 37.

%0 Ibid. h. 113.
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Syafi’iyyah dan Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam 3
Menjelang abad kedelapan Hijrah muncul lagi beberapa
penulis dalam ilmu ini yang telah dilakukan oleh
beberapa orang ulama pada masa itu seperti al-Asybah
wa al- Nazhair oleh Ibn al-Wakil al-Syafi’i (w. 716 H.),
Kitab al-Qawaid oleh al- Mugarra al-Maliki (w. 758 H.),
al-Majmu al-Muhadzdzab fi Dabt Qawaid al-Madzhab
oleh al-‘Allai al-Syafii (w. 761 H.), al-Asybah wa al-
Nazhair oleh Taj al-Din al-Subki, al-Asybah wa al-
Nazhair oleh Jamal al-Din al-Isnawi (w. 772 H.), al-
Manthur fi al-Qawaid oleh Badr al-Din al-Zarkasyi (w.
793H), al-Qawaid fi al-Figh oleh Ibn Rajb al-Hanbali
(w. 795 H.) dan al-Qawaid fi al-Furu’ oleh "Ali bin
Usman al-Ghazzi (w. 799.H.). Masa ini merupakan masa
keemasan dalam proses penulisan dan pembukuan ilmu
al-Qawaid al-Fighiyyah.®

Diabad kesembilan Hijrah, yang membukunan
ilmu ini antara lain: Muhammad bin Muhammad al-
Zubayri (w. 707H) dengan kitabnya Asna al-Magasid fi
Tahrir al-Qawaid, Ibn al-Haim al-Maqdisi (w. 815H)
dengan kitabnya al-Qawaid al-Manzumah, Taqiy al-Din
al-Hisni (w. 729 H.) dengan kitabnya Kitab al-Qawaid.

Diabad kesepuluh, yang merupakan puncak usaha

31 Al-Burnu, Muhammad Sidgi bin Ahmad, Abu al-Harith al-
Ghazzi, op.cit., h. 72.
%2 |bid., h. 72.
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pembukuan ilmu ini di mana al-lmam Jalal al-Din al-
Suyuthi (w. 910 H.) telah mengeluarkan sebuah kitab
dalam bidang ini yang berjudul al-Asybah wa al-
Nazhair.3® Kitab tersebut telah menggabungkan semua
gaidah yang terdapat di dalam kitab karangan al-"Allai,
al-Subki dan al-Zarkasyi. Begitu pula, Zayn al-Abidin
Ibn Ibrahim al-Misri telah menyusun sebuah kitab dalam
bidang ini yang turut diberi nama al-Asybah wa al-
Nazhair. Kitab ini pula telah memuatkan 25 gaidah
fighiyyah yang telah dibagikan kepada dua bagian vyaitu,
bagian pertama mengandung gaidah asas yang berjumlah
enam gaidah, sedangkan bagian kedua mengandung
sembilan belas gaidah yang terperinci.

Diskripsi  sejarah pembukuan kitab gawaid
fihiyyah tersebut di atas, maka fukaha Malikiyyah telah
memainkan peranan penting dalam pembukuan gawaid
fighiyyah. Diantaranya ialah Juzaym yang merupakan
tokoh fugaha Malikiyyah yang telah mengarang kitab
dalam bidang ini yang berjudul al-Qawaid. Kemudian
diikuti pula dengan Syihab al-Din Abi al-Abbas Ibn Idris
al-Qarafi (w. 684H.) (dari kalangan fugaha abad ketujuh
Hijrah) yang telah menyusun pula sejumlah 548 gaidah
figh di dalam kitabnya yang bernama Anwar al-Furuq fi
Anwa’  al Furug’. Tiap-tiap gaidah yang

% 1bid., h. 75.
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dikemukakannya pasti akan dinyatakan sekali dengan
contoh-contoh masalah cabang atau furu’ yang
munasabah sehingga jelas perbedaan di antara gaidah
yang terdapat di dalam kitab karangannya itu.

Dari kelompok fukaha Syafi’iyyah, antara lain
ulama yang terkenal dalam menyusun kitab gawaid
fighiyyah ini adalah Muhammad 1zz al-Din Abd al-Salam
(dari kalangan fukaha abad ketujuh Hijrah) yang telah
menulis kitab yang berjudul Qawaid al-Ahkam fi
Masalih al-Anam. Kemudian pada abad kelapan Hijrah
Taqiy al-Din al-Subki telah menulis sebuah kitab yang
bernama al-Asybah waal-Nazhair yang kemudian telah
disempurnakan oleh Jalal al-Din Abd al-Rahman Abi
Bakr al-Suyuthi (w. 911H) dengan tulisannya yang juga
diberi nama yang sama yaitu al-Asybah wa al-Nazhair.3*

Dari kelompok fukaha Hanabilah, ulama yang
terkenal, antara lain tokoh yang terlibat dalam kegiatan
menulis dalam bidang ini adalah Najm al-Din al-Tufi (w.
177 H) vyang telah menulis kitab al-Qawaid al-Kubra
dan al-Qawaid al-Sughra. Selain itu, terdapat seorang
lagi tokoh dari kalangan fukaha Hanbaliyyah yang telah
menyumbangkan kepada perkembangan ilmu ini, yaitu

% 1bid., h.75.
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Abd al-Rahman Ibn Rajab (w. 795 H). yang menulis
kitab dengan judul al-Qawaid fi al-Figh.*®

Periode pertumbuhan dan perkembangan berakhir
dengan tampilnya al-Majllah al-Ahkam al-‘Adhiyyah
pada abad ke 11 H.%®

3. Periode Penyempurnaan

Pada abad ke 11 H. lahirlah kitab al-Majllah al-
Ahkam  al-Adhiyyah, dalam versi yang telah
disempurnakan. Misalnya qaidah: (s < eai of Y jsaa ¥
a3 Ll dl (sesungguhnya tidak berhak bertindak
dengan kehendaknya sendiri atas milik orang lain tanpa
izin pemliknya). Jika dalam verdi Abu Yusuf larangan
mengenai milik orang lain itu hanya menyangkut
perbuatan, Versi al-Majallah juga melarang bentuk
perkataan. Akan tetapi dua-duanya menyampaikan pesan
yang sama, yaitu penghargaan atas hak milik, salah satu
bagian dari hak asasi manusia.®’

Al-Majallah merupakan undang-undang hukum
perdata yang dalam mukaddimahnya tercantum 100 butir
ketentuan umum. Ketentuan umum pasal 1 adalah
tentang definisi figh. Sedangkan pasal 2 sampai 100
adalah 99 gaidah figh yang menjadi landasan dari pasal-

% Ibid., h. 73.
36 Abdul Mun’im Saleh .Op.cit, h, 192
%7 Ibid., h 193.
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pasal pada bagian batang tubuhnya. Dalam mukaddimah
itu, setiap gaidah figh disertai dengan nomor pasal pada
batang tubuh yang menjadi rinciannya.

Pada abad ke 11 H. telah dilakukan pensyarahan
terhadap kitab kitab-kitab gawaid fighiyyah. Ahmad bin
Muhammad al-Hamawi yang antara lain tokoh fukaha
yang telah mensyarahkan kitab al-Asybah wa al-Nazhair,
karangan Zayn al-Abidin Ibrahim Ibn Nujaym al- Misri
yang memuat 25 gaidah yang ia buat dalam kitabnya
yang berjudul Ghamzu ‘Uyun al-Basa'ir.3®

Pada pertengahan abad yang ke-12 Hijrah,
seorang fukaha yang bernama Muhammad Said al-
Khadimi (w. 1154H) telah menyusun sebuah kitab usul
al-figh yang diberi nama Majma* al-Haqaiq. Menerusi
kitab ini, sejumlah 154 buah telah disusun di dalamnya
mengikuti urutan susunan huruf kamus (mu jam) atau
susunan abjad dihimpunkan dalam karya tersebut.
Kemudian kitab ini telah disyarahkan pula oleh Mustafa
Muhammad dengan nama Manaf*i al-Hagaiq.®

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu
gawid fighiyyah, dengan jelas menunjukkan bahawa para
ulama dalam bidang figh sejak awal abad ketiga Hijrah,
telah begitu serius mengembangkan pembahasan gawaid

38 Ahmad bin Muhammad al-Zarga, op. cit., h. 40.
39 Ibid.
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fighiyyah ini. Hal ini adalah berdasarkan kepada gerakan
atau usaha pengumpulan dan pembukuan gawaid
tersebut yang ditemui sejak awal abad ketiga Hijrah.*°
Sejumlah  permasalahan yang mempunyai persamaan
dari sudut fighiyyah telah dihimpunkan serta diletakkan
di bawah satu qaidah fighiyyah. Apabila terdapat
masalah figh yang dapat dicakup di bawah sesuatu
gaidah fighiyyah, maka, masalah figh itu ditempatkan di
bawah gaidah fighiyyah tersebut. Selain itu, melanjutkan
himpunan Qawaid fighiyyah yang bersifat umum itu,
juga ia memberikan peluang kepada generasi berikutnya
untuk terus mengkaji dan menelaah permasalahan yang
dibicarakan dalam bidang figh yang secara keseluruhan
melibatkan pembahasan hukum. Dengan bantuan gawaid
fighiyyah tersebut, permasalahan tersebut akan lebih
mudah diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak
begitu lama.

0 1bid, h. 39.
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BAB Il
QAIDAH FIQHIYYAH
ASASIYYAH

endahuluan
Pada dasarnya gawaid fighiyyah yang dibuat
para ulama berpangkal dan menginduk kepada
lima gaidah asasiyyah (gqawaid asasiyyah al-
khamsah). Kelima qaidah pokok ini melahirkan
bermacam-macam gaidah yang bersifat cabang. Sebagian
ulama menyebut kelima gaidah asasiyyah ini dengan
gawaid al-kubra.
Adapun gawaid asasiyyah tersebut adalah sebagai
berikut:*!
Qaidah pertama:
b aalie; %y 5™V
Segala perkara tergantung kepada tujuannya.

“1bid. h., 7.
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Qaidah kedua:
SLall J o Y ol
Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan.
Qaidah ketiga:
Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan.
Qaidah keempat:
Il
Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan.
Qaidah kelima
&L A
Adat kebiasaan dijadikan hukum.
Adapun gaidah yang keenam, merupakan tambahan
oleh Ibnu Nujaim adalah :
el ¥) ) 55 Y
Tidak ada pahala kecuali dengan niat
Memperhatikan terhadap gaidah keenam di atas,
maka menurut al-Suyuthi telah masuk pada bagian
cabang gaidah yang pertama. Karena tujuan itu sama
dengan niat. Kalau seseorang mengerjakan sesuatu untuk
mendapatkan keridhaan Allah atau untuk ibadah, atau
apapun saja yang baik karena Allah, maka akan
mendapat pahala. Begitu pula sebaliknya, kalau niat atau

2 Ibid, h. 104
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tujuannya untuk yang tidak baik, maka tidak mendapat
pahala.
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Qaidah

- s 8 e
Ladoles, ;90 Yl
Segala perkara tergantung kepada tujuannya.

1. Dasar Qaidah dari Al-Qur’an
a. Qur’an surah al- Bayylnah ayat 5 :

T (IR EGAP T IRV ‘y\ \M,\ s
A (o 055 BETH ) 505 5N 15

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya

menyembah  Allah  dengan  memurnikan

ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)

agama dengan lurus, dan supaya mereka

mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan

yang demikian itulah agama yang lurus.
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b. Qur’an surah al-Bagarah ayat 225:



Ly L3215 005 Sl G ally i a5 Y
Allah tidak menghukum kamu disebabkan
sumpahmu vyang tidak dimaksud (untuk
bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu
disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk
bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyantun.

Qur an surah al-Bagarah ayat 265

N ul..a)o ) )?GJ\)A\ O 58 u.ml\ d.u)
d-ab ‘-@—"-m‘ 9)—3):’ ‘}-*.A d-ws es-ws-" M}
J—‘-‘A-’UJL“-’

Dan perumpamaan orang-orang Yyang
membelanjakan hartanya karena mencari
keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa
mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di
dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat,
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maka kebun itu menghasilkan buahnya dua
kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya,
maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah
Maha Melihat apa yang kamu perbuat.

: Qur an surah al-Nisa ayat 100:

Leish o)) b i des B Dpled 045
U \);L@_A B Oe C)M (s WJ B
A.L\\ (:J'r' o‘);\ cﬁj JSSQ_\}AM 4\5‘)3.1?.1&}..»‘)3

1.4.\;‘) \‘)Jsc 4»\ ULS}
Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya
mereka mendapati di muka bumi ini tempat
hijrah yang luas dan rezki yang banyak.
Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan
maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-
Nya,kemudian kematian menimpanya (sebelum
sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh
telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah
Allah  Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.
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e. Qur an surah al lea ayat 114

~~~~~~

c«\.:u.m\ dh dﬂ.\u.n} u.u\.\l\ u.uc)u.a\ j\ uj)u
Tidak ada kebalkan pada kebanyakan b|S|kan
bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari
orang yang menyuruh (manusia) memberi
sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau
mengadakan perdamaian di antara manusia.
Dan barangsiapa yang berbuat demikian
karena mencari keredhaan Allah, maka kelak
Kami memberi kepadanya pahala yang besar.
f. Qur’an surah al-Ahzab ayat 5:

| gl (J u\a ‘m\ dic Lacdl A (.g_al_a‘x’ a4 52
Kie uuxj By ol b e&\ﬁu el
u\S} ?S.\jlﬂ &_m.u..\l.n uﬂ}éue.a\.ia;\ Lnaﬁch;

Lan) \)}sc 5
Panggillah mereka (anak-anak angkat itu)
dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka;
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itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika
kamu  tidak  mengetahui  bapak-bapak
mereka,maka (panggillah mereka sebagai)
saudara-saudaramu seagama dan maula-
maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu
terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi
(yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh
hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.

1. Dasar Qaidah dari hadis Rasulullah SAW.

a.

Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab
r.a. Rasulullah bersabda:
UAS ‘ Lg}aué')ny Lu\} ¢ g_aLuJLa dLu:‘}.“ Lu\
a.u\ ‘_;\ 4_1);@ APEY A.U‘ LA\ &5 N
D\)A‘ J\ \.@.\.1..4.\1_\.1.3]4_1);.&, &_1.1\5. LJAJC d}uJJ
sadl) SAl L ) 40368 WA 555
Bahwasanya setiap  perbuatan  (amal)
tergantung kepada niatnya. Setiap orang
mendapatkan apa yang diniyatkannya. siapa
yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya,
maka hijrahnya tersebut karena Allah dan
Rasul-Nya. Siapa yang berhijrah karena ingin
memperoleh harta dunia atau karena

43Al-Bukhari, Shahih Bukhari, juz 1, Beirut, Darl Ibn Katsir,

1987,h. 3
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perempuan yang akan dinikahinya, maka
hijrahnya tersebut karena hal tersebut.

b. Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abi
Hurairah r.a. Rasulullah bersabda:

44("6‘.’.1'3'.’ ér_ :}a\_‘ﬂ\ :"_\i_\;

Manusia dibangkitkan sesuai dengan niatnya
masing-masing.

c. Hadis Riwayat Bukhari dari Ibnu Mas’ud r.a.
Rasulullah bersabda:

A EIE iy 3yl o BB aill GET 1)
Apabila seorang muslim memberi nafkah
kepada keluarganya dengan ikhlas, maka
nafkah yang diberikannya itu sebagai sedekah
baginya.
d. Hadis riwayat Baihagi dari Salman al-Farisi

Niat seorang mukmin lebih baik dari pada
amalnya

Ayat-ayat al-Qur’an di atas sebagai dasar
dibentuknya gaidah telah diperkuat oleh hadis-hadis

4 Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, al-Qahirah, Dar al-Hadis,
1416 HJilid IX, h. 101
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Rasulullah SAW. yaitu bahwa tujuan, atau niat dari amal
perbuatan harus dikerjakan dengan ikhlas karena Allah.
Dengan demikian, maka setiap urusan tergantung pada
tujuan atau niat orang yang melaksanakannya. Kalau niat
karena Allah atau untuk ibadah, maka akan memperoleh
pahala dan keridhaan Allah. Sebaliknya jika niatnya
untuk mengerjakan suatu perbuatan hanya Kkarena
terpaksa, atau karena ria, maka ia tidak mendapat pahala.
Demikian pula, jika seseorang mengerjakan suatu
perbuatan tanpa niat terutama dalam masalah ibadah,
maka ibadahnya tidak sah.

Di antara sumber-sumber gaidah di atas, yang
langsung menunjuk kepada peranan niat dalam semua
perkara adalah hadis “ilh Jwe¥) Wil ” | Hadis itu satu
pokok penting dalam ajaran Islam. Imam Syafi’i dan
Ahmad berkata : “Hadis tentang niat ini mencakup
sepertiga ilmu.” Begitu pula kata al-Baihagi. Hal itu
karena perbuatan manusia terdiri dari niat, ucapan dan
tindakan. Diriwayatkan dari Imam Syafi’i, “Hadis ini
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mencakup tujuh puluh bab figh”, sejumlah ulama
mengatakan Hadis itu mencakup sepertiga ajaran islam.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama
membentuk qaidah asasiyyah : Wwaalaia ¥ (segala
urusan tergantung kepada tujuannya)

Para ulama sering memulai tulisan-tulisannya
dengan mengutip hadis tersebut. Abdurrahman bin Mahdi
berkata: “bagi setiap penulis buku hendaknya memulai
tulisannya dengan hadis itu, untuk mengingatkan para
pembacanya agar meluruskan niatnya”.

Hadis itu dibanding hadis-hadis yang lain adalah
hadis yang sangat terkenal, tetapi dilihat dari sumber
sanadnya, hadis itu adalah hadis ahad, karena hanya
diriwayatkan oleh Umar bin Khaththab dari Nabi
Muhammad SAW. Dari Umar hanya diriwayatkan oleh
Algamah bin Abi Wagash, kemudian hanya diriwayatkan
olen Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dan selanjutnya
hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa’id al-Anshari,
kemudian barulah menjadi terkenal pada perawi
selanjutnya. Lebih dari 200 orang perawi yang
meriwayatkan dari Yahya bin Sa’id dan kebanyakan
mereka adalah para Imam.

Pertama: Kata “L<” bermakna “hanya” , yaitu
menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain
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yang disebut itu. Kata “hanya” tersebut terkadang
dimaksudkan sebagai pengecualian secara mutlak dan
terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian yang
terbatas. Untuk membedakan antara dua pengertian itu
dapat diketahui dari susunan kalimatnya. Misalnya,
kalimat pada firman Allah: “Innamaa anta mundzirun”
(Engkau (Muhammad) hanyalah seorang penyampai
ancaman). [QS. Ar-Ra’d : 7]

Kalimat itu secara sepintas menyatakan bahwa
tugas Nabi SAW. hanyalah menyampaikan ancaman dari
Allah, tidak mempunyai tugas-tugas lain. Padahal
sebenarnya beliau mempunyai banyak sekali tugas,
seperti  menyampaikan kabar gembira dan lain
sebagainya. Begitu juga kalimat pada firman Allah :
“Innamal hayatud dunyaa la’ibun walahwun” artinya
“Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan dan
permainan”. [QS. Muhammad : 36]

lafazh itu menunjukkan pembatasan berkenaan
dengan akibat atau dampaknya, apabila dikaitkan dengan
hakikat kehidupan dunia, maka kehidupan dapat menjadi
wahana berbuat kebaikan. Dengan demikian, apabila
disebutkan kata “hanya” dalam suatu lafzh, hendaklah
diperhatikan betul pengertian yang dimaksudkan.

Pada hadis ini, lafazh “Segala amal hanya menurut
niatnya”yang dimaksud dengan amal disini adalah semua
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amal yang dibenarkan syari’at, sehingga setiap amal yang
dibenarkan syari’at tanpa niat maka tidak berarti apa-apa
menurut agama islam. Tentang sabda Rasulullah, “semua
amal itu tergantung niatnya” ada perbedaan pendapat
para ulama tentang maksud kalimat tersebut. Sebagian
memahami niat sebagai syarat, sehingga amal tidak sah
tanpa niat. Sebagian yang lain memahami niat sebagai
penyempurna, sehingga amal itu akan sempurna apabila
ada niat.

Kedua: Kalimat “Dan setiap orang hanya
mendapatkan sesuai niatnya” oleh Khathabi dijelaskan
bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian yang berbeda
dari sebelumnya. Yaitu menegaskan sah tidaknya amal
bergantung pada niatnya. Juga Syaikh Muhyidin An-
Nawawi menerangkan bahwa niat menjadi syarat sahnya
amal. Sehingga seseorang yang meng-gadha shalat tanpa
niat maka tidak sah Shalatnya.

Ketiga : Kalimat “Dan Barang siapa berhijrah
kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada
Allah dan Rasul-Nya” menurut penetapan ahli bahasa
Arab, bahwa kalimat syarat dan jawabnya, begitu pula
mubtada’ (subyek) dan khabar (predikatnya) haruslah
berbeda, sedangkan di kalimat ini sama. Karena itu
kalimat syarat bermakna niat atau maksud baik secara
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bahasa atau syariat, maksudnya barangsiapa berhijrah
dengan niat karena Allah dan Rasul-Nya maka akan
mendapat pahala dari hijrahnya kepada Allah dan Rasul-
Nya.

Hadis itu memang muncul karena adanya seorang
lelaki yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah untuk
mengawini  perempuan bernama Ummu Qais.Dia
berhijrah tidak untuk mendapatkan pahala hijrah karena
itu ia dijuluki Muhajir Ummu Qais.

Secara itemologi niat, dalam Lisan al-’Arab dan
Mu’jam al-Wasith, adalah bentuk masdar dari kata kerja
“nawa-yanwi”(is - (st — s).Dalam Kamus Al
Munawwir, berarti maksud hati; hajat; berniat sungguh-
sungguh; menjaga; melindungi; berpindah tempat; pergi
jauh; menyampaikan; melemparkan.*® Sedangkan dalam
Ensiklopedi Al Qur’an diuraikan kata “an-nawa”. Dalam
al-Qur’an kata an-nawa terdapat pada surah al-An’am
ayat 95:
ciall £ oA el e GA £ A0 55 Al I &)

5885 S 25 (<)

Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-

tumbuhan dan  biji  buah-buahan. Dia

mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan

4% Ahmad Warson Munawwir, Kamus Munawwir Arab
Indonesia, cet. X1V, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
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mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (Yang

memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, maka

mengapa kamu masih berpaling?

Dalam istilah sehari-hari al-nawa banyak
digunakan untuk pengertian maksud atau tujuan,
sebagaimana pengertian yang pertama.

Qaidah yang pertama membawa maksud setiap
urusan dinilai  berdasarkan tujuan/niatnya. Secara
eksplisit, gaidah tersebut menjelaskan bahawa setiap
pekerjaan yang ingin dilakukan oleh seseorang perlu
disertai dengan tujuan/niat. Oleh karena itu, maka setiap
perbuatan mukallaf amat bergantung kepada apa yang
diniatkannya, bahkan para ulama figh sepakat bahwa
sesuatu perbuatan yang telah diniatkan, namun perbuatan
tersebut tidak dapat  dilaksanakan karena sesuatu
kesukaran  (masyaqgqgah) ja tetap diberikan
pahala/ganjaran.®® Dari aspek yang lain, orang yang
mempunyai niat untuk melakukan dosa besar seperti
membunuh, namun tidak sempat melakukannya maka
niatnya itu tetap dikira berbuat. Seperti Hadis Rasulullah
SAW. menyatakan:

4 Al-Suyuthi, Op.,cit., h. 66.
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G i ¢ Al sl U8 ¢ gty il a1
Ly 106 5 5D U5 b A 138 ol sl 3
a7 aalia g8 I8 Uayja §S

Apabila dua Muslim berkelahi dengan saling

menghunus pedang, yang terbunuh dan yang

membunuh, kedua-duanya dimasukkan ke dalam
neraka. Aku bertanya; Wahai Rasulullah! ini
adalah balasan bagi orang yang membunuh

(masuk neraka adalah patut), tetapi bagaimana

dengan keadaan orang yang dibunuh?

Rasulullah menjawab; kerana ia juga berniat

untuk membunuh lawannya.

Dalam kasus seperti pembunuhan di atas, para
hakim perlu menentukan hukumannya berdasarkan
garinah (petunjuk) untuk menentukan sengaja atau tidak
sengaja. Yaitu bukti-bukti yang tampak melanjutkan
tindakan si pembunuh sebagai refleksi daripada apa yang
diniatkannya di dalam hati, sama ada pembunuhan
tersebut dilakukan secara sengaja, menyerupai sengaja
ataupun tidak sengaja. Sebagai contoh, dalam sesuatu
kasus pembunuhan tersebut, hakim boleh bergantung
kepada fakta-fakta yang ada kaitannya dengan

47 Muhammad bin Futuh al-Humaidy, al-Jam'u Baina al-
Shahihain al-Bukhari wa al-Muslim, Beirut, Dar al Nasyr, Juz 1,
2002 h. 221
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pembunuhan itu, seperti A dilihat berlari keluar dari
rumah B dalam keadaan baju yang dipakainya
berlumuran darah sedangkan mereka diketahui memang
mempunyai  hubungan yang tidak baik. Aspek
pembuktian ini merupakan suatu indikator yang sangat
penting dalam bidang kehakiman lebih khusus dalam
kasus pelaksanaan hukum hudud, gisas dan takzir, selaras
dengan ajaran Islam yang sangat menekankan aspek ini
dalam menetapkan sesuatu hukuman kepada seseorang
yang dituduh di Pengadilan. Hal ini begitu signifikan
sebab ia akan menjadikan seseorang hakim bertindak dan
bersikap adil dalam menjatuhkan hukuman atas pelaku
jinayat tersebut di pengadilan. Di samping ia turut
berfungsi untuk mengakhiri pertikaian. Firman Allah
dalam surah al-Bagarah ayat 111:
alla 25K ) 2K 5 T 58 (8
Katakanlah: Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika
kamu adalah orang yang benar.
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Pengertian niat secara etimologi adalah sengaja
(i), Sedangkan secara terminologi, Abi Bakar Ibn
Sayyid Muhammad Syaththa al-Dimyaty mengatakan;

Balady U yite o LAl ad 7 44l

Niat yaitu menggasad sesuatu diserta dengan

perbuatannya.

Didalam shalat misalnya, yang dimaksud dengan
niat adalah bermaksud didalam hati dan disertai dengan
takbirat al ihram, karena takbirat al ihram adalah
perbuatan dalam shalat.

Abd al-Rahman al-Jaziry memberikan  rumusan
pengertian niat dengan:
s ) 5 8l Jad e ) e ad A

Niat yaitu cita-cita hati untuk memperbuat ibadah

mendekatkan diri kepada Allah.

Fayq Sulaiman Dalul mengatakan:
lelaay o lad il ) L alady U yita ool b s 4l
50&\3\.}:1\ e ‘_,‘A alal)

48 Abi Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syaththa al-Dimyati,
“lanah al-Thalibin, Beirut, Dar al-Fikr lith-thaba’ah al-Nasyr wa al-
tauzy’, juz 1, t.th. h. 126

49 Abd al-Rahman al-Jaziry, al-Figh ala Mazahibi al-
Arba’ah, juz 1, al-shafhat, t.th. h. 223.
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Niat yaitu menggashad sesuatu disertai dengan

perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, dan

tempatnya dalam hati pada seluruh ibadah.

Dikalangan mazhab Hanbali mengatakan, bahwa
tempat niat ada di dalam hati, karena niat adalah
perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud adalah
hati®

Ibn Qayylm mengatakan
d&a_'yg_immgju}‘fd\dﬁ‘_;ceﬂ\ MA]\GA‘L\J\

ol
Sl

Niat itu adalah maksud dan tekad untuk

mengerjakan sesuatu, tempatnya adalah hati, dan

secara ashl tidak berkaitan dengan lisan.

Karena hakikat niat adalah menyengaja (al-
gashd), mayoritas ulama figh sepakat bahwa tempat niat
adalah dalam hati. Meskipun demikian, karena inbiats
(bekasan) dalam hati itu sulit, maka para ulama
menganjurkan agar disamping niat juga sebaiknya
dikukuhkan dengan wucapan lisan, sekedar untuk
menolong dan membantu gerakan hati.

% Fayq Sulaiman Dalul, al-Ahkam al-Ibadat fi Tasyri al-
Islam, Palestina, Markaz al-Ashdiga lilhthaba’ah, juz 1, 2006, h. 39.
1 A.Djazuli,Op.cit.,h.34
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Namun, ketika seseorang berniat di dalam hatinya
tanpa lafazh  (diucapkan) melalui lisan, maka
diperbolehkan. Sebab pada saat berniat, telah terjadi
gashd di dalam hati dan mengarahkan hati serta segala
kecenderungannya pada apa yang hendak dilakukan. Hal
ini dipandang lebih utama dari sekedar pe-lafazh-an
dengan lisan. Karenanya, seorang yang me-lafazh-kan
niat ketika hendak melaksanakan shalat, misalnya,tetapi
hati kecilnya menolak, maka keabsahan shalatnya
menjadi gugur. Karena mereka mendasarkan pada firman
Allah:

D51 31 T, Ol &5f5 24 058 o3NT 3 Tyems BT

- 2~ -

[ A 80 P [ /’Es,a P /1./E/ .
éé\g@\ gs“"‘:o@)j“"'fy‘ e YLQU L@QM

maka apakah mereka tidak berjalan di muka
bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan
itu mereka dapat memahami atau mempunyai
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telinga yang dengan itu mereka dapat
mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah
mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati
vang di dalam dada”.

Niat itu diperlukan karena :

1. Untuk membedakan amalan yang bernilai ibadah
dengan yang hanya bersifat adat (kebiasaan). Seperti
halnya makan, minum, tidur dan lain-lain. hal itu
merupakan suatu keniscayaan bagi Kkita sebagai
manusia, disadari atau tidak kita butuh keberadaanya
karena hal yang seperti itu termasuk kategori
kebutuhan primer. Akan tetapi jika dalam
aktualisasinya Kkita iringi dengan niat untuk
mempertegar tubuh sehingga lebih konsentrasi dalam
berinteraksi dengan Tuhan maka disamping kita bisa
memenuhi kebutuhan juga akan bernilai ibadah di
sisi Allah. Jika seseorang mencaburkan diri ke dalam
sungai apabila tidak berniat maka berarti ia mandi
biasa, tetapi jika ia berniat untuk berwudhu maka ia
dihukumkan berwudhu. Akan tetapi bagi amalan-
amalan yang secara eksplisit sudah berbeda dengan
amalan yang tidak bernilai ibadah maka tidak
diperlukan adanya niat seperti halnya iman, dzikir
dan membaca al-Qur’an. Dan juga termasuk amalan
yang tidak membutuhkan niat adalah meninggalkan
hal-hal yang dilarang oleh agama.
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2. Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang
lainnya. Dengan niat itu kita bisa menciptakan
beraneka ragam ibadah dengan tingkatan yang
berbeda namun dengan tata cara yang sama seperti
halnya wudhu’, mandi besar, shalat dan puasa.

Sebagai syarat diterimanya perbuatan ibadah. Ada

tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, adalah dengan
adanya niat yang ikhlas. Kedua adalah perbuatan atau
pekerjaan tersebut harus sesuai dengan yang disyariatkan
olen Allah dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. Ketiga,
adalah meng-istishhab-kan niat sampai akhir pekerjaan
ibadah.

Niat yang ikhlas yaitu keberadaan niat harus
disertai dengan menghilangkan segala keburukan nafsu
dan keduniaan.®>  Niatnya itu hanya semata-mata
perintah Allah. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam
beberapa ayat, antara lain pada surah al-Nisa ayat 125 :
“&cﬂbuuuﬁ)ﬂ*eéjeh‘wulw‘wj

mg\}\&\m\jmﬂ\}\

Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari

orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada

Allah semata, sedangkan diapun mengerjakan

\bnu Rajab, Jami’ al-’Ulim wa al-Hikam, tahqiq oleh
Syu’aib Al Arnauth dan Ibrahim Bajis, Mu’assassah ar-Risalah,
1419H, h. 12.
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kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang

lurus.

Menyerahkan dirinya kepada Allah artinya,
mengikhlaskan amal kepada Allah, mengamalkan dengan
iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah.

Adapun ibadah itu mengikuti petunjuk Rasulullah
SAW. karena apabila menyalahi dari petunjuk Rasulullah
SAW. maka ibadah itu tertolak. Sebagaimana sabda
Rasulullah SAW.

33 568 Whal adle (ol St (et (o

Barangsiapa yang beramal tanpa adanya

perintah dari kami, maka amalan tersebut

tertolak.

Sedangkan niat itu tetap berlanjut sampai
akhirnya pelaksanaan ibadah, artinya bahwa niat itu tidak
berubah dalam pelaksanaan ibadah. jika berubah dalam
pelaksanaan ibadah maka ibadahnya menjadi batal.

Tiga syarat tersebut di atas, apabila salah satunya
tidak terpenuhi, maka amal itu tidak sah atau batal.>*

Dari gqaidah tersebut di atas, ada beberapa bagian
(cabang) gaidah yang diperhatikan, yaitu:

58 Muhammad bin Futuh al-Humaidy, Op.cit. juz 4, h. 23.
* |bnu Katsir, Tafsir al-Qur’dn al- ‘Azim, Beirdt: Dar al-Fikr,
1992, 1, h. 616.
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1. 43,9 QI8 Y (Tidak ada pahala kecuali dengan niat).
Maksudnya, selama perbuatan itu tidak dianggap
buruk, jika tidak dengan niat, maka amal itu tidak
akan memperoleh pahala. Oleh karena itu, niat
dalam perbuatan wudhu, ulama Syafi'iyyah dan
Malikiyyah menganggap niat itu fardhu, Ulama
Hanabilah menganggapnya sebagai syarat sah
wudhu. Ulama Hanafiyyah menetapkan sebagai
sunnat muakkad.

2. Sl 3 Ll A 1 a3 4 G L s 0
(Suatu amal yang tidak disyaratkan untuk
dijelaskan,baik secara global atau terperinci, bila
dipastikan dan ternyata salah, maka kesalahannya
tidak membahayakan). Oleh karena itu, Seseorang
bershalat zhuhur dengan menyatakan niatnya
bershalat di mesjid al-Karamah Martapura, padahal
ia bershalat di mesjid Syiarus Shalihin, shalat orang
tersebut tidak batal. Karena niat shalatnya telah
terpenuhi dan benar sedangkan yang keliru adalah
pernyataan tentang tempatnya. Kekeliruan tentang
tempat shalat tidak ada hubungannya dengan niat
shalat baik secara garis besarnya maupun secara
terperinci.

3. Oaihads Uil a8 3 e (Suatu amal yang
disyariatkan penjelasannya, maka kesalahannya
membatalkan perbuatan tersebut). Oleh karena itu,
dalam shalat zhuhur berniat dengan shalat ashar,



atau dalam shalat idul fithri berniat dengan idul
adhha, dalam puasa arafah berniat dengan puasa
asyura. Maka perbuatan itu menjadi batal.

4, e ) WS h i Y i AR b ik
e Uadly (Suatu amal yang harus dijelaskan secara
global dan tidak disyaratkan secara terperinci, karena
apabila disebutkan secara terperinci dan ternyata
tersalah maka kesalahannya membahayakan). Misal,
seseorang bershalat jamaah dengan niat makmum
kepada Umar. Ternyata yang menjadi imam bukan
Umar, tetapi Utsman. Maka shalat jamaah orang itu
dinyatakan tidak sah. Karena keimamannya telah
digugurkan oleh Utsman,

5. L i e Ll Aais  (Maksud dari suatu lafazh
(ucapan) adalah menurut niat orang yang
mengucapkannya). Misalnya, jika seseorang di
tengah-tengah shalat mengeluarkan ucapan-ucapan
yang berupa ayat al-Qur'an, dan tidak ada maksud
lain kecuali membaca al-Quran , maka yang
demikian itu dibolehkan. Tetapi apabila niatnya
untuk memberitahukan kepada seseorang seperti
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ucapan untuk memberikan izin masuk kepada orang
yang sedang mengunjunginya, maka shalatnya batal.
B. Penerapan Qaidah dalam bidang muamalah:
B aalias ) 5a™Y)
Segala urusan tergantung kepada tujuannya
Contoh penerapannya:

1) Apabila seseorang membeli anggur dengan
tujuan/niat memakan atau menjual maka
hukumnya boleh. Akan tetapi apabila ia
membeli dengan tujuan/niat menjadikan khamr,
atau menjual pada orang Yyang akan
menjadikannya sebagai khamr, maka hukumnya
haram.

2) Apabila seseorang menemukan di jalan sebuah
dompet yang Dberisi sejumlah uang lalu
mengambilnya dengan tujuan/niat
mengembalikan kepada pemiliknya, maka hal
itu tidak mengganti jika dompet itu hilang tanpa
sengaja. Akan tetapi jika ia mengambilnya
dengan tujuan/niat untuk memilikinya, maka ia
dihukumkan sama dengan ghashib (orang yang
merampas harta orang). Jika dompet itu hilang,
maka ia harus menggantinya secara mutlak.
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3) pabila  seseorang menabung di  Bank
Konvensional ~ dengan  tujuan/niat  untuk
mengamankan uangnya karena belum ada bank
syariah di daerahnya, maka ia dibolehkan karena
dharurat. Akan tetapi jika ia menyimpan uang di
Bank konvensional itu dengan tujuan/niat
memperoleh bunga dari bank itu, maka
hukumnya haram.
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Qaidah

AL D5 Y Gl
Keyakinan tidak dapat dihilangkan
dengan keraguan

1. Dasar Qaidah Al-Qur’an pada surah Yunus ayat 36:
Gall Ga it Y OB & G Y 208 Ad g
Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti
kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya
persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk
mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.

2. Dasar Qaidah Hadis Rasulullah SAW. antara lain:

a. Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah ra.

Rasulullah SAW. bersabda:
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mcﬁ\md&bMM@éh\hJ\a\

byw&@d\wwﬁﬁya\;w
55ayy ang

Apabila salah seorang diantara kalian
merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia
kesulitan menetukan apakah sudah keluar
sesuatu (kentut) ataukah belum, maka jangan
keluar dari Masjid sehingga mendengar suara
atau mendapatkannya bau.

Hadis riwayat Muslim dari Abi Sa’id al-Kudry,
Rasulullah SAW. bersabda:

e\h)uémesjmehcm)\m@éh\é.&\q\
J;..uujjc us.u.m\u‘_;c u.u&jd.m&\ C)L.\XSQL:UJ\
M@uﬁu&éﬂu‘d—\ﬁuﬁbﬁjuﬂm
L WK @J‘X\ e\..u G,LA NI sl UK

56uUa.LuM
Apabila salah seorang diantara kalian ragu-
ragu dalam shalatnya, sehingga tidak
mengetahui sudah berapa rakaatkah dia
mengerjakan shalat, maka hendaklah dia
membuang keraguan dan lakukanlah yang dia
yakni kemudian dia sujud dua kali sebelum

55 Muhammad bin Futuh al-Humaidy, Op.cit. juz 3, h. 226
% |bid., Juz 2, h. 346
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salam, kalau ternyata dia itu shalat lima rakaat
maka kedua sujud itu bisa menggenapkan
shalatnya, dan jikalau ternyata shalatnya sudah
sempurna maka kedua sujud itu bisa membuat
jengkel setan.

Qaidah figh yang kedua adalah gaidah tentang
keyakinan dan keraguan. Yakin (csi)). Secara etimologi
yaitu manatapnya hati atas sesuatu®’ al-Yagin juga bisa
dikatakan pengetahuan dan tidak ada keraguan
didalamnya. Sebagaimana menurut lbnu Manzhur (w.
711) dalam kamusnya Lisan al-Arab, yaitu pengetahuan
dan merupakan antonym dari al-Syakk.>®

Sedangkan menurut terminologi yaitu:

soculil] o) 1l (SUadl) 2 5lad) Sl )

Keyakinan yang kokoh dan sesuai dengan

kenyataan.

Al-Suyuthi mengatakan al-Yagin (u&d) adalah
sesuatu yang tetap dan pasti, dapat dibuktikan melalui
penelitian  dan  menyertakan  bukti-bukti  yang
mendukungnya.

S"Muhammad al-Zarga, Syarah al-Qawaid al-Fighiyyah,
Op.cit, h. 79

%8 |bnu Munzhir, Lisan al-Arab, Beirut, Dar al-Shadir, 1956
Jilid X, h, 451

% Muhammad al-Zarga, Op.Cit, h.,79
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Adapun al-Syak (&) secara etimologi artinya
adalah keraguan. Juga bisa diartikan dengan sesuatu yang
membingungkan.

Sedangkan secara terminologi Muhammad al-
Zarga mengatakan:

0 AYI Gle Laaas¥ a5 O (i & o A3
Keraguan antara dua perkara/masalah yang
berlawanan tanpa mengunggulkan salah satunya.
Dengan qaidah kedua ini, maka seseorang

memperbuat  sesuatu  (beramal) harus dilakukan
berdasarkan dengan keyakinan. Maka apapun keraguan
untuk menghilangkan keyakinan tidak akan diterima.
Juga dapat difahami dengan redaksi yang lain yaitu,
setiap perkara yang tetap, tidak akan berubah dengan
sebab kedatangan bukti yang terdapat syak padanya.
Keyakinan merupakan suatu perkara yang bersifat tetap
dan bersifat berlawanan terhadap syak.

Lazimnya, sesuatu yang benar-benar diyakini
sudah pasti tidak akan dirubah oleh syak kerana kedua-
duanya adalah sangat berbeda. Sesuatu perkara itu hanya
akan dikatakan sebagai yakin setelah terdapat bukti dan
penelitian yang dapat menetapkan adanya perkara
tersebut. Di bidang figh misalnya, indikator yakin ini
begitu dititikberatkan terhadap perkara apapun yang

% 1bid., h. 79
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dilakukan. Karena, ia adalah asas Islam yang menjadi

dasar pijakan bagi membina sesuatu hukum. Menurut al-

Nawawi bahwa gaidah ini merupakan sebuah qaidah

yang penting dalam gawaid fighiyyah.®® Begitu pula

menurut Syarif Hidayatullah, al-Qarafi menyatakan
bahwa para ulama menyepakati gaidah itu, yaitu gaidah
yang menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang diragukan
seperti sesuatu yang telah pasti ketidakpastiannya.

Menurut al-Sarakhsi dalam kitabnya Ushul al-Sarakhsi,

berpegang kepada keyakinan dan meninggalkan keraguan

merupakan dasar dalam syariat Islam.®?
Pada gaidah ini ada beberapa cabang gaidah
yang harus diperhatikan:

a. Slw e skl Ja¥l (Pokok yang asli
memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang
ada sekarang). Oleh karena itu, seseorang merasa
yakin bahwa ia telah berwudhu, tiba-tiba ia merasa
ragu apakah ia sudah batal atau masih bersuci.
Dalam hal ini ia ditetapkan bersuci seperti keadaan
semula, karena itu yang telah diyakini. Bukan
keadaan berhadats yang ia ragukan. Begitu pula,
Seseorang makan sahur di akhir malam dengan
dicekam rasa ragu-ragu, jangan-jangan waktu fajar

1 Ali Ahmad al-Nadwi Mawsu"ah al-Qawa’'id wa al-Dawabit
al-Fighiyyah, j. 1, t.t.p, Dar "Alam al-Ma’rifah, 1999, h. 149.
62 Syarif Hidayatullah, Op.cit. h. 50
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telah terbit, maka puasa orang tersebut pada pagi
harinya dihukumkan sah, karena waktu yang
ditetapkan berlaku sebelumnya adalah waktu malam,
bukan waktu fajar. Dalam kasus muamalah
misalnya, seseorang pembeli sebuah televisi
menggugat kepada penjualnya, karena televisi yang
dibelinya setiba di rumah tidak dapat dimanfaatkan,
maka gugatan pembeli dikalahkan, karena menurut
asalnya televisi yang dijual ditetapkan dalam
keadaan baik. Dalam kasus munakahat misalnya,
seorang suami lama meninggalkan isterinya dan
tidak diketahui ke mana perginya, maka isteri tidak
dapat kawin dengan laki-laki lain, karena
dipandang, bahwa hukum yang berlaku adalah
wanita yang masih terikat tali perkawinan, sebab
ketika suaminya pergi tidak ada menjatuhkan thalag
(atau ta'liq thalaq) kepada isterinya.

.4l 8l Ja¥) (Pokok yang asli tidak ada tanggung
jawab). Misalnya, terdakwa yang menolak diangkat
sumpah tidak dapat diterapkan hukuman. Karena
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menurut asalnya ia bebas dari tangggungan dan
yang harus diangkat sumpah adalah pendakwa. Jika
seseorang menghadiahkan sesuatu barang kepada
orang lain dengan syarat memberikan gantinya dan
kemudian mereka berdua berselisih tentang wujud
penggantiannya, maka yang dimenangkan adalah
perkataan orang yang menerima hadiah, karena
menurut asalnya ia bebas dari tanggungan
memberikan gantinya.

. pxall Joa¥l (Pokok yang asli ketiadaan sesuatu).
Misalnya, Seseorang mengaku telah berutang kepada
orang lain berdasarkan atas pengakuannya atau
adanya data otentik, tiba-tiba orang yang berutang
mengaku telah membayar utangnya, sehingga ia
telah merasa bebas dari tanggungannya. Sedangkan
orang yang memberi utang mengingkarinya atas
pengakuan orang yang berutang. Dalam hal ini
sesuai dengan gaidah, maka yang dimenangkan
adalah pernyataan orang yang memberi utang,
karena menurut asalnya belum adanya pembayaran
utang, sedangkan pengakuan orang yang berutang
atas bayarnya adalah perkataan yang meragukan.
Jika seseorang yang menjalankan modal orang lain
(mudharabah) mengatakan kepada pemilik modal
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bahwa ia tidak memperoleh keuntungan, maka
perkataannya itu dibenarkan. Karena memang sejak
semula diadakan perikatan mudharabah belum ada
keuntungan. Belum memperoleh keuntungan adalah
hal yang telah nyata karena belum bertindak,
sedangkan memperleh keuntungan yang diharapkan
merupakan hal yang tidak pasti.

AalYl eLsY) & Jua) (Pokok yang asli pada sesuatu
adalah boleh), Misalnya, Segala macam binatang
yang sukar untuk ditentukan keharamannya
disebabkan tidak didapat sifat-sifat atau ciri-ciri yang
dapat digolongkan kepada binatang haram, maka
binatang itu halal dimakan.

Ll ol s cala I8 8 JaY) (Pokok yang asli
pada setiap kejadian penetapannya menurut masa
yang terdekat dengan kejadiannya). Misalnya:
Seseorang berwudhu dengan air yang diambil dari
sumur. Beberapa hari kemudian diketahuinya bahwa
di dalam sumur tersebut ada bangkai, sehingga
menimbulkan keragu-raguannya perihal wudhu dan
sembahyang yang dikerjakan beberapa hari lalu.
Dalam hal ini ia tidak wajib mnggadha shalat yang
sudah dikerjakannya. Karena masa yang terdekat
sejak dari kejadian diketahuinya bangkai itulah yang
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dijadikan titik tolak untuk penetapan kenajisan air

sumur yang mengakibatkan tidak sahnya shalat
f. Aaasl sl 8 J ¥ (Pokok yang asli dalam

pembicaraan adalah yang hakiki). Misalnya,
Seseorang mewagafkan harta miliknya kepada anak-
anaknya. Maka jika terjadi gugatan dari cucu-
cucunya untuk menuntut bagian, maka gugatan itu
tidak digubris. Karena menurut arti hakikat
perkataan anak itu adalah hanya terbatas kepada
anak kandung yang dilahirkan secara langsung oleh
orang yang berwaqaf.

Jadi maksud qaidah itu ialah apabila seseorang
telah meyakini terhadap suatu perkara, maka yang telah
diyakini itu tidak dapat dihilangkan dengan keragu-
raguan.

3. Penerapan Qaidah dalam bidang muamalah :

2L 5 Y Gl

Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan
keraguan

a. Jika seseorang membeli mobil, kemudian ia

mengatakan, bahwa mobil yang dibelinya itu

cacat dan ia ingin mengembalikannya, lalu

penjual menolak ucapan pembeli yang mengata
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kan adanya cacat itu, maka si pembeli tidak boleh
mengembalikannya, karena pada asalnya mobil
itu yakin dalam keadaan baik. Cacat tidak boleh
ditetapkan dengan adanya keraguan, sebab yang
yakin tidak boleh dihapuskan oleh keraguan.

. Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli,
kemudian salah seorang mensyaratkan sendiri
khiyar dalam akad, ia berkeinginan membatalkan
transaksi jual beli itu dan mengembalikan barang,
sementara penjual menyanggah adanya syarat itu,
maka perkataan yang dipercaya adalah perkataan
sipenjual disertai sumpahnya, karena syarat
tersebut suatu hal kejadiannya belakangan.
Karena pada dasarnya dalam akad adalah bebas
dari syarat-syarat tambahan, maka tidak adanya
syarat tambahan, itulah yang yakin.

. Apabila seseorang berhutang mengatakan kepada
orang yang punya piutang, bahwa ia telah
membayar hutangnya, sedangkan orang yang
punya piutang mengingkarinya, maka perkataan
yang diperpegangi adalah perkataan piutang yang
mengingkari pembayaran itu. Karena yang
diyakini adalah belum bayarnya orang yang
berhutang, terkecuali orang yang berhutang itu
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dapat membuktikan bahwa ia sudah bayar
hutangnya, seperti ada alat bukti pembayaran.
Karena hak orang yang punya piutang itu
diyakini.

. Seseorang memakan makanan orang lain, ia
mengatakan pemiliknya telah mengizinkannya,
pada hal pemilik makanan tersebut tidak
mengizinkannya. Dalam  kasus ini  yang
dibenarkan adalah pemilik makanan, sebab
menurut hukum pokok makanan orang lain itu
tidak boleh di makan.

Seorang yang menjalankan modal melaporkan
tentang perkembangannya kepada pemilik modal,
sudah mendapatkan keuntungan tetapi sedikit,
maka laporannya itu dibenarkan. Karena dari awal
adanya ikatan mudharabah memang belum
diperoleh laba dan keadaan ini yang sudah nyata,
sedangkan keuntungan yang diharap-harapkan itu
hal yang belum terjadi (belum ada).
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Qaidah

Canfl) LIRS AT

Kesulitan menyebabkan kemudahan.

1. Dasar Qaidah dari Al-Qur’an
a. Qur’an surah al-Bagarah ayat 185 :
Sl 2 48 Y5 5 R 0 &4
Allah  SWT. menghendaki kemudahan
bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu.
b. Qur’an surah al-Bagarah ayat 286:

Lexis g ‘ﬂ\ Lo £l L_dS.a Y
Allah  SWT. tidak membebanl seseorang

melainkan sesuai dengan kemampuannya
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Allah  hendak memberikan  keringanan
kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat
lemah.
d. Qur’an surah al-Maidah ayat 6:
zOR e plile JRddal 4k
Allah tidak hendak menyulitkan kamu,..
e. Qur’an surah al-A’raf ayat 157:
sedle CS Al OBV 5 28 ) 26ie alais
dan Allah membuang dari mereka beban-
beban dan belenggu-belenggu yang ada pada
mereka.
f.  Qur’an surah al-Hajj ayat 78:

TA G ol G il Oas G5
dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk
kamu dalam agama suatu kesempitan.

2. Dasar Qaidah dari Hadis Rasulullah SAW, antara
lain:
a. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi
Hurairah r.a.:
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63_3_“9 &_33]\
Agama itu mudah
b. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas
ra..
O 5088 W5 1555 o) sH%ad Y5 1550
Mudahkanlah dan jangan mempersulit,
gembirakanlah dan jangan menakuti.

Ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW.
yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa Islam
selalu menginginkan kemudahan bagi manusia. Semua
hukum yang ada di dalam ajaran Islam tidak melampaui
batas kemampuan manusia Yyang bersifat lemah.
Berdasarkan ayat dan hadis tersebut para ulama
membentuk qaidah tersebut.

Al-Masyaqgah («2:4l)) secara etimologi adalah at-
ta’ab yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan
kesukaran. Seperti terdapat dalam Quran Surah An-Nahl
ayat 7: )

a1 B ) 4l 15 &0 A o ) KT 5
Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri
yang kamu tidak sampai ke tempat tersebut kecuali
dengan susah

83 Muhammad Futh al-Humaidy, Op.cit. juz 3, h. 183
81
% Ibid, juz 2, 450.

83



Sedangkan al-Taysir (Uwll) secara etimologis
berarti kemudahan, seperti di dalam hadis Nabi SAW.
diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan:

65 3_._.9 &_33]\
Agama itu mudah.

Yusrun lawan dari kata ‘usyrun. Jadi makna gaidah
tersebut adalah  kesulitan  menyebabkan adanya
kemudahan. Maksudnya adalah hukum-hukum syari’ah
didasarkan  atas  kenyamanan, keringanan  dan
menghilangkan kesulitan. Hukum-hukum yang dalam
penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi
mukallaf (subjek hukum), maka syariah meringankannya
agar mukallaf dapat melaksanakan hukum tersebut tanpa
kesulitan dan kesukaran. Maksudnya adalah kelonggaran
atau keringanan hukum yang disebabkan oleh adanya
kesukaran sebagai pengecualian dari pada gaidah hukum.
Dan yang dimaksud kesukaran ialah yang di dalamnya
mengandung unsur-unsur keterpaksaan,

Dalam hukum Islam, Ada hukum azimah dan ada
hukum rukhsah.Hukum dalam bentuk azimah yaitu:

i) B LAY e g i L

Hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dalam

bentuk hukum-hukum umum.

% Ibid. juz 3, h. 183.
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Hukum azimah adalah hukum yang berlaku secara
umum kepada semua mukallaf tanpa adanya kesulitan.
Adapun Hukum rukhsah : )

_ Jm S DA e Eutil 2420

Hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil

menyalahi dalil yang ada karena adanya uzur.

Hukum rukhsah adalah hukum tentang keringanan
yang dilakukan oleh karena adanya kesulitan.

Faktor Penyebab adanya Rukhshah adalah,
karena:

a. Dharurat (keterpaksaan) seperti orang yang
keadaannya sangat lapar apabila ia tidak makan
dikhawatirkan akan mati, sementara yang ada di
hadapannya hanya makanan yang haram dimakan,
maka ia boleh makan makanan yang haram ituuntuk
menjaga jiwanya.

b. Hajat menghilangkan masyaqqgah (kesukaran).

Al-Masyaqgah itu sendiri bersifat individual.
Maksudnya, bagi seseorang mungkin masyaqgah tetapi
bagi orang lain tidak merasa masyaqgah. tetapi ada
standar umum yang sesungguhnya bukan masyagqgah dan
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karenanya tidak menyebabkan keringanan di dalam
pelaksanaan ibadah, seperti merasa berat berwudhu pada
masa musim dingin, atau merasa berat berpuasa pada
masa musim panas, atau juga merasa berat bagi terpidana
dalam menjalankan hukuman. Masyaqgah semacam ini
tidak menyebabkan keringanan di dalam ibadah dan
dalam ketaatan kepada Allah SWT. Sebab, apabila
dibolehkan keringanan dalam masyaqgah tersebut
menyebabkan hilangnya kemaslahatan ibadah dan
ketaatan dan menyebabkan lalainya manusia dalam
melaksanakan ibadah.

Qaidah tersebut mencakup semua keadaan yang
memerlukan suatu ketetapan hukum dari hukum
pokoknya, agar pemenuhan kewajiban dapat terlaksana
dalam kapasitas seorang manusia secara normal.

Qaidah tersebut dapat diterapkan pada semua
ketetapan hukum setidaknya pada tujuh kondisi, yaitu:

a. Sedang dalam perjalanan (al-safar). Misalnya, boleh
gasar shalat, buka puasa, dan meninggalkan shalat
Jumat.

b. Keadaan sakit. Misalnya, boleh tayamum ketika sulit
memakai air, shalat fardhu sambil duduk, berbuka
puasa bulan Ramadhan dengan kewajiban gadha
setelah sehat, wanita yang sedang menstruasi.
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C.

Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada
kelangsungan hidupnya. Setiap akad yang dilakukan
dalam keadaan terpaksa maka akad tersebut tidak sah
seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, karena
bertentangan dengan prinsip ridha (rela), merusak
atau menghancurkan barang orang lain karena
dipaksa.

Lupa (al-nisyan). Misalnya, seseorang lupa makan
dan minum pada waktu puasa, lupa membayar utang
tidak diberi sanksi, tetapi bukan pura-pura lupa.
Ketidaktahuan (al-jahl). Misalnya, orang yang baru
masuk Islam karena tidak tahu, kemudian makan
makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai
sanksi. Seorang wakil tidak tahu bahwa yang
mewakilkan kepadanya dalam keadaan dilarang
bertindak hukum, misalnya pailit, maka tindakan
hukum si wakil adalah sah sampai dia tahu bahwa
yang mewakilkan kepadanya dalam keadaan mahjur
‘alaih (dilarang melakukan tindakan hukum oleh
hakim). Dalam contoh ini ada gaidah lain bahwa
ketidaktahuan tentang hukum tidak bisa diterima di
negeri Muslim, dalam arti kemungkinan untuk tahu
telah ada. "Tidak diterima di negeri Muslim alasan
tidak tahu tentang hukum Islam™
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f. Kesulitan Umum (Umum al-Balwa), Misalnya
kebolehan Bay al-salam (uangnya dahulu, barangnya
belum ada). Kebolehan dokter melihat kepada bukan
mahramnya demi untuk mengobati sekadar yang
dibutuhkan dalam pengobatan. Percikan air dari
tanah yang mengenai sarung untuk shalat.

g. Kekurangmampuan bertindak hukum (al-nagsh).
Misalnya, anak kecil, orang gila, orang dalam
keadaan mabuk. Dalam ilmu hukum, vyang
berhubungan dengan pelaku ini disebut unsur
pemaaf, termasuk di dalamnya keadaan terpaksa atau
dipaksa.

Para ulama membagi masyaggah menjadi tiga
tingkatan, yaitu:

a. al-Masyaqgah al-'Azhimmah (kesulitan yang sangat
berat), seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa
dan/atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa
dan/atau anggota badan menyebabkan kita tidak bisa
melaksanakan ibadah dengan sempurna. Masyaqgah
semacam ini membawa keringanan.

b. al-Masyaqgah al-Mutawasithah (kesulitan yang
pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat
ringan).  Masyaqgah ~ semacam  ini  harus
dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada
masyaqqgah yang sangat berat, maka ada kemudahan
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c. di situ. Apabila lebih dekat kepada masyaqgah yang

ringan, maka tidak ada kemudahan di situ. Inilah
yang penulis maksud bahwa masyaqqgah itu bersifat
individual.
al-Masyaqgah al-Khafifah (kesulitan yang ringan),
seperti terasa lapar waktu puasa, terasa letih waktu
tawaf dan sai, terasa pusing waktu rukuk dan sujud,
dan lain sebagainya. Masyaggah semacam ini bisa
ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar
(tabah) dalam melaksanakan ibadah. Alasan-nya,
kemaslahatan dunia dan akhirat yang tercermin
dalam ibadah tersebut lebih utama daripada
masyaqgqah yang ringan ini.

Adapun rukhsah (kemudahan) karena adanya

masyaqgqah ada tujuh macam, yaitu:

a.

Takhfif isgath, yaitu keringanan dalam bentuk
penghapusan seperti tidak shalat bagi wanita yang
sedang menstruasi atau nifas. Tidak wajib haji bagi
yang tidak mampu (Istitha’ah).

Takhfif tanqish, yaitu keringanan berupa
pengurangan, seperti shalat Qashar dua rakaat yang
asalnya empat rakaat.

Takhfif ibdal, yaitu keringanan yang berupa
penggantian, sepertu wudhu dan/atau mandi wajib
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diganti tayamum, atau berdiri waktu shalat wajib
diganti dengan duduk karena sakit
Takhfif taqdim, yaitu keringanan dengan cara di
dahulukan, seperti mendirikan shalat dengan jama’
taqdim mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum
haul (batas waktu satu tahun);  mendahulukan
mengeluarkan zakat fithrah di bulan Ramadhan;
jama’ taqdim bagi yang sedang bepergian yang
menimbulkan masyaqqgah dalam perjalanannya
Takhfif  ta’khir, yaitu Kkeringanan dengan cara
diakhirkan, seperti; bayar puasa Ramadhan bagi
yang sakit, melakukan shalat jama’ ta’khir bagi
orang yang melakukan perjalanan  karena
mendatangkan masyaqgah dalam perjalanannya.
Takhfif tarkhis, yaitu keringanan karena rukhsah,
seperti makan dan minum yang diharamkan dalam
keadaan terpaksa, sebab bila tidak, bisa membawa
kematian.
Takhfif taghyir, yaitu keringanan dalam bentuk
berubahnya cara yang dilakukan, seperti shalat pada
waktu khauf (kekhawatiran), misalnya pada waktu
perang.

Adapun hajat yang menerapkan keringanan

terhadap hukum pokok. Maka hajat itu terdiri dari
dua jenis, hajat ‘ammah dan hajah khashshah. Hajat
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Khashshah adalah kebutuhan yang dihadapi komunitas
tertentu atau orang dari profesi tertentu, seperti
kebutuhan yang dihadapi oleh penduduk Bukharah untuk
memperoleh pinjaman lewat penjualan tebusan.

Al-Syatibi mendefinisikan hajat sebagai suatu
kepentingan yang kalau dipenuhi akan menghilangkan
kesusahan dan kesulitan, dan kalau tidak dipenuhi akan
membuat hilangnya tujuan-tujuan yang dimaksud. Jadi,
jika jenis kepentingan ini tidak dipenuhi, maka segala
sesuatu yang terkait dengan aturan-aturan syariah pada
umumnya akan mengalami kesulitan, tapi hal ini tidak
dianggap sebagai suatu penyebab kekacauan yang
diprediksi sebagai hasil dari tidak terpenuhinya
kepentingan yang esensi ini.

Dalam kesulitan (4-i4ll) Rukhsah-rukhsah itu
tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan (¥ =)
—=alzxall LLs, Misalnya: Orang yang bepergian untuk
mencuri atau merampok, sekalipun jarak perjalanannya
itu sudah memenuhi syarat musafir sehingga
diperkenankannya untuk  boleh  tidak  berpuasa
Ramadhan, maka tidaklah diperkenankan untuk
mempergunakan keringanan dalam bepergian. Rukhsah-
rukhsah itu tidak dapat disangkutpautkan dengan
keraguan (<l LY sas i) Misalnya, apabila sese
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orang ragu-ragu apakah bepergian itu telah memenuhi
syarat untuk menggashar shalat atau belum, maka ia
harus menjalankan shalat yang sempurna, tidak boleh
menggasharnya , sebab menurut pokok-nya ia harus
menyempurnakan shalat, sedangkan gashar shalat itu
dibolehkan apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.

Pada hal syarat-syaratnya itu diragukan.

Adapun mengatasi Masyaqgah (kesukaran) dalam
bidang muamalah, harus diperhatikan:

a. s aseallUmum al-Balwa (kesukaran umum yang
tidak dapat dihindarkan). Misalnya bay al-salam
(uangnya dulu, barangnya belum ada). Kebolehan
muamalat ini karena ia diperlukan.

b. Jull LV Sl eVl 535 13 (Apabila yang asli sukar
dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya).
Misalnya sesorang meminjam suatu benda,
kemudian benda itu rusak atau hilang (misalnya
buku), sehingga tidak mungkin dikemblikan kepada
pemiliknya, maka ia wajib menggantinya dengan
buku yang sama baik judul, penerbit maupun
cetakannya, atau diganti dengan harga buku tersebut
dengan harga di pasaran.

c. Jaw S Jue)adly (Apabila  kesukaran
mengamalkan suatu perkataan,maka perkataan
tersebut ditinggalkan).
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Misalnya seseorang menuntut warisan dan mengaku
bahwa dia adalah anak dari orang yang meniggal,
kemudian setelah diteliti dari akta kelahirannya,
ternyata dia lebih tua dari orang yang meninggal,
yang diakui sebagai ayahnya. Maka perkataan orang
tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui
perkataannya

el 8 SN Y L el & S8 (Bisa dimaafkan pada
kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada
permulaannya).Misalnya, orang yang menyewa
rumah diharuskan membayar uang muka oleh
pemilik rumah. Apabila sudah habis pada waktu
penyewaan dan dia ingin melanjutkan sewanya,
maka dia tidak perlu membayar uang muka lagi.
Demikian pula halnya, untuk memperpanjang izin
perusahaan, maka tidak diperlukan lagi persyaratan-
persyaratan yang lengkap seperti halnya sewaktu
mengurus izin pertama.

C e B ED Y L oI5 8 580 (Dapat dimaafkan
pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada
yang lainnya). Misalnya, penjual boleh menjual
kembali karung bekas tempat beras, karena karung
mengikuti kepada beras yang dijual. Demikian pula
boleh mewakafkan kebun yang sudah rusak
tanamamnya, karena tanaman mengiktuti tanah yang
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diwakafkan. )

£ el U el d8esl M8 13 (pabila suatu kata sulit
diartikan dengan arti yang yang sesungguhnya,
maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti
majaznya).Misalnya, seseorang berkata “Saya
wakafkan tanah saya ini kepada anak kyai Ahmad”.

Padahal semua tahu anak kyai tersebut telah lama

meninggal, yang ada adalah cucunya. Maka dalam

hal ini, kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata
kiasannya bukan arti sesungguhnya. Sebab tidak
mungkin mewakafkan harta kepada orang yang
sudah meninggal.

3. Penerapan Qaidah dalam bidang muamalah:

Kesulitan menyebabkan kemudahan.

a. Dibolehkan hanya melihat apa yang mungkin
dapat dilihat, seperti menjual apa yang ada
dalam kaleng/botol, apa yang dimakan ada di
dalamnya dan lain-lain. Maka pendapat yang
benar adalah dibolehkan jual beli seperti itu
disertai adanya gharar yasir (ketidakjelasan yang
ringan (sedikit), karena jual beli ini membawa
maslahat bagi manusia.Berkenaandengan makan

94



an yang ada dalam kaleng atau botol jika dibuka
tutup kalengnya, atau tutup botolnya, tentu
makanan atau minuman yang ada di dalamnya
akan menjadi rusak. Untuk kemaslahatan agar
makanan itu tidak rusak, maka dibolehkan (sah)
jual beli hanya melihat apa yang dapat dilihat,
yaitu yang di luarnya saja, dengan tulisan, label
dan lain-lain, dengan tidak melihat langsung
makanan atau minuman itu.

. Kontrak Istisna’. Dalam kontrak ini, seorang
produsen setuju untuk memproduksi produk
tertentu dengan Karakteristik tertentu yang
disepakati  sebelumnya. Dengan istisna’,
seseorang dapat menghubungi seorang pembuat
sepatu dengan kesepakatan harga tertentu.
Kontrak ini sama seperti Salam, yaitu membeli
barang yang belum tidak ada keberadaanya.
Namun objek istisna’ pada umumnya adalah
barang-barang yang dideskripsikan oleh klien.
Barang tempahan ini biasanya tidak tersedia di
pasar. Kontrak istisna’ mengikat pihak-pihak
yang terlibat jika syarat-syarat tertentu dipenubhi,
termasuk spesifikasi jenis, bentuk, kualitas dan
kuantitas barang harus diketahui, jika diperlukan
maka waktu pengiriman harus ditentukan. Jika
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C.

barang yang yang diterima tidak sesuai dengan
permintaan maka konsumen memiliki hak untuk
menerima atau menolak barang tersebut. Karena
sifatnya yang mengikat, maka pihak-pihak yang
terlibat dalam kontrak terlibat dalam kontrak
terikat dengan semua  kewajiban  dan
konsekuensi yang timbul dari kesepakatan
mereka. Dengan kata lain, pihak-pihak yang
terlibat tidak perlu memperbaharui ijab-kabul
setelah barang itu selesai. Inilah perbedaannya
dengan kontrak murabahah kepada pemesan
pembelian, yang menghendaki tanda tangan
kontrak jual-beli melalui ijab Kabul yang baru
oleh  pihak-pihak yang terlibat ketika
kepemilikan barang yang akan dijual diambil
oleh institusi.

Bay’ bil Wafa’ (jual beli dengan tebusan).
Mustafa Zarga mengklaim bahwa semua ulama
mazhab Hanafi sejak abad ke-6 Hijriah
menyetujui keabsahan Bay’ bil wafa. Bay’ bil
Wafa’ merupakan suatu jual beli barang dengan
hutang pada kreditur dengan syarat kapan saja si
penjual (yang menjadi peminjam uang dalam
transaksi ini) membayar harga barang atau
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membayar hutangnya, maka si  pembeli
berkewajiban mengembalikan barangnya
itukepada  pemilik  barang.lbnu  Abidin
mengilustrasikan kontrak ini sebagai berikut:
“Saya jual barang ini kepada Anda utang yang
saya dengan syarat kapan saja saya bayar utang
itu, barang itu harus kembali ke tangan
saya.Mazhab hanafi membolehkan kontrak ini
berpatokan pada prinsip bahwakebutuhan umum
diperlakukan sebagai darurat dalam
meringankan suatu hukum ashl. Mazhab lainnya
tidak mengakui keabsahan kontrak ini karena
memberi celah hukum bagi si pemberi pinjaman
untuk mengambil manfaat dari barang yang
dijaminkan.

Kafalah bil-dark. Ketentuan Syariah lainnya
yang didasarkan pada kebutuhan Kafalah bil
dark. Itu merupakan jaminan dari penjual,
bahwa dia akan mengembalikan harga barang
jika barang itu diambil alih oleh orang lain.
Misalnya, seseorang membeli suatu barang dan
meminta agar penjualnya menjamin
pengembalian harga barang itu jika ada orang
lain yang mengklaim sebagai pemilik barang itu,
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dan sebagai konsekuensinya orang tersebut
mengambil barangnya dari si pembeli

Penggantian harta wakaf. Prinsip umum dari
harta wakaf adalah tidak dapat dijual,
dihadiahkan, ataupun diganti, namun dalam
kasus jika harta wakaf telah kehilangan
manfaatnya dan bahkan menyusahkan penerima
wakaf karena harta itu tidak memiliki sumber
ekonomi  untuk  merevitalisasi  ataupun
merahibilitasinya. Dalam kasus tersebut, ulama
mazhab Hanafi atas dasar kebutuhan dan
maslahat, membolehkan penjualan harta wakaf
itu sesuai harga pasar dan membeli lahan lain
yang lebih bernilai untuk tujuan wakaf.
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Qaidah

I3l

Kemudharatan dihilangkan
Dasar Qaidah
1. Dasar al-Qur’an:
a. Qur’an surah al-Bagarah ayat 60:

Cunis G DY) A T35 Y5
dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi
dengan berbuat kerusakan.

b. Qur’an surah al-A’raf ayat 56:
leaDla) 345 o)V B T5dudi Y
Dan janganlah kamu membuat kerusakan
di bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya
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C. Qur’an surah al-Qashash ayat 77:
Cpamtdl) Snd ¥ @ &) V) 3 L &5 Y
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berbuat kerusakan.
d. Al-Qur’an surah al-Bagarah ayat 231:
58 Gl Oy G 15580 ) e A R 95
i i
Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi
kemudharatan, karena dengan demikian kamu
menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat
demikian, maka sungguh ia telah berbuat
zalim terhadap dirinya sendiri.
2. Dasar Qaidah dari Hadis Rasulullah SAW.:
Hadis Rasulullah SAW. riwayat dari Ahmad bin
Hanbal dari Ibnu Abbas:
) pa ¥y Jpay
Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh
(pula) saling membahayakan (merugikan)
Para ulama menganggap hadis di atas sebagai
jawami’ al-kalim, kemudian hadis tersebut dijadikan
sebagai gaidah fighiyyah asasiyyah.

6 Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, Muassasah al-Risalah,
1999, h. 438
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Mudharat secara etimologi adalah berasal dari
kalimat "al-Dharar" yang berarti sesuatu yang turun
tanpa ada yang dapat menahannya. Al-dharar (L=l )
adalah membahayakan orang lain secara mutlak,
sedangkan al-dhirar (Ll=!' ) adalah membahayakan
orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Dalam al-
Qur’an ayat-ayat yang mengandung kata yang berakar
dari L. Ayat-ayat itu seluruhnya menyuruh
mengusahakan kebaikan dan melarang tindakan
merugikan; keharusan mengikuti ajakan perbaikan
hubungan (z3>b<! ) suami isteri (QS. al-Bagarah ayat
228), larangan merujuki isteri dengan maksud yang tidak
baik (L'<) (QS. al-Bagarah ayat 231), larangan
membuat keputusanyang merugikan dalam pembagian
warisan (Ub=ae ¢ ) (QS. al-Nisa ayat 12), larangan saling
merugikan antar anggota rumah tangga suami, isteri dan
anak (LL=3Y) (QS. al-Bagarah ayat 233), dan larangan
menyusahkan isteri (o#sob=¥s ) (QS. al-An’am ayat
6).67

Sedangkan Dharar secara terminologi ada
beberapa pengertian diantaranya adalah Abu Bakar al-
Jashas, mengatakan makna Dharar adalah ketakutan
seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau
sebagian anggota badannya. Menurut al-Dardiri, Dharar

67 Al-Nadwi, Op.cit.h. 287-288.
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lalah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan
yang teramat sangat.

Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki,
Dharar ialah mengkhawatirkan diri dari kematian
berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan.
Menurut al-Suyuti, Dharar adalah posisi seseorang pada
sebuah batas, kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang
dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.®®

Sedangkan al-Nadwi mengutip pendaspat al-
Khusni mengatakan bahwa dhirar adalah  sebagai
perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tetapi
merugikan orang lain, sedangkan dharar adalah
perbuatan yang merugikan orang lain tetapi tidak
menguntungkan diri sendiri.®®

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat
diambil simpulan, bahwa Dharar adalah kesulitan yang
sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia
tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa,
nasab, harta serta kehormatan manusia.

Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu
karena dharar adalah untuk memenuhi penolakan
terhadap bahaya, bukan yang selain yang demikian itu.
Dalam kaitan ini Wahbah az-Zuhaily membagi

8 Al-Suyuthi, Op.Cit, h. 60.
6 Al-Nadwi, Loc.cit.
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kepentingan manusia akan sesuatu dengan lima

Klasifikasi, yaitu:

a. Dharar, vyaitu kepentingan manusia yang
diperbolenkan menggunakan sesuatu yang dilarang,
karena kepentingan itu menempati  puncak
kepentingan manusia, apabila tidak dilaksanakan
maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam
ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau
dilarang, seperti memakai pakaian sutra bagi laki-
laki yang telanjang, dan sebagainya.

b. Hajat, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang
apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau
mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak
menghalalkan yang haram. Misalnya seorang laki-
laki yang tidak mampu berpuasa maka
diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan
makanan haram.

c. Manfaat, vyaitu Kkepentingan manusia untuk
menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum
diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya
hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan
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makanan pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur,
lauk-pauk, dan sebagainya.

d. Zienah, yaitu kepentingan manusia yang terkait
dengan nilai-nilai estetika.

e. Fudhul, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar
utuk  berlebih-lebihan, yang  memungkinkan
mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi
semacam ini dikenakan hukum sadd al-dzariah,
yakni menutup jalan atau segala kemungkinan yang
mendatangkan mafsadah.

Contoh qaidah di atas adalah kebolehan
memakan bangkai bagi seseorang hanya sekadar dalam
ukuran untuk mempertahankan hidup, tidak boleh
melebihi.

Qaidah figh tersebut di atas mencakup banyak
masalah figh dan dapat dijadikan sebagai dalil dalam
menetapkan hukum, baik bidang ibadah, muamalat,
munakahat, maupun jinayat. Dalam masalah  hukum
muamalat, gaidah fighiyyah itu dapat dijadikan dalil
untuk mengembalikan barang yang dibeli karena ada
cacat dan memberlakukan khiyar dengan berbagai
macamnya dalam suatu transaksi jual beli karena terdapat
beberapa sifat yang tidak sesuai dengan yang telah
disepakati. Begitu pula dapat dijadikan sebagai dalil
untuk melarang mahjur alaih membelanjakan harta
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kekayaannya, membatasi melakukan tindakan hukum
bagi muflis (orang yang jatuh pailit), safih (orang dungu)
untuk  melakukan transaksi dan hak syuf’ah.
Pertimbangan utama diberlakukan ketentuan-ketentuan
itu untuk menghindarkan  semaksimal  mungkin
kemudharatan yang merugikan pihak-pihak yang terkait
dengan transaksi tersebut.

Selain itu, qaidah fighiyyah itu menjadi dalil pula
dalam menetapkan hukum masalah jinayah. Misalnya,
Islam menetapkan adanya hukum qishash, hudud,
kaffarat, mengganti rugi kerusakan, mengangkat para
penguasa  untuk  membasmi  pemberontak  dan
memberikan sanksi hukum terhadap pelaku kriminal.

Disamping itu, gaidah figh tersebut meliputi
persoalan hukum munakahah. Diantaranya, Islam
membolehkan perceraian dalam situasi dan kondisi
kehidupan rumah tangga yang tidak berjalan mulus dan
serasi, agar suami-istri tidak selalu berada dalam tekanan
batin, penderitaan dan tidak mungkin dapat mewujudkan
rumah tangga bahagia.™

Ada perbedaan antara masyaqgat (kesulitan)
dengan dharurat. Masyaqqat adalah suatu kesulitan yang
menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu,

0 Al-Suyuthi, Loc.Cit.
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apabila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan
eksistensi manusia. Sedangkan, dharurat adalah kesulitan
yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika
ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa,
nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya
masyaggat akan mendatangkan kemudahan atau
keringanan. Sedangkan dengan adanya dharurat akan
adanya penghapusan hukum.

Yang jelas, dengan keringanan masyaqgat dan
penghapusan  hukum  karena  mudharat  akan
mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia,
dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai
perbedaan.

Hajat sering diartikan dengan terjadinya suatu
kesulitan jika tidak terpenuhinya sesuatu adapun yang
disebut denga keadaan yang dlorury adalah keadaan
dimana ketika tidak dipenuhinya sesuatu maka akan bisa
terajdi kebinasaan atau kematian atas sesuatu lainnya.

Dengan melihat satu penjelasan diatas, kita bisa
melihat perbedaan yang paling mendasar dalam
membedakan antar keadaan yang dalam tahapan hajat
semata, atau keadaan yang sudah pada tahap dlarurat.
Adapun perbedaan yang paling mendasar adalah efek
yang timbul dari tidak terpenuhinya sesuatu. Jika efek
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yang timbul dari tidak terpenuhinya sesuatu tersebut
hanyalah kesulitan semata, maka keadaan yang demikian
baru menempati tahapan hajat semata. Akan tetapi ketika
tidak terpenuhuinya sesuatu itu bisa memjadikan binasa
atau bahkan kematian, maka keadaan tersebut sudah
mencapai pada keadaan yang dharurat yang kemudian
boleh berlaku hukum yang agak longgar.

Menurut wahbah Zuhaily’* perbedaan antara
hajat dan mudharat selain yang tersebut diatas adalah:

a. Dlarurat lebih berat keadaanya, sedang hajat hanya
sekedar kebutuhan

b. hukum dlarurat dalam mengecualikan terhadap
hukum yang sudah ditetapkan walaupun terbatas
waktu dan kadarnya, misalnya wajib menjadi mubah,
haram menjadi mubah. Sedangkan hukum hajat tidak
dapat mengubah hukum nash yang jelas.

Dengan demikian, tidak semua keadan yang
menjadikan sempit itu bisa berlaku hukum yang agak
longgar. Hal ini tergantung kepada akibat yang timbul
dari tidak terpenuhinya suatu kesulitan tersebut. Oleh
karena itu, pada dasarnya meskipun antara hajat dan
dharurat adalah hal yang bebeda akan tetapi keduanya

I Wahbah al-Zuhaily Nadhriyyah adl Adloruurah as
Syar’iyyah, Beirut, Muassasah Risalah 1982 h. 273
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tetap bisa mendapatkan keringanan baik hajat tersebut
berlaku umum atau berlaku khusus tertentu bagi
seseorang saja. Berkaitan dengan hajat, baik hajat al-
ammah maupun al-khashshah. Hajat al-ammah artinya
adalah ketika semua orang membutuhkan hal tersebut
dan hal tersebut terkait dengan pokok kemaslahatan
umat, seperti hajat kepada hal-hal perdagangan, politik,
keadilan, dan lain-lain. Sedangkan yang disebut dengan
hajat al khashshah adalah ketika yang membutuhkan
adalah hanya seseorang atau sekelompok orang saja
seperti sekelompok penduduk disuatu desa. Sehingga
dapat  dikatakan = bahwa  keringanan  tersebut
diperbolehkan karena  kebutuhan sebagaimana
keringanan tersebut diperbolehkan atas keadaan yang
dharurat. Karena meskipun berbeda tapi keadaan hajat
dan dharurat hampir sama dalam hal adanya kesulitan.
Meskipun demikian, jumhur ulama sepakat
bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sutu
hajat untuk bisa mendapatkan keringanan dan berlaku
hukum longgar. Namun keringanan tersebut berbeda
dengan keringanan yang didapatakan oleh keadaan
dharurat yakni bisa mengecualikan hukum yang sudah
ditetapkan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah: .
a. la membutuhkan atas ketidakberlakuan hukum
pokok karena adanya kesulitan (haraj atau masya
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gat) yang tidak bisa terjadi. Hajat tersebut
membutuhkan adanya pemberlakuan atau penerapan
hukum yang agak longgar dikarenakan kesulitan
untuk melaksanakan sesuai dengan hukum Kketika
dalam keadaan biasa.

. Sesutu yang dihajati itu patut menggunakan hukum
istitsna”  (pengecualian) bagi individu menurut
kebiasaan. Sesuatu yang dianggap sebagai hajat
adalah sesuatu yang secara hukum kebiasaan patut
untuk menggunakan hukum istitsna” (pengecualian)
artinya hajat tersebut patut dikecualikan dari
pemberlakuan hukum dalam keadaan biasa karena ia
dalam keadaan sulit yang secara syara’ dibenarkan.
Hajat yang dihadapi merupakan hajat yang jelas
untuk satu tujuan bagi hukum syara’.

Syarat selanjutnya adalah hajat tersebut mempunyai
tujuan yang baik, tidak berupa hajat bermaksiyat dan
bukan pula hajat yang bertentangan dengan syari’at
Kedudukan hajat sama dengan dlarurat dalam aspek
penggunaan kadar yang dibutuhkan dengan telah
lepasnya keadaan yang mendesak, dalam artian hajat
maka keringanan pun sudah tidak berlaku lagi
sebagaimana ketika keadaan dlarurat tersebut sudah
tidak lagi mengancam jiwa manusia.
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Dengan ditetapkannya syarat-syarat yang telah
tersebut diatas, hal itu artinya bahwa hajat yang bisa
mendapatkan keringanan adalah hajat yang memenuhi
syarat-syarat diatas, dan keringanan itu tidak berlaku bagi
hajat yang tidak memenuhi syarat-syarat diatas.

Dengan demikain, dalam penerapan gqaidah
Lald ) cils dale 3 )9 pal) A 3ia J 55 Aalad) yang merupakan
turunan dari qaidah al-Masyaqgatu Tajlibu al-Taysiir
tidak semua hajat bisa mendapatkan keringanan, hanya
hajat yang memenuhi syarat-syarat tersebut diatas yang
bisa mendapatkan keringanan. Misalnya: Ketika suatu
transaksi jaul beli diharuskan dipenuhi syarat dan
rukunnya, baik mengenai penjual, pembeli, barang yang
dibeli, dan juga akadnya, namun untuk mempermudah
transaksi tersebut maka diperbolehkan akad salam
(pesanan) meskipun pada dasarnya akad salam (pesan)
adalah salah satu penyimpangan terhadap jual beli dan
tidak mengikuti hukum pokok. Akan tetapi karena hajat
dan selama hal tersebut tidak membawa kerugian bagi
kedua belah pihak maka hal itu dibolehkan. Pemerintah
menjalankan perencanaan pelebaran jalan besar untuk
mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas harus
membongkar beberapa rumah penduduk dan merusak

110



tanaman rakyat. Tindakan pemerintah ini dibolehkan oleh

syariat demi untuk kepentingan umum. Seseorang

perempuan membutuhkan satu-satunya dokter laki-laki
yang ahli mengobati penyakit yang terletak pada bagian
tubuhnya yang dilarang untuk dilihat, maka perbuatan itu
dibolehkan.

Memberlakukan Qaidah asasiyyah ini harus
memperhatikan gaidah bagiannya, yaitu:

a. &ipshidl Aid sl (Kemudharatan  dapat
menghalalkan sesuatu yang diharamkan menurut
syariat). Misalnya, orang yang dilanda kelaparan
diperkenankan makan binatang yang diharamkan
karena ketidak adaan makanan yang halal.

b. L&l U Yol (kemudharatan itu tidak dapat
dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan
yang lain). Oleh karena itu, orang yang dalam
keadaan terpaksa menghajatkan sekali kepada
makanan, maka tidak boleh makan makanan milik
orang lain yang ia juga sangat menghajatkannya.

C. el cla o adie aulidl ¢ 3 (Menolak kerusakan
(mafsadat) lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan). Oleh karena itu, apabila berjual beli
hukumnya sunnat, tetapi jika jual beli itu
mengandung aspek riba, maka jual beli itu menjadi
dilarang.
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d. Lgsdl &l 150 Ledkiel Gey) (i Gallsd 13
(Apabila dua buah kemudharatan saling berlawanan
maka haruslah dipelihara yang lebih berat
mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih
ringan dari padanya). Oleh karena itu, melaksanakan
hukuman gishash adalah tindakan yang merusak hak
asasi manusia. Tetapi kalau tindakan semacam itu
tidak dilakukan oleh penguasa maka kerusakan-
kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan mereka
akan lebih banyak. Oleh karena itu, agama
mengadakan hukuman qishash. Atau seseorang
memotong pohon milik orang lain adalah perbuatan
merusak, tetapi seandainya hal itu tidak
dilakukannya, maka pohon itu meliuk di jendela
rumahnya dan akan mengganggu bergantinya udara
dan cahaya matahari yang masuk kerumahnya yang
sangat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu,
memotong pohon milik orang lain  yang
mengganggunya dibolehkan.

e, Wil o) dadally Asllaall (m3ad 13 (Apabila
terjadi  perlawanan antara kemaslahatan dan
kemudharatan, maka harus diperhatikan mana yang
lebih kuat di antara keduanya). Oleh karena itu,
berbohong adalah sifat yang tercela lagi dosa dan
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diharamkan. Tetapi kalau berbohong itu dilakukan
dengan niat untuk mendamaikan suatu pertengkaran
antara seseorang kawannya atau antara suami isteri,
maka berbohong itu dibolehkan.

f. B [ 555000 Al (Sesuatu yang diperbolehkan
karena dharurat, harus diperkirakan menurut batasan
ukuran kebutuhan minimal). Melakukan yang haram
karena dharurat tidak boleh melampaui batas, tetapi
hanya sekedarnya. Oleh sebab itu, jika kemudharatan
atau keadaan yang memaksa tersebut sudah hilang,
maka hukum  kebolehan yang berdasarkan
kemudharatan menjadi hilang juga, artinya perbuatan
boleh kembali keasal semula, yaitu terlarang. Apa
saja kebolehannya karena ada alasan kuat (uzur),
maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh
hilangnya alasan.

3. Penerapan Qaidah dalam bidang muamalah : )
J\ )kl

Kemudharatan wajib dihilangkan
a. Mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran
adanya cacat dalam masa khiyar diperbolehkan.
Begitu pula larangan terhadap mahjur (orang yang
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dilarang membelanjakan harta kekayaannya),
muflis (yang jatuh pailit, yang safih (orang
dungu) untuk bertransaksi. Dasar pertimbangan
diberlakukan ketentuan tersebut untuk
menghindarkan sejauh mungkin bahaya yang
merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalam
transaksi tersebut.

. Jika seseorang meminjam uang dengan kadar

tertentu, kemudian uang tersebut tidak berlaku
lagi karena penggantian uang, atau yang lainnya,
maka menurut Abu Yusuf (w.182 H) orang
tersebut wajib mengembalikannya sesuai dengan
harga uang tersebut, yaitu pada hari akhir
berlakunya uang pinjaman tersebut.
Hakim berhak mencegah orang yang berutang
untuk bepergian (safar) atas permintaan yang
punya piutang sehingga ia menunjuk seorang
wakil yang mewakilinya dan tidak boleh ia
memberhentikan wakilnya selama ia dalam
bepergian, untuk menghilangkan mudharata
(bahaya) bagi yang punya piutang.’?

72 Syarif Hidayatullah, Op.cit. h. 60-61.
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Qaidah

2@ s, %
482 h 3alall

Adat kebiasan ditetapkan sebagai hukum

1. Dasar Qaidah Dari al-Qur’an :
a. Al-Qur’an pada surah al-Bagarah ayat 228:

Oele JRDU5 caghaall u@—ﬂc Lsﬂ‘ d-w u@JJ

//////

Dan para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara
yang maruf. Akan tetapi para suami
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada
isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.
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\a\ e&s:. CL\A S eSJY}\ [ ganca Jildi u‘ ?‘JJ‘ u\j
qu\ & Taade 5 2 a5 g haadly o \uemsu
“yeai ) slaad
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila
kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.
Al-Qur’an pada surah al-Nisa ayat 19
g mally G g hdle
Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
. Al- Qur an pada surah al-Maidah ayat 89:
L (-,Sq;\y oSl r,S.'La.a\ ‘_g }dll_a 5 eS.A;\}t Y
L.uj\ %) u.\SLuA o)us: e\;da\ MJ\ASﬂ UL‘"'N\ a.mc
A8 HAd 5l st sis 5l AT 6 sl
Allah tidak menghukum kamu disebabkan
sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk
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bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu
disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja,
maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah
memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu
dari makanan yang biasa kamu berikan kepada
keluargamu, atau memberi pakaian kepada
mereka atau memerdekakan seorang budak.
e. Al-Qur’an pada surah al-A’raf ayat 199:

Gl e G yel s canadly DAl il 14
Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang
mengerjakan yang ma'ruf (suatu kebiasaan
yang baik), serta berpalinglah daripada orang-
orang yang bodoh.

2. Dasar Qaidah dari Hadis Rasulullah SAW.:
a. Hadis riwayat dari banyak perawi Hadis antara
lain imam Bukhari ra.:
LTS A NERFPEE PP
Ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu
dengan cara yang ma’ruf (kebiasaan yang

baik).

b. Hadis riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a.:

3 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Beirut, Dar lbnu Katsir, juz
5, 1987, h. 2052.
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o) La g Cpun ) e ged Lia oy saliaall 6l W

T4 ot A die 58 Ui () salisall
Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin,
maka baik pula disisi Allah. Apa yang
dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka
tidak baik pula disisi Allah

Qaidah fighiyyah asasiyyah kelima tentang adat
atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah
yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu al-‘adat dan al-
.

‘Adat dan ‘urf keduanya berasal dari kata bahasa
arab dan sering dibicarakan dalam literatur figh. ‘Urf
secara etimologi berarti yang baik, dan juga berarti
pengulangan atau berulang-ulang. Adapun dalam tataran
terminologi, sebagian ulama ushul Figh memberi definisi
yang sama terhadap ‘adat dan 'urf.

Dalam penilaian al-Raghib kata ‘urf yang seakar
dengan Kkata ma’ruf merupakan nama bagi suatu
perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan agama. Makna
ini dapat ditemukan dalam diantaranya dalam Qur’an
surah al-lmran ayat 104. Kata ‘urf dan ma’ruf dalam
Qur’an dipandang sebagai bagian dari sikap ihsan.
Isyarat ini dapat ditemukan dalam Qur’an surah al-‘Araf

™ Al-Hakim, Al-Mustarak ‘ala Shahihain, Beirut, Dar al-
Kutub al-limiyyah, juz 3, 1990 h, 183
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ayatl99. Menurut Ibn al-Najar kata al-‘urf yang

terdapat dalam ayat ini meliputi segala sesuatu yang

disenangi oleh jiwa manusia dan sejalan dengan nilai-
nilai syariah.
Adat pengertian secara terminologi, yaitu:

*h&y&@h@b;ﬂbc&a\ﬁwu\ M)\uuodw\

75 (-_,\ ‘)[js U\S\ c\}u
Adat vyaitu segala apa yang telah dikenal
manusia, maka hal itu jadi suatu kebiasaan yang
berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa
perkataan ataupun perbuatan.
Sedangkan ‘urf, yaitu:

S da sl JB Ge adle 150G G 803 LA Gaall
‘Urf yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan
berlaku padanya, baik berupa perkataan,
perbuatan atau meningalkan sesuaitu.

Taqiyuddin Abu Baga’ Muhammad bin Ahmad
memberikan pengertlan urf, yaltu

77MM\DJ}YWUAJS.\]\MSJQLAJS

S Asymuni Abdurrahman, Qaidah Fighiyyah, Jakarta, Bulan
Bintang, 1976, h.88
76 |bid.
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Setiap apa yang dikenal kebanyakan manusia

akan tetapi tidak berdasarkan syariat.

Sebagian ulama ada yang membedakan antara
adat dengan ‘urf. Adat adalah suatu perbuatan atau
perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia
lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia
mau mengulanginya. Sedangkan ‘urf ialah sesuatu
perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu
ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan
dengan logika dan dapat diterima oleh watak
kemanusiaannya.

Al-Jurjani membedakan antara adat dan ‘urf.
Sesuatu yang disebut ‘wurf bukan semata karena dapat
diterima tabiat, tetapi juga harus sejalan dengan akal
manusia. Sementara sesuatu yang disebut adat bukan
semata-mata sejalan dengan akal sehat, tetapi juga telah
dipraktekkan manusia secara terus menerus sehingga
menjadi tradisi di kalangan mereka. Begitu pula Khalid

""Tagiyuddin Abu Baga’ Muhammad bin Ahmad, Syarah
al-Kawakib al- Munir, Maktabah al-Ubaikan, juz 4, 1997, h. 448.
Menurut Tagiyuddin pengertian yang dirumuskannya tersebut,
dapat dilihat pada Kitab Rarasail Ibnu Abidin juz 2 h. 114, al-
Muwafagat juz 2 h. 220, Asybah wa al-Nazhair Ibnu Nujaim h. 93,
al-asybah wa al-nazhair al-Suyuthi h. 89, llamu al-Muwaqgiin juz
2.h. 448.
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bin lbrahim dalam kitabnya Syarah manzhumah al-
gawaid al-fighiyyah membedakan bahwa adat lebih
umum dari ‘urf. Adat lebih umum dan berlaku
selamanya, sedangkan ‘urf berlaku lebih khusus dan
terbatas. Adat berlaku secara umum, sedangka ‘urf
khusus kepada suatu daerah.”®

Abu Zahrah membatasi ‘urf menyangkut
kebiasaan manusia dalam kegiatan muamalah mereka.
Muamalah yang dimaksud ulama ini sebagai bandingan
dari bagian hukum Islam yang lain, yaitu aspek ibadah.
Pembatasan ini tentu didasarkan pada pertimbangan
bahwa umumnya ‘urf terkait dengan kegiatan muamalah.
Sebab, masalah muamalah cukup banyak diatur dalan
bentuk prinsip-prinsip dasar dalam Qur’an dan Hadis
sehingga berpeluang dimasuki unsur ‘urf di mana umat
Islam berada. Sebaliknya, masalah ibadah yang sudah
dijelaskan secara rinci kecil kemungkinan dimasuki
unsur ‘urf setelah sumber hukum Islam, Qur’an dan
Hadis lengkap diturunkan.

Mushthafa Ahmad Zarga menyimpulkan, bahwa
‘urf bersumber dari adat kebanyakan kaum dalam bentuk
perkataan atau perbuatan. Adapun ‘urf dilakukan oleh
semua orang, tetapi cukup dilakukan oleh mayoritas

8 Khalid bin Ibrahim, Syarah manzhumah al-gawaid al-
fighiyyah, t.tp.t.th. juz 1, h. 53

121



kaum atau masyarakat. Dalam hal ini, ‘urf tidak hanya
cukup dalam bentuk perbuatan, dapat pula berupa
perkataan.

Makna adat dalam qaidah figh di atas meliputi
‘urf dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang bersifat
umum maupun khusus. gaidah ini mengisyaratkan adat
dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum
Islam ketika nash tidak ada. Adat atau ‘urf berbentuk
umum dapat berlaku dari masa sahabat hingga masa kini
yang diterima oleh para mujtahid dan mereka beramal
dengannya. Sementara ‘urf khusus hanya berlaku pada
lingkungan masyarakat tertentu yang terkait dengan ‘urf
itu.

Menurut al-Suyuthi, banyak sekali masalah
hukum Islam vyang didasarkan pada qaidah ini,
diantaranya penentuan usia haid, lama masa suci dan
haid, usia baligh, lama masa nifas, batasan sedikit najis
yang dapat dimaafkan, batasan berturut-turut (muwalat)
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dalam wudhu, jarak waktu ijab dan qgabul, jual
beli salam, jual beli mu’athah, merawat bumi yang tidak
bertuan (ihya’ al-mawat), masalah titipan, memanfaatkan
harta sewaan, masalah hidangan yang boleh dimakan
ketika bertamu, keterpeliharaan harta di tempat
penyimpanan dalam masalah pencurian, dan menerima
hadiah bagi hakim.

Dimasa Rasulullah Muhammad SAW. penduduk
Madinah pernah mencengkerami pada buah-buahan,
kemudian Rasulullah  Muhammad SAW. bersabda
barangsiapa yang mencngkerami pada buah-buahan,
maka cengkeramilah pada takaran tertentu, timbangan
tertentu dan waktu tertentu. Sebagaimana Hadis
Rasulullah dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim.

A e - G a8 06 gl T e i o) o2
RENTAPRtA] J‘-A-ﬂ‘ & Gaalld phs Al - alug ade
,e)l’-AUJJ} ,e)l’-f*d-‘suﬁmﬂ«sﬁu“‘w :Js8
79(5&»4 ds\ g,J\
Dari Ibnu Abbas ra. keduanya. berkata; ketika
Nabi Muhammad SAW. datang ke Madinah,

orang-orang pendudukMadinah mencengkerami
pada buah-buahan untuk waktu satu tahun atau

8 Al-Bukhari, Op.Cit., juz 2 h. 284.

123



dua tahun. Maka Nabi Muhammad SAW. bersabda:
Barangsiapa yang mencengkerami pada buah-
buahan, maka cengkeramilah pada takaran yang
tertentu, timbangan yang tertentu dan waktu yang
tertentu

Dikalangan  ulama  ushul  figh, = mereka

membicarakannya tentang macam-Macam adat. Adat
mendapat tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan
syarat-syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan
hukum-hukum syariat yang berlandaskan dalil atau
sumber hukum yang sah, baik Al-Qur’an maupun Sunnah
dan dalil lainnya, juga berlaku dan meluas dalam
masyarakat umumnya. Karena itu adat dibagi dua bagian,
yaitu:

a.

Adat yang shahih, vyaitu adat vyang tidak
bertentangan dengan hukum syariat. Adat yang
seperti ini harus dipelihara, terutama dalam
menetapkan terhadap suatu hokum, atau ketika
mempertimbangkan  suatu  keputusan  dalam
pengadilan. Karena adat yang sudah berlaku di
tengah-tengah masyarakat, merupakan tuntutan yang
sesuai dengan kemaslahatan mereka. Misalnya
mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan
perkawinan.
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Adat fasid, yaitu adat yang berlaku dalam suatu
sosial masyarakat yang senantiasa bertentangan
dengan ajaran syariat, Misalnya kebiasaan
mengadakan sesajin untuk sebuah patung atau suatu
tempat yang dipandang mulia, karena bertentangan
dengan akidah tauhid.

Adat apabila dipandang dari segi sifatnya, maka

dibagi kepada dua, yaitu:

a.

b.

Adat gawli (perkataan), yaitu adat yang berupa
perkataan, Misalnya panggilan “walad” untuk anak
laki-laki bukan anak perempuan.
Adat ‘amali perbuatan, yaitu adat berupa perbuatan.
Misalnya kebiasaan jual-beli dalam masyarakat
tanpa mengucapkan shighat akad yang lengkap
dalam jual beli, tetapi karena telah menjadi
kebiasaan dalam masyarakat tanpa akad jual-beli dan
tidak  terjadi kekacauan, maka  syarak
membolehkannya.

Adat apabila dipandang dari segi ruang

lingkupnya, maka dibagi kepada dua, yaitu:

a.

Adat 'aam, yaitu adat yang berlaku pada semua
tempat, masa dan keadaan. Misalnya memberi
hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya
kepada seseorang. Begitu pula mengucapkan terima
kasih kepada orang yang telah membantu.
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b. Adat khas, yaitu adat yang hanya berlaku pada
tempat, masa dan atau keadaan tertentu saja.
Misalnya mengadakan “halal bi halal” yang biasa
dilakukan oleh orang (masyarakat) Indonesia bagi
yang beragama Islam pada setiap selesai puasa
Ramadhan dan berlebaran. Sedangkan di negara lain
tidak merupakan kebiasaan.

Jumhur ulama menggunakan adat shahih
dijadikan sebagai dasar hujjah selama tidak bertentangan
dengan syariat. Imam Malik banyak menetapkan hukum
berdasar kepada praktik-praktik penduduk Madinah. Abu
Hanifah serta pengikutnya banyak menggunakan adat,
yaitu kebiasaan yang berlaku pada penduduk Kufah.
Begitu pula Imam Syafi’i banyak menggunakan adat,
oleh karena itu, setelah ia berada di Mesir pendapatnya
ada yang berubah dari pendapatnya terdahulu ketika ia
berada di Bagdad, yang dikenal dengan "gawl gadim dan
gawl jadid" . Oleh karena itu, ulama Hanafiyyah dan
Malikiyyah mengatakan, ketetapan berdasarkan adat
yang shahih sama dengan ketetapan berdasar dalil syar'i.
Demikian pula, al-Syarkhasi dalam kitabnya "al-
Mabsuth” berpendapat dalam hal tidak bertentangan
dengan nash, maka ketetapan berdasar adat sama dengan
ketetapan berdasar nash.®!

8 Abd al-Wahhab Khallaf, Op.cit; h 89-90.
81 Muhammad Abu Zahrah, Op.cit. h. 273.
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Adat itu tidak tetap, dan selalu mengalami
perubahan, tergantung pada zaman dan lingkungan
masyarakat yang saling berbeda pula. Oleh karena itu
suatu ketentuan hukum yang pada mulanya hukum itu
berdasar adat, maka bisa saja terjadi kemungkinan
mendapat peninjauan kembali, apabila keadaan menuntut
demikian. Seorang hakim atau mufti, sebaiknya mengerti
benar maslah adat yang berlaku dan tumbuh di tengah-
tengah masyarakat. Dengan demikian, terpelihara
kemaslahatan masyarakat di lingkungannya.

Para ulama menggunakan dalil adat sebagai
hujjah, apabila adat itu memenuhi syarat-syarat, yaitu:
Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur’an maupun
Sunnah. Apabila 'urf bertentangan dengan nash, maka
yang didahulukan adalah hukum yang diterangkan oleh
nash. Tidak menyebabkan kerusakan (mafsada) dan tidak
menghilangkan kemaslahatan termasuk tidak memberi
kesempitan dan kesulitan. Telah berlaku pada umumnya
kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa
dilakukan oleh beberapa orang Islam saja. Tidak berlaku
dalam masalah ibadah mahdhah.

Pada pembahasan gawaid fighiyyah, para ulama
tidak lagi membicarakan tentang pembagian adat atau
‘urf sebagaimana ulama ushul figh. Mereka membahas
adat ‘urf, berarti adat/’urf yang sahih. Karena dalam
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pnekanannya, jika ushul figh ditekankan kepada

kedudukannya sebagai hal atau kepantasan yang telah

secara luas di kenal di dalam masyarakat. Maka gawaid
fighiyyah penekanannya pada kebiasaan sebagai adat
kebiasaan yang selalu berulang-ulang. Oleh karena itu,
pembicaraan adat/urf dalam ushul figh membicarakan
tentang pembagian dan keabsahannya menurut
pandangan syar’i. Sedangkan adat dalam pembicaraan
gawaid fighiyyah adalah tenang Kkonsistensi yang
bagaimanakah yang dianggap sah untuk menjadi
pertimbangan hukum.

Memberlakukan gaidah-gaidah ighiyyah harus
pula memperhatikan gaidah baglannya yaitu:

a. cule 3 &ajhial 13 sl 5ES L) (Hanyasanya adat
dianggap sebagai dasar hukum adalah apabila telah
menjadi adat yang terus menerus atau lebih banyak
dilakukan.

b. Oally si& Catally (il (Menentukan dengan dasar
adat seperti menentukan dengan dasar nash).

C. 4y M\Y}ud&myjuﬂmtﬂ\mbju&
<a»l\(Setiapketentuan yang dikeluarkan oleh syarak
secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam
syarak dan dalam ketentuan bahasa dikembalikan
kepada adat). Misalnya, seseorang menjahitkan
pakaian kepada tukang jahit, maka siapakah yang
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membelikan benang, dikembalikan kepada kebiasaan
setempat.

d. Lol A3k O35 Y el 8 a5kl Saa)) (Adat kebiasaan
yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat
menduduki tempat syarat). Misalnya, jika menurut
adat yang berlaku setiap orang yang berutang ketika
mengembalikan utangnya dengan menambah sedikit
kelebihan, maka penambahan kelebihan tersebut
tidak dapat menduduki tempat persyaratan, sehingga
utang itu sendirimenjadi terlarang, karena berubah
menjadi riba nasiah.

3. Penerapan Qaidah dalam masalah muamalah:

A& B
Adat kebiasan ditetapkan sebagai hukum
a. Jual beli dianggap sah dengan setiap lafaz yang
biasa berlaku di kalangan manusia, atau yang
mereka telah ketahui dan sudah menjadi adat
kebiasaan mereka meskipun tidak dengan akad
ijab-kabul secara lisan. Karena itu apa yang
dipandang manusia sebagai jual beli, atau sewa
menyewa, atau hibah, maka dianggap sebagai jual
beli, atau sewa menyewa, atau hibah, karena
nama-nama ini tidak ada batasnya dalam bahasa
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dan syarak. Oleh karena itu, setiap nama yang
tidak ada batasannya (gayyid) dalam bahasa dan
syarak, maka dikembalikan batasannya kepada
adat kebiasaan.

. Cacat pada barang yang dibeli, adalah disesuaikan
dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan
masyarakat. Maka apa yang dipandang
masyarakat sebagai cacat, itu adalah cacat yang
karenannya barang itu dikembalikan, tetapi jika
itu tidak dipandang oleh masyarakat sebagai
cacat, maka barang yang dibeli tidak dapat
dikembalikan.®2
Bank  berhak dalam akad  murabahah
menambahkan biaya yang telah dikenal dan telah
biasa  dilakukan  oleh  para  pedagang
penambahannya pada harga, seperti biaya
penyimpanan (gudang), memelihara/menjaga,
mengangkut dan lain-lain.

8 Syarif Hidayatullah, Op.Cit. h. 67.
8 Ali Ahmad an-Nadwi, Op.Cit., h. 214.
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BAB Il
QAWAID FIQHIYYAH
MUAMALAH

Pengertian Muamalah

Pengertian muamalah secara etimologi, Kkata
muamalah berasal dari: alaes - Jals) -Jae  berarti saling
bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan.
Sedangkan pengertian secara terminologi muamalah
dapat dilihat sebagai muamalah secara luas dan
muamalah secara sempit.

Pengertian muamalah secara luas, al-Dimyati
memberikan rumusan:

Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab

suksesnya masalah ukhrawi.

Muhammad Yusuf Musa mengatakan muamalah
adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan

8 Al-Dimyati, I’anatuth Thalibin, Semarang, Toha Putra,
t.th. h2.
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ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga
kepentingan manusia.®®

Dari pengertian tersebut di atas, berarti muamalah
secara luas adalah segala peraturan yang diciptakan Allah
untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya
dalam hidup dan kehidupan di dunia (pergaulan sosisial)
mencapai suksesnya kehidupan dunia dan akhirat. Oleh
karena itu, Ibn Abidin memasukkan hukum kebendaan
(muawadhah Maliyah), hukum perkawinan (munakahat),
hukum acara (Muhasanat), pinjaman (‘ariyah), dan harta
peninggalan (tirkah). Tetapi apabila dilihat dari
muamalah secara sempit, maka hukum perkawinan diatur
tersendiri dalam bab figh munakahat, demikian pula harta
peninggalan (warisan) diatur tersendiri dalam figh pada
bab mawarits, dan hukum acara diatur dalam figh pada
bab murafaat.

Adapun muamalah dalam arti sempit, Hudhari
Bek memberikan rumusan pengertian yaitu:

86?@_;4 Jalig & 6_\3‘\ gj;ﬂ\ e EOLLA
Muamalah adalah semua akad yang membo-
lehkan manusia saling menukar manfaat.

8Abdul Madjid dalam Pokok-pokok Figh Muamalah dan
Hukum Kebendaan dalam Islam, Bandung, IAIN Sunan Gunung
Djati, 1986, h. 1
8Hendi Suhendi dalam Figh Muamalah, Jakarta, PT. Raja
Grafindo Persada, 2011, h. 2.
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Sedangkan ulama yang lain, Rasyid Ridha
memberikan pengertian, yaitu “muamalah adalah tukar
menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan
cara-cara yang telah ditentukan”.8’

Dari pengertian muamalah secara sempit, dapat
dipahami bahwa muamalah itu adalah aturan-aturan
Allah yang mengatur hubungan manusia dengan
sesamanya dalam kaitannya untuk memperoleh dan
mengembangkan harta benda.

Al-Fikri membagi muamalah secara sempit
kepada dua bagian, yaitu:

1. Al-Muamalah al-Madiyah yaitu muamalah bersifat
kebendaan, karena objek figh muamalah adalah harta
benda yang halal, yang haram dan yang syubhat
untuk diperjual belikan.

Hasbi al-Shiddieqy mengatakan yang dimaksud
dengan harta adalah “nama bagi selain manusia,
dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjual
belikan dan berharga”.8®

Oleh karena itu, pembahasan figh muamalah
meliputi: jual beli (al-bay’ al-tijarah), al-salm, rahn,
kafalah dan dhaman, pemindahan utang (hiwalah),
bangrut (taflis), batasan bertindak (al-hajru) syirkah,

87 Ibid.
8T .M. Hasbi al-Shiddieqy, Pengantar llmu Muamalah,
Jakarta, Bulan Bintang, 1984, h. 140.
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mudharabah, ijarah, ‘ariyah, wadhiah, lugathah,
muzara’ah, mukhabarah, ujrah al-amal, al-ji’alah,
pembagian kekayaan bersama ( al-gismah), hibah,
shulh.

2. Al-Muamalah al-Adabiyah. Masuk dalam bagian ini
adalah: saling meredhai dalam bermuamalah, tidak
ada keterpaksaan dari salah satu pihak, kejujuran,
penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu Yyang
bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya
dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat
yang  berhubungan  dengan  akhlak  dalam
bermuamalah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gawaid
fighiyyah muamalah, adalah gaidah fighiyyah yang
dhabith fighiyyah-nya berkaitan dengan bab figh
muamalah.
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Qaidah

1

BN RN RS A IR AN
By
L@.A.\)A.\ ulc ..... %008 st

Pada dasarnya semua muamalah boleh
dilakukan, terkecuali ada dalil yang
mengharamkannya.

Sumber Qaidah :
a. Dalil al-Qur’an :
1) Al-Qur’an surah al-Bagarah ayat 29:
Wiad 20V 8 B 30 5
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang
ada di bumi untuk kamu
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2) Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 87:



& Jal L el 150588 3 T Gl (@l g
Spdinall Sl VA ) TS Y

Hai orang-orang yang beriman, janganlah

kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah

Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang melampaui batas.

b. Hadis Rasulullah Saw.

1) Hadis rlwayat al-Baihagi dari Ubaid bin Amir r.a:
Y\d;\yu_,\ ?Lujucﬁ\‘slaa&.\\d}.u)du
QAAM\?‘);LA\}“?‘)A\ ‘XJMLJSQAAL\\ d;\l.a

89{_3{_;5
Rasulullah Saw.berkata: Bahwasanya aku tidak
menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dalam
kitab-Nya. Dan tidak mengharamkan kecuali apa
yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya.

2) Hadis riwayat Baihagi dari Abi Darda r.a:
\P}@seﬁujd)\;)@mhs‘_gm JaT G
0l ULsA\_uch Au\u.e\)l.\auml.c sed die C&L g

ool 145 A

8 Al-Baihagi, Sunan al-Kubra, Majlis Daerahal-Ma’arif al-
Nizhamiyah, juz 7, 1344,h. 75
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Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan
apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram
dan apa-apa yang didiamkan-Nya adalah
dimaafkan. Maka terimalah dari Allah
pemaafan-Nya. Sesungguhnya Allah itu tidak
melupakan sesuatu pun.
3) Hadis riwayat Muslim dari Anasra:

i il e o
Kamu lebih mengetahui tentang urusan
keduniaanmu.

Qaidah tersebut merupakan bagian dari Qaidah
asasiyyah yang berbunyi:  <lalb J) o ¥ oaadl (keyakinan
itu tidak dapat dihapus dengan keraguan) yang berlaku
kepada semua perbuatan muamalah.

Bentuk muamalah secara sempit adalah aktivitas-
aktivitas ekonomi, seperti jual beli, utang piutang, ijarah,
dan transaksi-transaksi lainnya.

Dengan berpegang pada gaidah fighiyyah tersebut
di atas, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk
melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. selama tidak
merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak
mengandung unsur-unsur yang dilarang.

% bid.,juz 10 h. 12
% Muslim, Shahih Muslim, Beirut, Dar al-Jail, juz 7, h. 95.
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Transaksi Terlarang

Hukum pokok ibadah menyatakan bahwa segala
sesuatu dilarang dikerjakan, kecuali ada petunjuk di
dalam al-Qur’an dan atau Sunnah untuk mengerjakannya.
Oleh karena itu, masalah-masalah ibadah tata caranya
telah diatur dengan terperinci, sehingga dilarang
melakukan penambahan dan/atau perubahan. Sedangkan
hukum pokok muamalat adalah bahwa segala perbuatan
muamalah dibolehkan, kecuali ada larangan dalam al-
Qur’an dan sunnah. Dengan demikian terdapat lapangan
yang luas dalam bidang muamalah.

Penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah
disebabkan karena faktor-faktor: (1) haram zatnya
(haram li-dzatuhi); (2) haram selain zatnya (haram i
ghairihi); dan (3) tidak sah atau tidak lengkap akadnya.
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Transaksi yang tergolong ke dalam transaksi yang
haram zatnya adalah transaksi dilarang karena objek
(barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan dilarang.
Misalnya bangkai (selain bangkai ikan dan belalang),
daging babi dan lainnya. Karena makanan itu adalah
haram dimakan, sebagaimana diterangkan dalam al-
Quran pada surah al-Maidah ayat 3:

Gaidly ) a Gal g s 20y 2l ) K Gk
Szt Ly HE L) R R Ly Al Al 4 A
L G K0 YL Tadils oy culall
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah
daging babi, (daging hewan) yang disembelih
atas nama selain Allah, yang tercekik, yang
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam
binatang buas, kecuali yang sempat kamu
menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga)
mengundi nasib dengan anak panah (mengundi
nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan...
Sedangkan transaksi yang tergolong ke dalam transaksi
yang haram selain zatnya yakni karena transaksi tersebut
melanggar prinsip “an taradhin minkum” yakni: Para
fukaha menerangkan secara umum faktor penyebab
muamalat yang diharamkan yaitu:

139



Faktor Pertama : kezhaliman.

Apabila praktik muamalat di dalamnya
mengandung kezhaliman terhadap salah satu pihak atau
pihak manapun, maka muamalah itu menjadi
diharamkan. Berdasarkan firman Allah pada surah an-
Nisa ayat 29:

ot 5183 08 Jf ) Jbdly S & BRE Y bl o 6y

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

saling memakan harta sesamamu dengan jalan

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...

Kezhaliman menafikan meniadakan sama suka
dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan
jalan yang batil.

Diantara jenis transaksi yang diharamkan karena
mengandung kezhaliman, yaitu;

1. Ghisysy atau tadlis, yaitu transaksi dengan cara
merahasiakan cacat barang atau dengan cara
menampilkan barang yang dipandang baik dan
menyelipkan diselanya barang yang rusak. Ghisysy
bisa dalam bentuk kuantitas, maupun dalam bentuk
kualitas.
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Contohnya dalam kuantitas adalah pedagang yang
mengurangi takaran (timbangan) barang yang
dijualnya. Dalam kualitas contohnya adalah penjual
yang menyembunyikan cacat barang Yyang
ditawarkannya.  Transaksi tersebut diharamkan
berdasarkan sabda Rasulullah SAW. :
e oull (58 (1
Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk
golonganku.
. Najsy (Rekayasa pasar dalam demand) vyaitu
merupakan penipuan terhadap pembeli. Hal ini
terjadi apabila seorang produsen atau pembeli
menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada
banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga
harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi,
misalnya dalam bursa saham, bursa valas dan lain-
lain. Cara yang ditempuh dapat bermacam-macam,
mulai dari menyebarkan isu, melakukan order
pembelian,  hingga  benar-benar  melakukan
pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar
untuk ramai-ramai membeli saham atau mata uang
atau barang tertentu. Jika harga telah naik hingga
level yang diinginkan, maka pelaku akan melakukan
aksi ambil untung dengan melepas kembali saham,
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mata uang atau barang yang sudah dibeli, sehingga ia
akan mendapatkan keuntungan yang besar. Rekayasa
pasar inilah yang dikenal dengan bai’ najasy.%
Najsy dalam praktiknya ada beberapa bentuk; (1)
Seseorang menaikkan harga pada saat lelang
sedangkan dia tidak berniat untuk membeli; (2)
penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak
sesungguhnya. (3) penjual berkata, “harga pokok
barang ini sekian," padahal dia berdusta. Jual-beli ini
diharamkan berdasarkan sabda Rasulullah Saw. dari
Abdullah bin Umar ra. yang diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim :

Jiadll e alu s adle A oo & Jsu ) 68

Rasulullah Saw. melarang najsy.

Menjual-belikan atau menawar barang yang terlebih
dahulu dijual, dibeli dan ditawar oleh orang yang
lain. Misalnya:  Membeli barang yang terlebih
dahulu dibeli oleh orang lain, pembeli berkata
kepada penjual yang telah menjual barangnya
dengan harga Rp. 9.000,-," saya beli barang tersebut
dari anda dengan harga Rp.10.000,-" dengan tujuan
penjual membatalkan jual belinya dengan calon
pembeli pertama. Atau menawar barang yang
terlebih dahulu ditawar oleh orang lain. Ketika

2 Ibid
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seseorang mendapati dua orang yang sedang tawar
menawar harga dan keduanya hampir sepakat, lalu
mereka berkata kepada penjual,” Aku beli barang
kamu dengan harga di atas dari tawarannya.” maka
muamalah seperti ini dilarang, berdasarkan hadis
Rasulullah Saw. dari Abu Hurairah ra. yang
diriwayatkan oleh Muslim:
Al g e Sy g ¥ 16
Rasulullah Saw. bersabda: Janganlah sebagian
kalian menjual barang yang terlebih dahulu
dijual oleh orang muslim yang lain.
Dalam hadis yang lain riwayat dari Bukhari dan
Muslim, Rasulullah Saw. bersabda:
4l o g o alud) a5 Y
Janganlah seorang muslim menawar barang
yang terlebih dahulu ditawar oleh orang muslim
yang lain.
Ihtikar (menimbun barang), yaitu menahan barang
yang merupakan keperluan orang banyak dengan
tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan
harga menjadi lebih tinggi, saat itulah kemudian ia
menjualnya.lhtikar terjadi bila seorang
produsen/penjual mengambil keuntungan di atas
keuntungan normal dengan cara mengurangi supply
agar harga produk yang dijualnya naik. Ikhtikar

143



5. biasanya dilakukan dengan menghambat

produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia
menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena
itulah ada yang menyamakan ikhtikar ini dengan
monopoli dan penimbunan. Pada hal tidak selalu
seorang monopolis melakukan ikhtikar. Begitu pula,
tidak semua penimbunan adalah ikhtikar, misalnya
BULOG vyang melakukan penimbunan beras
bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan
pasokan® Ikhtikar terjadi jika memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: (a) mengupayakan adanya
kelangkaan barang baik dengan cara menimbun
(stock) atau menghambat produsen/penjual lain
masuk ke pasar; (b) menjual dengan harga yang
lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya
kelangkaan.®* Keharaman ihtikar ini berdasarkan
hadis Rasulullah Muhammad Saw. dari Muammar
bin Abdullah yang diriwayatkan oleh imam Bukhari
dan Muslim:

iRl Y s, Y i JB
Rasulullah Saw. telah bersabda: Orang yang
melakukan ihtikar berdosa.

93 Nasrun Haroen. Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama,
2007), hal. 164-165
9 Adiwarman A. Karim. Op.cit., hal. 30
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6. Menjual barang yang mubah kepada pembeli yang
diketahui akan menggunakannya untuk berbuat
maksiat diharamkan, seperti: menjual anggur kepada
pabrik minuman Kkeras.Begitu pula akad sewa,
seumpama; menyewakan tempat kepada orang yang
menjual barang haram, seperti menyewakan toko
kepada orang yang menjual minuman khamr dan
lain-lain.

Diterangkan oleh Allah dalam al-Quran pada surah
al-Maidah ayat 2:
3G Y e T Y

... dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan pelanggaran...

Jual beli sebagaimana bentuk tersebut di atas
merupakan kezhaliman terhadap pembeli, karena
menolong mereka berbuat dosa dan pelanggaran
hukum muamalah.

Faktor Kedua: Gharar (Penipuan).

Gharar dalam muamalah adalah suatu akad yang
mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian,
baik ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah
barang, maupun kemampuan menyerahkan objek yang
disebutkan dalam akad tersebut.®® Gharar terjadi jika

% Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin. Ensiklopedi Ekonomi dan
Perbankan Syariah (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal. 245
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orang mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti
(certain) menjadi tidak pasti (uncertain).

Gharar dapat terjadi dalam empat hal yakni:
kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Dalam
kuantitas terjadi dalam kasus ijon. Dalam hal ini terjadi
ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang
dijual. Contoh gharar dalam kualitas adalah peternak
yang menjual anak hewan yang masih dalam kandungan
induknya. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian dalam hal
kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan anak
hewan tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat dan
dengan spesifikasi kualitas tertentu. Gharar dalam harga
terjadi bila harga tidak disepakati dengan jelas.
Sedangkan contoh gharar dalam waktu penyerahan
adalah apabila seseorang menjual barangnya yang hilang,
dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu
penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama
tidak mengetahui kapan barang tersebut akan ditemukan
kembali.%

Ketidakpastian itu bisa terjadi pada harga atau
barang. Secara terperinci ketidakpastian dalam gharar itu
adalah: Ketidakpastian pada harga disebabkan beberapa
hal:

% Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin. Ensiklopedi...hal. 245-
246
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1.

hal:

Penjual tidak menentukan harga. Misalnya: Penjual
berkata," aku jual mobil ini kepadamu dengan harga
sesukamu”. Kemudian mereka berpisah dan harga
belum ditetapkan oleh kedua belah pihak.
Penjual memberikan dua pilihan dan pembeli tidak
menentukan salah satunya. Misalnya: Penjual
berkata,"saya jual mobil ini kepadamu jika tunai
dengan harga 50 juta rupiah dan jika tidak tunai
dengan harga 70 juta rupiah”. Lalu mereka berpisah
dan pembeli membawa mobil tanpa menentukan
harga yang mana disetujuinya.

Ketidakpastian pada barang disebabkan beberapa

Fisik barang tidak jelas. Misalnya: Penjual berkata,"
aku menjual kepadamu barang yang ada di dalam
wadah ini dengan harga Rp. 100.000,-." dan pembeli
tidak tahu fisik barang yang berada di dalam wadah.
Pembeli yang tidak mengetahui isinya dengan harga
Rp.100.000,- mungkin mendapat untung jika
ternyata isinya seharga Rp. 130.000,- dan mungkin
mengalami kerugian jika ternyata isinya seharga Rp.
90.000,-

Sifat barang tidak jelas. Misalnya: Penjual berkata,"
aku jual sebuah rumah kepadamu dengan harga 50
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juta rupiah”. Dan pembeli belum pernah melihat
rumah tersebut dan tidak tahu sifatnya.

3. Ukurannya tidak jelas. Misal: Penjual berkata," aku
jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10
juta rupiah™. dengan tidak menyebutkan ukurannya.

4. Barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah
yang bukan miliknya.

5. Barang tidak dapat diserah terimakan, seperti
menjual mobil yang hilang.

Jika diamati bentuk-bentuk transaksi di atas, maka

selurun akadnya mengandung unsur untung-rugi

(spekulasi). Apabila salah satu pihak mendapat

keuntungan pihak lain mengalami kerugian, inilah

hakikat gharar.

Keharaman transaksi yang mengandung gharar

berdasarkan hadis Rasulullah Saw. dari Abu Hurairah ra.

yang diriwayatkan oleh Muslim:
Do) oo s slhanll o e g plu s adle A L )
Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi
melarang jual beli Hashah (jual beli tanah yang
menentukan ukurannya sejauh lemparan batu)
dan juga melarang jual beli Gharar.

Faktor Ketiga :Riba

Menurut bahasa riba berarti bertambah. Sesuatu
menjadi riba apabila ia bertambah. Menurut istilah riba

148



berarti bertambah atau keterlambatan dalam menjual
harta tertentu.

Keharaman riba berdasarkan al-Quran, Hadis dan
Ijma. Dalam al-Quran misalnya pada surah al-Bagarah
ayat 275 dijelaskan, yaitu:

B3 a0R 5wl S sl

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba...
Firman Allah SWT. dalam al-Quran pada surah al-
Bagarah ayat 278-279:

Giede AR ) B Ge B Lol Al & LT ol @l g
Gushy BB 55 (ol alslay 4l 2 ong 1533 ke 3 (B gYvaAp

EYVAp (sl Yy o)l Y
Haiorang-orang yang beriman, bertakwalah
kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang
belum dipungut) jika kamu orang-orang yang
beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan
(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah,
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerang-mu.
Dan apabila kamu bertaubat (dari pengambilan
riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".
Keharaman riba dijelaskan juga oleh hadis
Rasulullah  Muhammad Saw. dari Abu Huraira yang
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diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw.
bersabda,

Gyall ) JEE o Lag !l Jsuy bt 1506 Cliypall adl Ipmal 2 J
Jle JsTy Ll JSTs L Gall W) ) a0 il 555, sl il
L) Cliagall Clivaall Cadg ol oy (S, adil
Bersabda Rasulullah Saw. Jauhi tujuh hal yang
membinasakan! Para sahabat berkata, “Wahai,
Rasulullan! apakah itu? Beliau bersabda,
mensyarikatkan kepada Allah, sihir, membunuh
jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan
harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari
peperangan dan menuduh wanita beriman yang
lalai berzina.”
Begitu pula dalam hadis Rasulullah Saw. dari
Jabir ra. yang diriwayatkan oleh Muslim:

RAPWIPY SIS LTI
Rasulullah mengutuk orang yang makan harta
riba, pemberi harta riba, penulis akad riba dan
saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama".
Keharaman riba disepakati oleh para ulama. Yaitu
Para ulama sepakat bahwa hukum riba haram. Setiap
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orang Islam yang melakukan transaksi utang piutan,
pinjam meminjam, jual beli berkewajiban terlebih dahulu
mempelajari tentang muamalah ini agar transaksinya sah
serta terhidar dari transaksi haram walaupun syubhat.
Orang yang enggan mempelajarinya adalah dosa dan
kesalahan. Bagaimanapun juga orang yang tidak tahu
hukum muamalat akan terjerumus dalam riba, disegaja
maupun tidak.

Umar bin Khattab melarang orang yang berjualan
yang tidak mengerti muamalat. Diriwayat dari Umar, ia
berkata,"Jangan seorang pun berdagang di pasar Madinah
kecuali orang yang mengerti figh muamalat, bila tidak ia
akan terjerumus dalam riba". Diriwayatkan dari Ali, ia
berkata, "Orang yang tidak mengerti figh muamalat dan
melakukan niaga, ia akan berlumuran riba, kemudian
berlumuran, kemudian berlumuran”.

Faktor Keempat: Risywah (Suap)

Risywah berasal dari bahasa Arab yang berarti
sogokan, bujukan, suap, atau kadang disebut uang
pelicin. Risywah yaitu pemberian sesuatu dengan tujuan
membatalkan sesuatu yang benar atau membenarkan
sesuatu yang bathil.
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Risywah ini merupakan penyakit sosial yang telah
melekat dalam kehidupan masyarakat, —meskipun
diketahui bahwa hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran
islam.

Keharaman risywah ditegaskan oleh hadis
Rasulullah Saw. dari Abdullah bin Amr ra. diriwayatkan
oleh Abu Dawud :

e pall 5 1N 2 alu g adde A (e ) Jgu )y oad 1 J8
Rasulullah Saw. melaknak orang yang memberi
suap dan orang yang menerima suap.

Begitu pula sepakat para ulama tentang keharaman
risywah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah
(dalam kitab Mughni X1/437), Ibnu Atsir (dalam al-
Nihayah 11/226), dan al-Shan’ani (dalam Subulussalam
1/216)

Dilarangnya risywah antara lain karena dua alasan
yakni:(1) Dari segi pelaksanaan, pemberian dan
penerimaan suap tidak mengandung unsur ikhlas karena
dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang tidak
dibenarkan oleh syariat. Penyuap menghendaki agar
keinginannya dipenuhi, sedangkan penerima suap secara
diam-diam atau terang-terangan menunjukkan niatnya
untuk meluluskan keinginan menyuap, atau paling tidak,
tidak mampu lagi menerapkan amar ma’ruf nahyi
munkar karena terikat pemberian dari penyuap; (2) dari

152



segi tujuannya, pemberian suap dilakukan untuk tujuan
yang melanggar aturan agama, sebab membenarkan yang
salah dan menyalahkan yang benar. Yang dikehendaki
dalam suap adalah perbuatan yang bertentangan dengan
syariat Islam. Syara’ melarang risywah sebagaimana
melarang pengambilan sesuatu dengan cara yang bathil.®’

Faktor Kelima: Perjudian (uw))

Kata judi ( ') dalam bahasa Arab adalah kata
mashdar mim dari kata (L) seperti kata (2= sll) dari
(x=). Kata ini digunakan untuk pengertian: Kemudahan,
karena mendapatkan harta dengan mudah. Bisa pula
berarti merasa cukup (kecukupan), apabila diambil dari
kata (), karena orang yang berjudi mencukupkan
dengan hal itu. Oleh karena itu, kata al-maysir
(perjudian) dari sisi bahasa mencakup dua hal: Pertama,
Orang yang berjudi berusaha mendapatkan harta tanpa
susah payah. Kedua, orang yang berjudi adalah cara
mendapatkan harta benda dan sebab menjadi kaya.

Sedangkan secara terminologi  Al-Mawardi
dalam kitab al-Hawi al-Kabir mengatakan bahwa yang

%7 Q.S. al-Bagarah ayat 188 yang artinya “dan janganlah sebagaian
kamu memakan harta sebagaian yang lain diantara kamu dengan
jalan b\yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta
itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagaian harta itu
dengan (jalan berbuat) dosa,padahal kamu mengetahui”
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dimaksud judi ialah apabila seorang melakukan transaksi

yang dia tidak terlepas antara untung dan rugi.

Judi berbeda dengan jual beli. Dalam jual beli
pihak yang Dbertransaksi akan mendapatkan barang
Sedangkan dalam perjudian terdapat Kketidakjelasan,
apakah hartanya hilang dengan begitu saja, atau hartanya
hilang dan muncul kebencian.

Dalil haramnya maysir ditegaskan dalam al-Quran pada

surah al-Maidah ayat 90 :

5 Uil Jae A (b AV Claillls Hudall el L)
Sesungguhnya  (meminum)  khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan
panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu mendapat keberuntungan.

Dalam hadis Rasulullah Saw. dari lbnu Abbas ra. yang

diriwayatkan oleh Abu Dawud:

LSl 5 uasall 5 pedll o f e o m il o J

Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah

mengharamkan kepadaku (keragu-raguan), atau

diharamkan khamr, judi dan gendang.
Bermuamalah dalam bentuk maysir misalnya
bermain valas. Bermain valas dikategorikan maysir
karena pemiliki dana menyerahkan sejumlah uang pada
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agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya
proses transaksi jual beli valas yang sebenarnya.
Muamalah ini dikemas dengan nama investasi pasar
uang, tidak ada barang yang ditransaksikan, pemilik
dana tidak menerima valuta asing yang dibelinya, agen
tidak menyerahkan valas yang diamanatkan untuk dibeli
oleh pemilik dana. %
Faktor Keenam: Ketidakabsahan Akad

Faktor lain yang menyebabkan keharaman dalam
bertransaksi adalah disebabkan karena ketidakabsahan
atau kurang lengkapnya akad. Suatu transaksi dapat
dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila
terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini,
yakni: (1) rukun dan syarat akad tidak terpenuhi; (2)
terjadi ta’allug; dan (3) terjadi dua akad dalam satu
transaksi.

1. Rukun dan syarat akad tidak terpenuhi;

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu
transaksi, misalnya ada penjual dan ada pembeli. Tanpa
adanya penjual dan pembeli maka jual beli tidak akan
ada. Pada umumnya, rukun dalam muamalah yakni:
pelaku, objek dan ijab-kabul.

Pelaku bisa berupa penjual-pembeli (dalam akad
jual beli), penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa-

% http./pengajian-net2014/06/28/7-trar.
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menyewa), atau penerima upah-pemberi upah (dalam
akad upah-mengupah), dan lain-lain. Tanpa pelaku maka
transaksi dipastikan tidak ada. Objek transaksi dari
semua akad dapat berupa barang atau jasa. Kemudian
ijab dan kabul atau kesepakatan antara kedua belah pihak
yang melakukan akad atau transaksi.

Akad transaksi menjadi batal jika terdapat
kesalahan objek, adanya paksaan (ikrah) dan adanya
penipuan.

Dalam bertransaksi selain rukun yang harus dipenuhi
adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya
melengkapi rukun.Menurut Mazhab Hanafi jika rukun
sudah terpebuhi, namun syarat tidak terpenuhi maka
rukun menjadi tidaklengkap dan transaksi tersebut
menjadi rusak (fasid).

2. Ta’allug

Ta'allug terjadi jika transaksi dihadapkan pada dua
akad yang saling dikaitkan, dimana berlakunya akad
pertama tergantung pada akad kedua. Jual beli ini
dinamakan juga dengan jual beli “inah”

Misalnya A menjual barang X seharga Rp. 100 juta
secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus
kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai
Rp. 90 juta. Transaksi ini haram, karena terdapat
persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B
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asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A.
Dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad pertama
berlaku efektif bila akad kedua dilakukan. Penerapan
syarat ini mencegah terpenuhinya rukun.

Jual beli ini diharamkan sebagaimana hadis
Rasulullah Saw. dari Ibnu Umar ra. yang diriwayatkan
oleh Abu Dawud:

L Seadl A5 £ faayy Sl U AT Al Al 1Y)
i ) Ihas B de Y Y5 e 4D
Bila kalian melakukan transaksi ‘inah, tunduk
dengan harta kekayaan (hewan ternak),
mengagungkan tanaman dan meninggalkan jihad
niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan
yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga
kalian kembali kepada syariat Allah (dalam
seluruh aspek kehidupan kalian).
3. Terjadi Dua Akad

Dua akad adalah kondisi dimana suatu transaksi
diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi
ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang harus
digunakan atau akad mana yang berlaku.

Contoh dari dua akad adalah transaksi jual beli
kontan dan jual beli kredit tanpa memisahkannya atas
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salah satu dari dua transaksi. Dalam transaksi ini, terjadi
gharar dalam akad, karena ada ketidakjelasan akad mana
yang berlaku. Akad kontan atau akad kredit. Karena
itulah akad ini diharamkan.
Hadis Rasulullah Saw. dari Abu Hurairah yang
diriwayatkan oleh al-Baihaqi:

ARl A e (e e -ples e ) Gl SN 180000 i C8
Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW.
melarang dua penjualan dalam satu transaksi..
Uraian di atas setidaknya dapat memberikan

gambaran mengenai identifikasi transaksi yang dilarang
dalam lembaga keuangan syariah, dan gambaran bahwa
perbankan konvensional dalam melaksanakan beberapa
kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya memperkenalkan
praktek keuangan syariah dalam hal ini perbankan
berdasarkan prinsip syariah.
2. Penerapan Qaidah Muamalah :
leas ad Ao Jula Jyy o W) 281 o laladl) 8 Jaa!
Pada pokoknya semua muamalah boleh
dilakukan, terkecuali ada dalil yang menunjukan
atas keharamannya
a. Syariat Islam menghalalkan jual beli, tetapi
terhadap jual beli sistem munabadzah dan
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mulamasah para ulama melarangnya. Jual beli
munabadzah vyaitu jual beli dengan sistem
melempar suatu benda kepada barang yang akan
dibeli, benda yang terkena lemparan itu kemudian
penjual berkata” Barang ini yang aku jual
kepadamu dengan syarat engkau hanya boleh
melemparnya dan tidak boleh melihatnya dan
kamu harus membayar dengan harga sekian”.
Adapun jual beli mulamasah dikatakan oleh imam
Syafi’i yaitu dengan cara didatangkan kain yang
dilipat atau di dalam gelap, lalu orang yang
menawar  menyentuhnya.  Penjual  berkata
kepadanya “Aku menjualnya kepadamu dengan
syarat, engkau hanya boleh menyentuhnya dan
tidak boleh melihatnya”. Dengan kasus hukum
jual beli tersebut, dapat diterapkan semua jenis
jual beli yang sifatnya samar-samar seperti jual
beli melempar Kkerikil, dengan mengundi dan
lainnya.

Para ulama melarang jual beli dengan cara
pembeli mencegat para penjual barang untuk
melakukan jual beli sebelum mereka tiba di pasar.
Pengharaman menjual buah-buahan sebelum
matang, Pengharaman menjual bahan makanan
yang dibeli sebelum menerimanya,pengharaman
menjual kotoran. Dan lain-lain.
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Qaidah

2

Gkl Jlaaly G cgu;is 3 LN

Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal
dan yang membahayakan haram
dengan petunjuk syariat.

1. Sumber Qaidah:
a. Al-Qur’an surah al-Bagarah ayat 219:

Bas Do ) Lag B8 ol 2 e il
Gy 13 Sl s sl e D81 165
05 R 50 1 8 g S il
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan
judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat

160
dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia,
tetapi dosa keduanya lebih besar dari
manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu



apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang
lebih dari keperluan. Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya
kamu berfikir,

b.  Al-Qur’an surah Shad ayat 24:
pINSESECREVICH Rt IAVAN IR B Y

(Wl 5 clallial Tslae 5 T4l 63

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-
orang yang berserikat itu sebahagian mereka
berbuat zalim kepada sebahagian yang lain,
kecuali orang orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh; dan amat
sedikitlah mereka ini"

c. Al-Qur’an surah al-Nisa ayat 111:

Lusam&\utsjm‘;;&&muwmw}
Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka
sesungguhnya ia  mengerjakannya  untuk
(kemudharatan) dirinya sendiri. Dan Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
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O s V) A Gl M ey al Al s
8 o8 K G 5 i



Apabila Allah  SWT. menimpakan suatu
kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang
menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan
jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu,
maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

e. Al-Qur’an surah al-Bagarah ayat 279:

(YY) Gl 5 0 sallad Y a0 Al (55 2408 25 ) 5
jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),
maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
menganiaya (memudharatkan) dan tidak (pula)
dianiaya (dimudharatkan)..

2. Dalil hadis Rasulullah Saw. riwayat dari Ahmad bin
Hanbal dari Ibnu Abbas r.a.:
9 ) ¥ sa Y
Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula)
saling membahayakan (merugikan)

Qaidah muamalah yang kedua ini adalah masuk
apa saja perbuatan muamalah yang di dalamnya
mengandung manfaat dan tidak mengandung mudharat
dibolehkan, tetapi jika perbuatan muamalah itu
mengandung mudharat, maka diharamkan.

Dalam syariat Islam, maka tujuan diadakannya
hukum, termasuk bagian muamalah adalah untuk

9 Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, Muassasah al-Risalah,
1999, h. 438

162



mendapat kemaslahatan, dan menjauhi kemudharatan.
Setiap kemaslahatan mengandung manfaat, dan setiap
kemudharatan mengandung bahaya.

Kata mashlahat secara etimologi merupakan akar
kata saluha ( @m) Kata ini digunakan untuk
menunjukkan jika seseorang menjadi (berkeadaan atau
tabiat) baik, tidak menyimpang, adil, saleh atau jujur.
Kata ini secara alternatif juga menunjukkan keadaan yang
mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.!® Maslahah
berarti juga sebab, cara atau tujuan yang baik, yang
bermanfaat. Penggunaan kata maslahat pada periode awal
berarti kebaikan dan kemanfaatan. Secara umum,
maslahah biasa diberi muatan pengertian dengan
ungkapan yang masyhur yaitu silcaall ad 3 aéliall Cila
(mengusahakan keuntungan dan menyingkirkan bahaya)
Bentuk jamaknya adalah mashalih (zlb=s). Lawan dari
maslahah adalah mafsadah ( s ) yaitu kerusakan.
Mafsadat  adalah  sesuatu  yang  menimbulkan
kemudharatan.

Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Islam tentu
memiliki kemaslahatan dan mengandung manfaat,
sebaliknya segala sesuatu yang dilarang oleh Islam adalah
mafsadat dan mengandung bahaya. Ketentuan syariat
yang menyatakan ada manfaat dan mudharat akan

100 Abdul Mun’im Saleh, Op.Cit., h. 150.
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terkadang berbeda dengan ketentuan akal manusia.
Seperti perbuatan yang menurut akal adalah maslahat dan
mengandung manfaat, karena dengan riba mendapatkan
keuntungan dalam bertransaksi didapat dengan mudah,
tetapi menurut syariat adalah mafsadat dan mengandung
bahaya, karena menyengsarakan bagi mereka yang
bertransaksi.  Sebaliknya shadagah, menurut akal
mafsadat, karena menghabiskan harta, tetapi menurut
syariat adalah menyuburkan harta benda. Oleh karena itu,
yang menentukan ada manfaat dan mudharat adalah
ditunjuki oleh dalil syara’, bukan ditunjuki oleh akal
semata-mata. Karena akal terkadang tidak dapat
menjangkau hikmah yang dikandung oleh syariat.

Dalam muamalah, seperti jual beli, utang piutang
dan lainnya, sebagaimana diterangkan pada gaidah
fighiyyah muamalah yang pertama, bahwa semua mua
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malah itu boleh karena bermuamalah itu bermanfaat.
Kebolehan muamalah itu selama tidak ada dalil yang
menyatakan  keharaman, karena  keharaman itu
mengandung mafsadat dan bahaya. Oleh karena dalam
bermuamalah dilarang adanya unsur kezhaliman, unsur
gharar, unsur maysir dan riba. Karena semua itu adalah
membawa mudharat kepada orang yang bertransaksi.
2. Penerapan Qaidah Muamalah:

Kess A5l Al Sladlly o el @ oY)

Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal

(boleh), demikian pula saling membahayakan

(merugikan) haram dengan petunjuk syariat.

a. Semua bentuk jual beli dibolehkan oleh para
ulama, karena jual beli itu mengandung manfaat,
tetapi para ulama mengharamkan jual beli yang
ada unsur riba, karena riba mengandung unsur
kemudharatan (bahaya), kemudharatan itu
ditunjuk oleh syariat. Misalnya seseorang
melakukan utang piutang kemudian
pembayarannya berlebih dari jumlah utang
dengan permintaan sipemberi utang.

b. Musyarakah dibutuhkan oleh masyarakat untuk
meningkatkan  kesejahteraan ~ dan  usaha
memerlukan dana dari pihak lain, di mana
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masing-masing pihak memberikan kontribusi
dana, dengan ketentuan, bahwa keuntungan dan
resiko ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan ketika akad. Pada musyarakah
terdapat beberapa manfaat, oleh karena itu
musyarakah dibolehkan. Tetapi musyarakah
menjadi terlarang apabila ternyata pihak yang
ber-musyarakah itu tidak jujur, seperti pihak
yang menjalankan usaha menggunakan dana
bukan seperti yang disebut dalam akad, atau
sengaja membuat kesalahan dalam usaha, atau
menyembunyikan keuntungan, maka musyarkah
itu menjadi terlarang.

Dalam melakukan muamalah seperti jual beli,
upah mengupah, utang piutang dan lainnya
dibolehkan oleh Islam, karena mengandung
manfaat dan tolong menolong di antara sesama
manusia. Tetapi jika dalam muamalah itu
mengandung unsur penipuan, maka muamalah
itu menjadi haram.

166



Qaidah

baal a5l oliall 3 LY

Pada dasarnya yang kuat pada sifat-sifat yang
mendatang adalah tidak ada

1. Sumber Qaidah :
a. Dalil Al-Qur’an
1) Al-Qur’an pada surah Yunus ayat 36:

dg\w@uyuu\u\mwei;s\ei;uj

Gstedi L e i &) i
Dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti
kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya
persangkaan itu tidak sedikitpun berguna
untuk mencapai  kebenaran. Sesungguhnya

170



2)

Allah Maha Mengetahui apa yang mereka

kerjakan.

Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah ra.

Rasulullah Saw. bersabda:

zoAl e ik lys aihy 8 Saal any 13

pan sin el Ga O pag Y Bl 28 4
) aay S Uigea

Apabila salah seorang diantara kalian
merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia
kesulitan menetukan apakah sudah keluar
sesuatu (kentut) ataukah belum, maka jangan
keluar dari Masjid sehingga mendengar
suara atau mendapatkannya bau.

Qaidah fighiyyah muamalah yang ketiga ini

merupakan bagian dari gaidah <L Jix ¥ &l yakni
gaidah yang diambil dari 4.l & 5 Ja¥) (hukum pokok
yang kuat adalah bebas seseorang dari tanggung jawab).

Yang dimaksud dengan da )l claall (sifat-sifat

yang baru) adalah suatu hal atau keadaan yang tidak ada
bersama pokoknya, melainkan baru adanya setelah itu.
Jadi pokok pada sifat-sifat yang baru adalah tidak ada.
Apabila ada orang mengakuinya, maka ia membawa
bukti yang menetapkannya. Sedangkan pokok pada sifat-

101 Muhammad bin Futuh al-Humaidy, Op.cit. juz 3, h. 226
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sifat yang yang asli adalah ada. Apabila ada orang yang
mengakuinya tidak ada, ia harus membawa bukti yang
menetapkannya. Menurut  Abdul Karim  Zaidan,
berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa sifat-sifat
berdasarkan ada atau tidak adanya terbagi menjadi dua:

1. Sifat-sifat yang keberadaannya pada sesuatu
adalah baru, dalam arti bahwa sesuatu itu
berdasarkan tabiatnya kosong dari sifat-sifat itu
pada umumnya. Inilah yang dinamakan dengan
sifat-sifat yang baru, karena adanya sifat tersebut
baru datang setelah adanya sesuatu itu sendiri.
Sedangkan kaidah pokok pada sifat-sifat ini
adalah al-Adam (tidak ada). Yang sama atau
disamakan atau kedudukannya sama dengan
sifat-sifat  itu  adalah  kasus-kasus yang
keberadaannya didahului oleh tidak ada, seperti
berbagai macam jenis akad, tindakan dan
perbuatan.

2. Sifat-sifat yang keberadaannya pada sesuatu
bersamaan dengan keberadaan sesuatu itu
sendiri.Artinya,  keberadaannya  berbarengan
dengan adanya sesuatu itu, sehingga secara alami
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sesuatu itu termasuk bagian darinya atau secara

umum termasuk bagian darinya. Inilah yang

disebut dengan sifat asli.

Dalam akad muamalah, tidak ada sifat-sifat yang
berupa syarat-syarat, adanya syarat-syarat itu mendatang
kemudian. Oleh karena itu, jika sifat-sifat yang berupa
syarat-syarat ditentukan oleh kedua belah pihak, dan
selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara’,
maka sifat-sifat itu harus dilaksanakan oleh mereka yang
bertransaksi. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan
oleh al-Baihaqy dari Yunus ra.:

Y)aeﬁj\u\ﬁd;\&y‘ﬁ\d_bjy‘;;uw\

102

Orang-orang Islam diwajibkan menetapi atas
syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang
halal menjadi haram atau yang haram menjadi
halal.
Misalnya, dalam akad dicantumkan syarat yang
mengandung unsur riba, seperti utang piutang dengan
syarat penambahan barang atau uang pada saat
pngembalian utang. Syarat ini berarti yang haram untuk
dihalalkan. Tetapi apabila salah satu pihak menyatakan
bahwa dalam akad ada syarat yang harus dilaksanakan,

102 aAl-Baihagy, Op.Cit., juz 7, h. 248.

173



sementara pihak yang lain menyatakan tidak ada sifat
yang berupa syarat yang harus dilaksanakan, maka harus
dikembalikan kepada pokok, yaitu bahwa dalam akad
transaksi tersebut tidak ada sifat yang berupa syarat-
syarat.

Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah,
syarat yang bersifat taqyid (membatasi), bukan yang
bersifat ra’lig (menggantungkan). Sedangkan yang
dimaksud dengan taqyid yaitu tidak menyimpang dari
syariat tentang aturan akad.

Tegasnya dalam suatu akad dibolehkan untuk
mengadakan sifat yang berupa syarat-syarat yang bersifat
taqyid, selama tidak menyimpang dari gaidah syariyyah
(ketentuan-ketentuan hukum) mengenai aturan akad.
Misalnya, dibolehkan dalam akad jual beli disyaratkan
bahwa penjual akan menahan barang yang dijual sampai
dilunasi uang harga barang.

2. Penerapan Qaidah Muamalah :
Al &)l ilinall B oY
Pada dasarnya yang kuat pada sifat-sifat yang
mendatang adalah tidak ada
a. Dalam akad jual beli apabila terjadi suatu
pertengkaran (perselisihan) antara kedua belah
pihak (penjual dan pembeli), di mana satu pihak

mengatakan, bahwa akad jual beli yang diadakan
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itu digantungkan dengan suatu syarat tertentu,
sedangkan pihak yang lain  mengatakan
sebaliknya yakni bahwa akad jual beli yang
diadakan itu tanpa digantungkan dengan suatu
syarat. Dalam perselisihan seperti ini, maka
perkataan yang mengatakan bahwa akad jual beli
tanpa digantungkan dengan suatu syarat yang
harus diperpegangi, karena penggantungan suatu
syarat adalah sifat yang mendatang yang pada
dasarnya adalah tidak ada.

b. Apabila pelaku mudharabah mengatakan “saya
tidak untung” sedangkan orang pemilik modal
menetapkan keuntungan itu. Maka perkataan
pelaku mudharabah yang dianggap dibenarkan.
Karena asalnya pelaku mudharabah itu tidak
untung.

c. Apabila ditetapkan utang kepada seseorang
dengan pengakuan dia mengaku telah
melunasinya,  sedangkan  orang  yang
berpiutang mengingkari atas pelunasan itu,
maka perkataan yang dibenakan adalah
perkataan orang yang berpiutang, karena pada
pokoknya tidak ada pelunasan.'®®

1931bnu Jujaim, h. 70.
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d. Jika ada mantan istri meminta nafkah untuk
anak-anaknya yang masih kecil dan hal itu
telah ditetapkan oleh hakim, lalu suami
mengaku bahwa dia telah memberi nafkah
kepada mereka (anak-anaknya), maka
perkataan yang dibenarkan adalah perkataan
suami yang disertai sumpah, sekalipun asalnya
dia tidak memberi nafkah.
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Qaidah

A

W28 bl o) Al 3 LY
BLIL A G

Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan
kedua belah pihak yang mengadakanakad
hasilnya apa yang salingdi iltizamkan oleh

perakadan itu.

1. Dasar Qaidah :
a. Dalil Al-Qur’an
1) Al-Qur’an pada surah al-Maidah ayat 1:
2s8alls ) g8 ol ) siale (ALl
Hai orang-orang yang beriman, penuhi-
lah akad-akad itu.
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2) Al-Qur’an pada surah Al-Nisa ayat 29:
‘j\ dkuuesueﬁ\y\ \;SSL,‘Q \).m\ u.uS\L@_'\L,
Bk pal 5 e 35a3 O & o
Hai orang-orang yang beriman,jangan- lah
kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu.
Al- -Qur’an pada surah Al-Imran ayat 76:
REA RN E R E < VI H PP e
(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang
menepati  janji (yang dibuat)nya dan
bertakwa, maka  sesungguhnya  Allah
menyukai orang-orang yang bertakwa.
b. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh
Ibnu Majah dari Abi Said al-Khudry ra.:

elujﬂlsan\‘;.\.a&l\dy‘)u\ _)A;J\J.w.u‘;\‘up

104 ) 5 (e gl LA.\\ -
Dari Abi Said al-Khudr bahwa Rasulullah Saw.
bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus
dilakukan dengan suka sama suka.

104 Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, Sunan
Ibnu Majah, Beirut, Dar al-Fikr, Juz 2, h.737 Hadis Nomor 2185.
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Qaidah fighiyyah muamalah ini berkaitan dengan
akad dalam muamalah. Akad menurut etimologi
memiliki beberapa arti, yaitu al-Rabth berarti mengikat.
Tetapi bisa pula berarti al-Aqd berarti sambungan, dan
bisa pula berarti al- ‘4hd berarti janji.

Istilah ‘ahdu dalam al-Qur’an mengacu kepada
pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau
untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut
pautnya dengan orang lain. Sedangkan ‘aqdu, mengacu
terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila
seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain
yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula
suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama,
maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang
yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan
yang lain disebut akad.

Akad menurut terminologi yaitu: )

A C e 5 e 4k e I3 ) L))

Perikatan ijZIb dan gabul yang dibenarkan syara’

yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
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Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa,
pertama, akad merupakan keterikatan atau pertemuan
ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya
akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan
hukum dari kedua belah pihak. ketiga, dilihat dari tujuan
dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan
akibat hukum baru.

Maksud diadakanya ijab dan kabul, untuk
menunjukkan adanya suka redha timbal-balik terhadap
perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang
bersangkutan.

Dapat di simpulkan bahwa akad terjadi diantara
dua pihak dengan keredhaan, dan menimbulkan
kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Maka
dari itu sudah jelas pihak yang menjalin ikatan perlu
memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-
masing pihak tanpa ada pihak yang terlangar haknya.

Dalam hukum muamalah telah ditetapkan
beberapa asas akad yang berpengaruh kepada
pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak
yang bertransaksi, sebagai berikut :

a. asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad
didasarkan firman Allah dalam Al Quran pada surah
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al-Maidah ayat 1:

3 gaally | g8 ol | giale (pdlileally
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-
akad itu.
Akad mencakup: janji prasetia hamba kepada
Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia
dalam  pergaulan  sesamanya.  Kebebasan
berkontrak pada ayat ini disebutkan dengan kata
“akad-akad” atau dalam teks aslinya adalahal-
‘uqud, yaitu Dbentuk jamak menunjukkan
keumuman artinya orang boleh membuat
bermacam-macam perjanjian dan perjanjian-
perjanjian itu wajib dipenuhi. Namun kebebasan
berkontrak dalam hukum Islam ada batas-
batasnya yakni sepanjang tidak makan harta
sesama dengan jalan batil.

b. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme juga
didasarkan surat An-Nisa ayat 29 yang telah
dikutip di atas yakni atas dasar kesepakatan
bersama.

c. Asas ibadah. Asas ibadah merupakan asas yang
berlaku umum dalam seluruh muamalat selama
tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Ini
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e.

didasarkan gaidah Fighiyah yakni hukum ashl
dalam semua bentuk muamalah adalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.

Asas keadilan dan keseimbangan prestasi. Asas
keadilan dan keseimbangan prestasi asas yang
menegaskan pentingnya kedua belah pihak tidak
saling merugikan. Transaksi harus didasarkan
keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh
satu pihak dengan apa yang diterima.

Asas  kejujuran.  Asas  kejujuran  dalam
bermuamalah menekankan pentingnya nilai-nilai
etika di mana orang harus jujur, transparan dan
menjaga amanah.

Cacat Dalam Akad

Tidak setiap akad mempunyai kekuatan hukum

mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun ada akad-
akad tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini
karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa
menghilangkan keredhaan atau kehendak sebagian pihak.
Adapun faktor-faktor yang merusak keredhaan seseorang
adalah sebagai berikut :

a. Paksaan/Intimidasi,Yakni memaksa pihak lain secara

melanggar hukum untuk melakukan atau tidak
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melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak

disukainya dengan ancaman sehingga menyebabkan

terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan
hilangnya keredhaan. Suatu akad dianggap dilakukan

di bawah intimidasi atau paksaan bila terdapat hal-hal

seperti, yaitu :

1) Pihak  pemaksa  mampu melaksanakan
ancamannya.

2) Orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa
ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya.

3) Ancaman itu ditujukan kepada dirinya atau
keluarganya terdekat.

4) Orang yang diancam itu tidak mempunyai
kesempatan dan tidak berkemampuan untuk
melindungi dirinya.

Apabila salah satu dari hal-hal tersebut di atas tidak
ada, maka paksaan itu dianggap main-main, sehingga
tidak berpengaruh sama sekali terhadap akad yang
dilakukan. Ahmad Azhar Basyir mengatakan, apabila
akad dilaksanakan adanya unsur pemaksaan,
mengakibatkan akad yang dilakukan menjadi tidak
sah. Abdul Manan mengatakan, apabila akad dibuat
dengan cara pemaksaan, maka dianggap cacat
hukum, sehingga dapat dimintakan pembatalan
kepada pengadilan.

182



b. Kekeliruan atau kesalahan
Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada
obyek akad. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal :

1) Pada zat (jenis) obyek, seperti orang membeli
cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari
tembaga.

2) Pada sifat obyek akad, seperti orang membeli
baju warna ungu,tetapi ternyata warna abu-abu.
Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu
dipandang batal sejak awal atau batal demi
hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya
akad dipandang sah, akan tetapi pihak yang
merasa dirugikan berhak memfasakh atau bisa
mengajukan pembatalan ke pengadilan.

c. Penyamaran Harga Barang (Ghubn). Ghubn secara
bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu figih,
artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek
akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau
lebih rendah dari harga sesungguhnya. Di kalangan
ahli figh ghubn ada dua macam yakni :

1) Penyamaran ringan. Penyamaran ringan ini tidak
berpengaruh pada akad.

2) Penyamaran berat yakni penyamaran harga yang
berat, bukan saja mengurangi keredhaan, akan
tetapi menghilangkan keredhaan. Maka akad
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penyamaran berat ini adalah batil.

3) Penipuan  (al-Khilabah).  Penipuan  yaitu
menyembunyikan cacat pada obyek akad agar
tampil tidak seperti yang sebenarnya. Maka
pihak yang merasa tertipu berhak fasakh.

4) Penyesatan. Menggunakan rekayasa yang dapat
mendorong seseorang untuk melakukan akad
yang disangka menguntungkannya, tetapi
sebenarnya tidak menguntungkannya.
AdapunTagrir tidak mengakibatkan tidak sahnya
akad, tetapi pihak korban dapat mengajukan
fasakh.

Ulama satu pendapat dalam bermuamalah,
diwajibkan saling redha di antara orang yang
bermuamalah Keredhaan bertransaksi direaliasikan
dalam akad.

2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah :
BRI ) b sy Bl oy diall B o)
Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan
kedua belah pihak yang mengadakan akad

hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh
perakadan itu.
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Ketika terjadi suatu akad, di mana salah satu
pihak tidak menghendaki (berakad dalam keadaan
terpaksa), maka akad itu dipandang tidak sah atau batal.
Seperti dalam akad hibah, bila mana pihak yang
memberikan mau mengadakan akad tersebut karena
adanya paksaan maka akad itu tidak sah. Meskipun
mulanya, terjadinya suatu akad itu merupakan kehendak
kedua belah pihak, namun apabila dikemudian hari pada
akad itu tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka akad
dipandang batal, seperti akad jual beli yang mengandung
tipuan. Pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh
masing-masing pihak, tetapi pada iltizamnya tidak
disetujui oleh salah satu pihak, karena merasa dirugikan
dengan adanya tipuan yang ada pada iltizam tersebut,
dengan demikian akad jual beli menjadi batal.
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Qaidah

5

b U5 e oy ot )

Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan
akibat yang terjadi dari padanya

1. Dasar qaidah fighiyyah :
a. Dalil Al-Qur’an
Al-Qur’an surah al-Nisa ayat 29:
R I o
dengan suka sama-suka di antara kamu.
c. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan
oleh Ibn Majah dari Abi Said al-Khudry:

05,0l 5 (e il L)
Sesungguhnya jual beli harus dilakukan
dengan suka sama suka.

105 Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, Sunan
Ibnu Majah, Beirut, Dar al-Fikr, juz 2, h. 737.
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Qaidah fighiyyah muamalah ini adalah sebagai
kelanjutan dari qaidah: 435 Cpslaidl la ) Sl & JuaY)
SR sl L s (Pada dasarnya pada akad adalah

keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad
hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu).
Yaitu bahwa bermuamalah, yang sah adalah
bermuamalah yang akadnya dilandasi dengan suka sama
suka masing-masing pihak. Dalam bermuamalah yang
akadnya suka sama suka adalah bermuamalah yang tidak
didasari oleh paksaan salah satu pihak, dan bermuamalah
yang di dalamnya tidak ada unsur penipuan dan
kezhaliman yang merugikan salah satu pihak.

Maksudnya ialah bahwa seseorang yang telah
ridha (suka) akan sesuatu atau telah menerima terhadap
sesuatu atau mengizinkan terhadap sesuatu, maka segala
akibat atau rentetan masalah yang terjadi dari apa yang
telah ia terima harus ia terima. Dengan kata lain,
keridhaannya itu berarti menerima segala resiko yang
akan terjadi dari yang telah ia terima. Karena dalam akad,
suatu akad lazimnya tidak dapat difasakh atau dibatalkan
oleh salah satu pihak, seperti akadjualbeli,sewa menyewa
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dan sebagainya. Berbeda dengan akad yang tidak lazim
seperti akad perwakilan, maka dilaksanakan dengan
terpaksa.

Dengan demikian, apabila bermuamalah dengan
cara akad-akad yang ditentukan syariat sebagaimana
diuraikan di tersebut atas, dan ternyata diketahui sesuatu
benda itu ada kekurangannya, maka keridhaan orang
yang bermuamalah(misalnya pembeli) akan menanggung
akibat dari keridhaannya.

2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah :
dan g8 Loy (o) (2L (o2
Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan
akibat yang terjadi dari padanya

a. Apabila seseorang yang telah ridha membeli
barang yang telah cacat, maka manakala cacat itu
bertambah berat, maka tidak ada alternatif lain
baginya, kecuali harus menerimanya.

b. Apabila seseorang yang menggadaikan barangnya
sebagai jaminan utangnya telah mengizinkannya
dengan keridhaannya kepada penggadai untuk
memanfaatkannya, kemudian ternyata barang
yang digadai itu terdapat kerusakan, maka
sipenggadai tidak harus menanggung
kerugiannya, karena kerusakan tersebut timbul
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dari suatu perbuatan yang telah diizinkan oleh
orang yang menggadaikan.

. Jika seorang perempuan ridha dikawini oleh
seorang pemuda yang melarat dan setelah
kehidupan rumah tangga berjalan beberapa bulan
keadaan suami bertambah melarat, maka gugatan
isteri untuk menfasakh perkawinannya di muka
hakim pengadilan agama lantaran
ketidakmampuan suaminya memberi nafkah,
tidak dapat dibenarkan, karena kemalaratan yang
kemudian adalah lahir dari kemalaratan yang
telah diridhakannya.
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Qaidah

6

AAle 375 yall A yia J 5 daladl
Aala gl culg

Hajat itu didudukkan pada kedudukan dharurat
baik umum maupun khusus

a. Dasar Qaidah:
1. Dasar al-Qur’an:
a) Al-Qur’an surah al-Bagarah ayat 173
4_\3:_?.\\)\“15 ‘ﬂjtb)x.)imd\
Tetapi  barangsiapa dalam keadaan
terpaksa (memakannya) sedang ia tidak
menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, maka tidak ada dosa

190
baginya.
a) Al-Qur’ an surah Maidah ayat 3:
(u\l calaih i 4 IO = )La..a\




Maka barangsiapa terpaksa karena
kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,

1) Al-Qur’an surah al-An’am ayat 145 :

de V38U D Hhlal o

Siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang
dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas,

2) Al-Qur’an surah al-Bagarah ayat 231:

PR ETN P

Janganlah kamu rujuki mereka untuk
memberi kemudharatan, karena dengan
demikian kamu menganiaya mereka.

Hadis Rasulullah Saw. riwayat dari Ahmad bin

Hanbal dari Ibnu Abbas:
106 -

JraNyoay
Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh

(pula) saling membahayakan (merugikan)
Dimaksudkan dengan dharurat adalah keadaan
yang mewajibkan seseorang untuk melakukan suatu
perbuatan yang berlawanan dengan hukum, Kkarena
adanya bahaya, seperti melakukan perbuatan yang
dilarang dalam keadaan terpaksa. Apabila orang tidak

106 Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, Muassasah al-Risalah,
1999, h. 438
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melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum itu,
akan timbul bahaya pada dirinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan hajat adalah
keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan
suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang
semestinya berlaku, karena adanya kesulitan dan
kesukaran atau seseorang yang melakukan perbuatan
yang menyimpang dari hukum yang semestinya itu
karena untuk menghindari kesukaran dan kesulitan bukan
karena menghindari bahaya seperti pada keadaan
dharurat.

Adapun yang dimaksud ‘ammah adalah bahwa
kebutuhan itu meliputi kebutuhan seluruh umat manusia.
Sedangkan yang dimaksud khashshah adalah kebutuhan
nagi suatu golongan atau kelompok tertentu.

Dengan melihat penjelasan  diatas, maka
perbedaan yang mendasar dalam membedakan antara
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keadaan yang dalam tahapan hajat, atau keadaan yang
sudah pada tahap dlarurat. Adapun perbedaan yang
paling mendasar adalah efek yang timbul dari tidak
terpenuhinya sesuatu. Apabila efek yang timbul dari
tidak terpenuhinya sesuatu tersebut hanyalah kesulitan
semata, maka keadaan yang demikian baru menempati
tahapan hajat. Akan tetapi ketika tidak terpenuhuinya
sesuatu itu bisa menjadikan binasa atau bahkan kematian,
maka keadaan tersebut sudah mencapai pada keadaan
yang dharurat.

Dari gaidah di atas, dapat diketahui bahwa
keringanan itu tidak hanya terbatas pada hal yang
dharurat saja, tetapi terdapat pula pada yang hajat, atau
dengan kata lain, bahwa keringanan itu dibolehkan
adanya pada yang hajat sebagaimana dibolehkan pada
yang dharurat.

2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah:
Alals i cals 212 555500 A3 J55 sl
Hajat itu didudukkan pada kedudukan dharurat
baik umum maupun khusus.
a. Pada dasarnya dalam jual beli hanya dibolehkan
atau dianggap sah apabila rukun dan syarat dalam
jual beli itu telah sempurna. Diantaranya adalah
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barang yang diperjual belikan itu telah terwujud.
Tanpa suatu alasan yang bersifat dharurat tidak
boleh  diadakan keringanan yang dengan
penyimpangan dari hukum. Namun untuk keluasan
hidup dan atau untuk menghilangkan kesulitan dan
kesukaran, diadakanlah keringanan dalam jual beli,
yaitu dengan membolehkan sah jual beli meskipun
barang (objek) belum terwujud, seperti jual beli
salam.

. Untuk menjaga kebutuhan orang banyak dalam
menghindari spekulasi para pedagang, maka
pemerintah  dibolehkan membatasi  atau
menetapkan harga barang-barang pokok yang
diperjual-belikan. Meski sebenarnya tindakan
pemerintah itu membuat kerugian kepada pihak-
pihak tertentu.

Laki-laki diperkenankan berhadapan muka dengan
perempuan yang bukan muhrimnya dalam
pergaulan hidup sehari-hari dalam bermuamalah.

. Karena dihajatkan oleh para manusia pada
umumnya, maka menjanjikan suatu upah/ hadiah
kepada siapa yang berjasa dibolehkan, meski
menurut giyas tidak dibenarkan, karena didalam
hadiah terdapat sesuatu yang tidak jelas.
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e. Karena suatu hajat yang mendesak dan bukan
karena hiasan semata, seseorang dibolehkan
menambal bejananya yang retak dengan bahan dari
perak.

195



Qaidah

5

L}L*.Uj dolial) 39aall (3 8yl
allly BLSU Y

Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah
maksud dan maknanya, bukan lafazh dan
susunan redaksinya

1. Dasar Qaidah :
Dalil Hadis Rasulullah Saw. :
1) Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab
r.a. Rasulullah SAW. bersabda:
s LRy )5 ¢ ldil Jee W)
B dde sl Al ) Ak &S
LAs S8 fajealshls
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5 G 1 458 4535 8040 41 st 180

)
Sesungguhnya setiap perbuatan te gantung
kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan
apa yang diniyatkannya. Siapa yang berhijrah
karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya
tersebut karena Allah dan Rasul-Nya. Siapa
yang berhijrah karena ingin memperoleh harta
dunia atau karena perempuan yang akan
dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena
hal tersebut.

Para ulama sepakat, apabila seseorang
mengatakan sesuatu tergantung kepada niat orang yang
mengucapkannya. Oleh karena itu, apabila dalam akad
secara lisan kalimat yang diucapkan oleh pihak yang
berakad dengan lafaz yang jelas, maka hukum yang
diperoleh adalah sesuai dengan lafaz itu. Tetapi manakala
suatu akad terjadi suatu perbedaan antara niat/maksud
sipembuat dengan lafaz akad yang diucapkannya, maka
yang harus dianggap sebagai suatu akad adalah
maksudnya selama masih dapat diketahui.

Oleh karena itu, jika ada dua orang mengadakan
suatu akad dengan lafaz memberi barang dengan syarat
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adanya pembayaran harga barang itu, maka akad
inidipandang sebagai akad jual beli, karena akad yang
terakhir ini adalah ditunjuki oleh maksud dan makna dari
sipembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana
dikehendaki oleh lafaz.

Qaidah fighiyyah muamalah ini turunan dari
gaidah asasiyyah : Wwaalie Y (Segala perkara
tergantung dengan maksudnya). Niat sebagaimana
mungkin tercermin dalam Kkata-katanya, tetapi tidak
berlaku dalam urusan akad-akad kebendaan. Artinya
khusus dalam kasus akad kebendaan, maka makna
penting niat sebagaimana dikaidahkan dalam kaidah
pokok tidak berlaku. Apa yang dipentingkan adalah
bentuk luar dari akad itu sendiri.’®” Dengan demikian,
kasus akad kebendaan menjadi kasus pengecualian
(istitsna’) bagi kasus-kasus dalam bagian niat.

2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah:
Sty LU Y Slaally dolicld 35iall B 3yl
Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah

maksud dan maknanya, bukan lafazh dan susunan
redaksinya

107 Abdul Mun’im Shaleh, Op.Cit., h. 283-284.
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a. Lembaga Sosial A. memberi bantuan darah kepada
para penderita sakit kekurangan darah dengan
pembayaran seharga Rp. 10.000,- per cc. Ini harus
diartikan dengan akad jual beli bukan tabarru’

b. Seseorang si A memberi hadiah baju kepada
seseorang si B, tetapi dengan syarat si B membayar
baju itu Rp. 100.000,-. maka transaksi ini harus
diartikan akad jual beli bukan tabarru’.

c. Pinjaman dengan syarat dibayar, adalah akad
ijarah. Apabila ada seseorang berkata kepada orang
lain “saya pinjamkan mobilku ini dengan
membayar lima puluh ribu rupiah untuk kamu
pergunakan hari ini.Kemudian orang itu menjawab
“saya terima”, maka akad ini adalah akad ijarah,
dan bukan akad i’arah.
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Qaidah

8

Apabila sesuatu itu batal maka batallah apa
yang ada didalamnya.

1. Dasar Qaidah :
a. Dalil Al- Qur an surah al-Nisa ayat 29:

9 dlauu(,smesx\y\ RSRVEIRA u.a.ﬂ\l.@_'\l_a
A a5 o 8as o &
Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka sama-suka di antara kamu.
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Maksud dari gaidah fighiyyah muamalah di atas,
bahwa apabila dalam bertransaksi salah seorang
membatalkan akadnya, maka batal pula apa yang di
dalamnya. Kata bathl dalam bahasa diartikan dengan
batal lawan dari shah.

Qaidah ini bisa pula dengan rumusan sebagai
berikut “Apabila sesuatu yang memuatnya batal, maka
muatannya juga batal”. Abdul Karim Zaidan mengatakan
“adalah apabila dalam suatu kepemilikan (tasharuf)
terdapat beberapa langkah-langkah, maka hukumnya
tetap dengan tetapnya hukum tasharuf yang
mencakupnya. Hukum langkah-langkah itu batal jika
hukum tasharuf yang mencakupnya batal” Misalnya;
Apabila dalam jual beli, sipembeli membatalkan harga
yang telah diberikan, maka batal pula hak terhadap
barang yang telah diterimanya. Begitu pula Apabila dua
orang yang mengadakan akad jual beli, kemudian kedua
belah pihak membatalkannya,maka batal pula kewajiban
dan hak yang harus di lakukan dan diperoleh oleh pihak
yang berakad jual beli tersebut.

2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah:
diaca o Jhy o 28l Jhay 13)
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Apabila sesuatu itu batal maka batallah apa
yang ada didalamnya

. Apabila si pembeli membatalkan harga yang telah

diberikan, batal pula hak terhadap barang yang
telah diterimanya.

. Apabila si penyewa barang membatalkan harga
sewanya, batal pula hak pemanfaatan barang yang
telah ia terima.

. Apabila dua orang yang mengadakan akad jual

beli, kemudian kedua belah pihak
membatalkannya, batal pula kewajiban dan hak
yang harus di lakukan dan diperoleh oleh pihak
yang berakad jual beli tersebut.

. Akad jual beli dapat dibatalkan oleh sipembeli
dalam masa khiyar, baik khiyar majelis, khiyar
syarat dan khiyar “aib.
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Qaidah

9
2aladlly a8 Aliu Sl ASa)

Hukum perantara ditetapkan berdasarkan
kepada hukum yang dimaksud.

1. Dasar Qaidah :
1) Dalil Al-Qur’an
a) Al- -Qur’an surah al-An’am ayat 108:

1432 \}m.\su\ ujauﬂu)cmu.ul\ [P

?@.U‘_‘,J\ ;@AE:Z\.Z\JSJLLUJ;S?&;)M
8 jLu_\ | & L e.,g_u.\.\ﬁ ?G_u}a

Dan janganlah kamu memaki sembahan-

sembahan yang mereka sembah selain Allah,
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karena mereka nanti akan memaki Allah
dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
Demikianlah Kami jadikan setiap umat
menganggap baik  pekerjaan  mereka.
Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali
mereka, lalu Dia memberitakan kepada
mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.
2) Dalil Hadis Rasulullah Saw.:

a) Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan
olen Malik bin Anas dari Maimunah binti
Sa’ad:

10048 a8 () &35 aal) o ala (e
Barangsiapa mengembala di sekitar tanah
larangan maka ia mendekatkan diri untuk
jatuh ke dalamnya.

b) Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan
oleh Bukhari dari Amir ra.:

Ll ¥ G g 5 sl 3 5 09l
el 1500 i) (B 0 Dl 6 8

108 Malik bin Anas, al-Muwaththa, Damsiyq, Dar al-Qalam,
juz 2,1991, h. 168
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Al (8 By il B B ey 4

w0odad) 53 O AL s aall U582 D e IS
Perkara yang halal itu jelas, yang haram
juga jelas, dan antara keduanya terdapat
perkara-perkara yang syubhat (samar), yang
tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh
karena itu siapa yang dapat menjauhi
syubhat, maka bersihlah agama dan
kehormatannya dari kekurangan. Dan
barang siapa terjerumus didalam perkara
syubhat bagaikan seseorang pengembala
yang mengembala di sekitar daerah larangan
yang hampir-hampir saja masuk dalam
daerah itu.

Qaidah fighiyyah di atas, yang menetapkan
bahwa hukum perantara (washilah) sebagaimana hukum
yang dimaksud, Oleh karena itu, apabila hukum yang
dimaksud adalah haram, maka haram pula hukum
perantaranya. Tetapi sebaliknya apabila hukum yang
dimaksud wajib maka wajib pula hukum perantaranya.
Yang dimaksud washilah adalah perantara atau sarana
yang menyampaikan kepada sesuatu.

Dalam hal washilah, Pendapat Ibn al-Rifa’ah
yang menerima dzari’ah, tetapi tergantung pada

109 Al-Bukhari, Op.Cit., juz 1, h. 28
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bentuknya, dalam hal ini, ia membagi kepada tiga
bentuk; (1) sesuatu yang secara pasti akan membawa
kepada yang haram, maka hukumnya haram pula, dan di
sini berlaku penutupan atas dzari’ah ; (2) sesuatu yang
secara pasti tidak membawa kepada yang haram, tetapi
bercampur dengan sesuatu yang dapat membawa kepada
yang haram, di sini diperlukan kehati-hatian dengan
memperhatikan kebiasan-kebiasaan menyangkut hal
tersebut, kalau membawa kepada yang haram maka
dilakukan penutupan (dzari’ah), tetapi jika hal tersebut
jarang membawa kepada hal yang haram, tidak
perlu dilakukan penutupan sarana, karena kalau
dilakukan, maka sudah dipandang berlebih-lebihan; (3)
sesuatu yang mengandung kemungkinan membawa
kepada yang dilarang, dan dapat pula membawa kepada
sesuatu yang boleh, Apabila lebih cenderung kepada
yang haram dilakukanlah penutupan sarana , tetapi jika
lebih cenderung kepada yang boleh, maka dalam hal ini
tidak perlu dilakukan penutupan sarana. 1

Seseorang melakukan perbuatan muamalah, baik
transaksi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, upah
mengupah adalah dibolehkan, karena perbuatan itu
adalah termasuk dzari’ah yang diperbolehkan menurut
hukum ashl-nya, dan orang mukallaf yang melakukannya

110 al-Syaukani, op.cit, h. 247.
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tidak ada niat selain menurut pengertian yang asli, tetapi
jika dilakukan dengan niat yang akan membawa kepada
perbuatan yang dilarang, seperti riba, tipuan, zhalim dan
barang yang haram untuk dijual belikan, Dilarangnya
riba, tipuan, zalim karena memiliki kemudharatan kepada
pihak-pihak yang melakukan transaksi, maka perbuatan
muamalah itu menjadi terlarang.

Tetapi sebaliknya, jika dilakukan dengan niat
menolong orang Yyang sedang dalam bahaya (ke-
mudharat-an),  Menolong orang yang dalam
kemudharatan adalah wajib. Maka dalam hal seperti ini
melakukan perbuatan muamalah yang asalnya hanya
hukum kebolehan berubah menjadi hukum wajib. Karena
muamalah menjadi sarana untuk melakukan perbuatan
yang wajib.

2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah :
2ealfally 22 Al L 2SS
Hukum perantara ditetapkan berdasarkan kepada
hukum yang dimaksud
a) utang piutang baik pembayarannya dengan cara
satu kali pembayaran pada ketika jatuh tempo.
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b)

Atau dengan pembayaran sistem kredit (cicilan)
adalah perbuatan muamalah yang hukumnya
boleh. Sedangkan hukum riba adalah haram.
Apabila pemberi utang berkata kepada orang yang
berutang, “Saya meminta keuntungan dari utang
ini 10 %. Utang piutang seperti ini adalah sebagai
sarana terlaksananya riba, maka hukum utang
piutang menjadi terlarang/haram sebagaimana
haramnya riba.

Jual beli adalah perbuatan yang dibolehkan,
sedangkan berbuat zhalim kepada orang adalah
haram. Jika jual beli itu menjadi sarana untuk
melakukan perbuatan zhalim, maka jual beli itu
hukumnya haram sebagaimana haramnya
perbuatan zhalim. Misalnya, seseorang penjual
yang menjual barangnya mengatakan bahwa
barang yang dijualnya dalam kedaan baik dan
untuk menarik serta meyakinkan pembeli ia
mengucapkan sumpah dengan sumpah palsu,
berarti ia berbuat zhalim kepada pembeli. Dengan
demikian jual beli dengan sumpah palsu
hukumnya haram.
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Qaidah

10
ol VI €S8N A Y

Tidaklah sempurna ‘aqad tabarru’ kecuali
setelah diserahkan, (sebelum diminta sudah
diberi)

Dasar Qaidah :
Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 1: )
3 saadly oo TS el i g

Hai orang-orang yang beriman  penuhilah
akad-akad itu.

b. Dalil Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan
oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab
r.a:
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Dari Umar r.a. Aku pernah memberikan seekor
kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun
orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya.
Maka aku hendak membelinya dan aku menduga
dia akan menjual kuda itu dengan harga yang
murah. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW.
maka beliau menjawab. Janganlah engkau
membelinya dan jangan engkau tarik kembali
shadagahmu, meskipun dia menyerahkannya
dengan harga satu dirham, karena orang yang
menarik kembali shadagahnya seperti orang
yang menjilat kembali muntahnya.

Tabarru’  berasal dari  kata  tabarra’a-
yatabarra 'u-tabarru’an artinya sumbangan hibah, dana
kebajikan atau derma (shadagah/hadiah dan wakaf). 2
Orang yang memberi sumbangan disebut mutabarri’

11 Muhammad bin Futuh al-Humaidi, Op.Cit., juz 1, h. 39.
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Tabarru” merupakan pemberian keredhaan seseorang
kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan
perpindahan kepemilikan harta itu dari pemberi kepada
orang yang diberi.1%3

Mutabarri’ bisa saja seseorang atau suatu lembaga
sosial, atau lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi
dan lain sebagainya. Tabarru’ dilakukan untuk
memberikan bantuan seperti seseorang Yyang dalam
keadaan kesulitan atau kesusahan ekonomi, atau suatu
lembaga sosial atau keagamaan yang memerlukan biaya
untuk kemajuan umat dan agama. Oleh Kkarena itu,
tabarru’ sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Dalam hal
sedekah para ulama membaginya ada yang hukumnya
wajib seperti zakat, dan ada pula yang hukumnya
dianjurkan (sunnat) sebagaimana sedekah yang bukan
dalam bentuk zakat.

Akad tabarru’ tidak sempurna jika harta atau
benda tabarru’ tidak diserahkan kepada orang atau
lembaga yang mendapat bantuan. Oleh karena itu, baru
sempurna akad tabarru’ jika harta atau benda itu telah
diserahkan oleh mereka kepada orang atau lembaga yang
diberi derma. Bahkan harta atau benda yang telah
diberikan itu dilarang untuk kembali  kepada
mutabarri’,sekalipun dengan jual beli.

113 Syarif Hidayatullah, Op.Cit., h. 223.
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Jadi bentuk akad di atas, akan menjadi sempurna
manakala pada akad tersebut disertai dengan serah terima
barang/benda yang menjadi objek akad, sehingga pihak
yang diberi benar-benar telah menjadi pemilik barang
harta/benda yang dijadikan objek akad. Sebab jika tidak
demikian, sulit baginya untuk menuntut barang yang telah
diberikan, sebab pada hakekatnya akad ini adalah
berdasarkan kebaikan hati pihak mutabarri’. Oleh karena
itu apabila seseorang berjanji akan memberikan sesuatu
harta/benda kepada orang lain, tetapi harta/benda itu
belum diserah terimakan kepada pihak yang diberi, tidak
bisa yang diberi itu menuntut kepada Pengadilan agar
pihak pemberi (mutabarri’) menyerahkan harta/benda
yang akan diberikannya itu.

2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah : )
ol V) g D3 Y
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Tidaklah sempurna ‘aqad tabarru’
(pemberian) kecuali setelah  diserahkan,
(sebelum diminta sudah diberi)

Seseorang telah berakad berderma kepada
sebuah Masjid, tetapi akadnya itu tidak disertai
dengan penyerahan benda yang menjadi objek
akad, maka akad seseorang itu belum
sempurna sebagai akad tabarru’, karena boleh
jadi akadnya tidak terialisir, dan benda yang
belum diserahkan berarti belum menjadi
pemilik Masjid yang dipergunakan untuk
kemaslahatan Masjid itu.

. Sebuah lembaga sosial telah berakad untuk
membantu keuangan kepada seseorang yang
fakir, tetapi uang sebagai objek akad belum
diserahkan kepadanya, maka akad itu belum
sempurna sebagai akad fabarru’, karena
akadnya tidak terialisir,dan uang yang belum
diserahkan itu berarti belum menjadi hak milik
si fakir yang digunakan untuk keperluan
hidupnya. Dan si fakir tidak dapat menuntut ke
Pengadilan agar lembaga sosial itu
menyerahkan uang yang diakadkan itu
kepadanya.
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Qaidah

11

ULA,.A Cally é\;&l\

Hak mendapat hasil itu sebagai ganti
kerugian (yang ditanggung)

1. Dasar Qaidah:
Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh
Ahmad dari Alsyah r.a.:

euigu)@ &) e U\L@J; A u_m)mu e
‘;\wusmcmg;}(u(wu\m SR PRATS
L OR300 aile 535 oy ade A Lo
A Gl A U505 0B 2 i 8 A1 Js0)

Azl 180 5 o e
Dari Aisyah r.a. bahwa seorang laki-laki
menjual seorang budak anak laki-laki, maka

budak itu bermukim di tempat pembeli dalam
beberapa hari, kemudian sipembeli itu

114 Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyats As-Sajastani, Sunan
Abi Dawud, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, juz 3, t.th. h. 305.
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mendapatkan cacat pada budak itu tersebut,
dan melaporkan kepada Nabi SAW., maka Nabi
Saw. mengembalikan budak itu kepada laki-laki
yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu. :
Wahai Rasul, ia (pembeli) telah mengerjakan
(mengambil manfaat)) terhadap budakku. Rasul
bersabda: Hak mendapatkan hasil itu
disebabkan keharusan mengganti kerugian.
Menurut A. Djazuli, arti asal al kharaj adalah
sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda
maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan
buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan
al dhoman adalah ganti rugi. Contoh dalam kitab
fikih, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya
dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta
bayaran atas penggunaan binatang tersebut. Karena
penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli.
Contoh lain yang relevan sekarang ini ialah garansi
pada alat-alat elektronik.
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Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Syafi'i,
Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, lbnu Majah
dan lIbnu Hibban dari Aisyah. Makna yang lebih
tepat adalah: "Hak mendapatkan hasil disebabkan
oleh keharusan menanggung kerugian."

As-Suyuthi dalam Ashbah wa al-Nadzair
halaman 136 menerangkan asbab al-wurud (asal
muasal) keluarnya hadis tersebut dalam kisah hadis
selengkapnya sebagai berikut: Bahwa seorang laki-
laki menjual seorang budak, maka budak itu
bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari
kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak
tersebut dan melaporkan kepada Nabi SAW. maka
Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki
yang menjual. Maka berkatakanlah laki-laki itu:
“Wabhai Rasulullah, ia  (pembeli) telah
mempekerjakan (mengambil manfaat) budakku”.
Rasulullah bersabda: “Hak mendapatkan hasil itu
disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian.

Dalam Ashbah wa al-Nadzair di halaman
yang sama diterangkan maksud hadits di atas sbb:
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Menurut Abu Ubaid, yang dimaksud dengan z/_=J
pada hadis di atas adalah pekerjaan hamba yang
telah dibeli oleh seseorang yang kemudian
menyuruh agar hamba itu bekerja untuk waktu
tertentu. Setelah diketahui adanya cacat yang
disembunyikan  oleh  penjual, kemudian ia
kembalikan pada penjual tersebut, dengan diambil
selurun uang sesuai harganya dan ia telah
mendapatkan keuntungannya dengan
memeperkerjakan hamba itu karena ia telah
memberikan pembelanjaannya, dan bila ada
kerugian maka ia yang rugi.

Kalangan fukaha mengatakan Hasil panen padi yang

bibitnya berasal dari mencuri maka diperinci. (a) Kalau

proses sampai panen tidak mengeluarkan biaya apapun,
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maka hasilnya sepenuhnya untuk pemilik bibit; (b)
apabila dalam proses pemeliharaan sampai panen
memerlukan biaya, misalnya untuk pupuk, gaji kuli,
pengairan, dll, maka hasil panen sebagian milik pemilik
bibit dan sebagian milik yang memelihara.

Ibnu Taimiyah dalam Fatawa IbnTaimiyah him.
7/402 menyatakan:

B pl aamy Do wian et sk GRS oy o5 B 4y oy
doaan en LIgsl 0871 0 ol led. ?@Jwr_@ggg&
Al wnby 6wy ¥ 2V Chadly Sl ghad seate aiang
S O ol 3 e e OB w4 Boas Yy Sl 0] 4l

6V agml) adaaig o adas 1 oY (S

Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang
membeli hewan di mana harta untuk membeli sebagian
halal dan sebagian lagi haram. Bagaimana hukum
syariah dalam hal ini? la menjawab: Apabila
membelinya dengan harta yang sebagian miliknya dan
sebagian lagi harta ghasab (atau curian), maka separuh
dari hewan itu miliknya sedang separuh lain bukan
haknya. Bahkan dia harus memberikannya pada pemilik
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nya apabila mungkin. Apabila tidak, maka hendaknya
disedekahkan. Apabila dari hewan itu menghasilkan
keuntungan, maka hukumnya sama dengan hukum asal
yaitu sebagian miliknya dan sebagian dari hasil itu milik
orang lain.

Hadis tersebut adalah termasuk sebagian dari
”Jawami’'ul Kalim”, yakni: kalimat yang ringkas tetapi
artinya luas.

2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah:
Jlalaly z) oAl
Berhak mendapatkan hasil itu sebagai ganti
kerugian (yang ditanggung)

Apabila ada orang yang membeli sapi perahan,
setelah sapi itu diperah susunya untuk beberapa waktu,
kemudian nampak ada cacat pada sapi itu dan kemudian
ia kembalikan kepada penjualnya dan diambil uang
harganya. Dalam hal ini ia mendapatkan keuntungan air
susu itu, karena ia telah memberi makanan dan ongkos-
ongkos lainnya.
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Qaidah

12

Olaadiag Y Glalall g Al
Upah dan membayar ganti tidaklah berkumpul

1. Dasar Qaidah:
a. Dalil Al-Qur’an:
1) Al-Qur’an surah al-Qashash ayat 26:

o a0 el el b W) Gl
a1 &g sl &analing

Salah seorang dari kedua wanita itu

berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai

orang yang bekerja (pada Kkita), karena

sesungguhnya orang yang paling baik yang

kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah

orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
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2) Al-Qur’an surah al-Qashash ayat 27:
‘:Jr. u.u\.A ‘:_u.a\ Lgd;\ d;S.a\ u\ J.!J‘ ‘51\ d\.‘.
uA&\J...uc a_uu.a\ UBCAAQ:—‘L"’@PL‘U\
Au\ guu\@mdﬂcdﬂ\ u\ .J.U\Lo}dm.c

Cpallall e

Berkatalahdia(Syuaib):Sesungguhnya aku
bermaksud menikahkan kamu dengan salah
seorang dari kedua anakku ini, atas dasar
bahwa kamu bekerja denganku delapan
tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh
tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari
kamu, maka aku tidak hendak memberati
kamu. Dan kamu insya Allah akan
mendapatiku termasuk orang-orang yang
baik".
3) Al- Qur an surah al-Kahfi ayat 94:
453 u;-w-ﬁ CPL“) CPL‘ u‘ uu)ﬂ‘ ‘J b ‘;5‘3

\L.ue.g..\g._!j
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4)

5)

Mereka  berkata: "Hai Dzulgarnain,
sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-
orang yang membuat kerusakan di muka
bumi, maka dapatkah kami memberikan
sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu
membuat dinding antara kami dan mereka?
Al-Qur’an surah al-Thalag ayat 6:
RarPgW GAossl u’w—“ﬁ & g s
(AT Al Al 200 Ols Sashxa
kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak) kamu untuk kamu, maka berikanlah
kepada nya upah; dan bermusyawarahlah di
antara kamu (segala sesuatu), dengan baik;
dan jika kamu menemui kesulitan maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)
untuknya.
Al-Qur’an surah Yusuf ayat 72:
u\}ﬁdumguwquw&\)mﬁ\jm

M54
221
Penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala

raja, dan siapa yang dapat
mengembalikannya akan memperoleh bahan



makanan (seberat) beban unta, dan aku
menjamin terhadapnya.
b. Dalil Hadis Rasulullah SAW.:

1) Hadis Rasulullah Muhammad SAW. yang
diriwayatkan oleh Al-Baihagi dari Abu
Hurairah ra.: ) -

115-13){; Cang G 38 Al ).AY\ \}Ls;\
Berikanlah olehmu wupah orang sewaan
sebelum keringatnya kering.

2) Hadis Rasulullah Muhammad SAW. yang
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari
Salamah ra.:

Lu)LL\Sdlﬁ Mcw\@a)&)SY\wwuc
st 3l ) {plas ade &) L} ) S
JE Y G e da JE Lo Jia ) la
@\yﬂhdddy‘ﬁumd}d@
JE lle Ua ) Jgmy b 1sMa8 (OA0 3 5lay
I8 53 adle (b J8 Y 156 s &0 5 b
s U8 Bala e 15la g8 Suis 455

115 Al-Baihagi, Sunan al-Kubra, Majlis Daerah al-Ma’arif
al-Nizhamiyah, juz 6, 1344, , h. 120.
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Dari Salamah bin al-dkwa berkata, kami
duduk di samping Nabi SAW. ketika itu
datanglah jenazah, lalu orang berkata
shalatkanlah ya Rasul SAW atasnya, maka
Rasul bertanya, adakah utang atasnya,
Mereka menjawab, tidak, maka bertanya
Rasulullah  Muhammad SAW, adakah
meninggalkan  sesuatu, para  sahabat
menjawab tidak, maka shalatkanlah atasnya.
Kemudian datang jenazah yang lain, para
sahabat berkata shalatkanlah atasnya, Rasul
bertanya, apakah dia ada meninggalkan
sesuatu, jawab para sahabat tidak ada,
Rasulullah bertanya, apakah mereka ini ada
meninggalkan utang, sahabat menjawab ada
tiga dinar, Rasulullah bersabda shalatlah
kalian atas kawan kalian. Abu Qatadah
berkata shalatlah ya Rasulullah atasnya, aku
menjamin utangnya, kemudian Rasulullah
SAW. menshalatinya.

116 Muhammad bin Futuh Al-Humaidi, Al-Jam’'u Baina
Shahihain Bukhari wa Muslim, Beirut, Dar al-Nasyr, juz 1, 2002, h.
366.
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Qaidah fighiyyah muamalah di atas, berkaitan
dengan upah mengupah atau sewa menyewa. al-Ajru,
menurut etimologi adalah al- iwadh yaitu ganti dan upah.
Sedangkan menurut terminologi Zain al-Din Ibn Nujaim
mengatakan bahwa al-ajru yaitu:

Menurut syara’ yaitu pemilikan manfaat dengan
imbalan
oses AaLY15 JAU AL 5330 da gl dail e Bes
1181_;_:'43 ?Jﬁi’tﬁ
Akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja
untuk memberi dan membolehkan  dengan
imbalan yang diketahui ketika itu.

Berdasarkan pengertian di atas, berarti ijarah
adalah menukar sesuatu dengan ada imbalan, yang dapat
diartikan dengan sewa menyewa dan upah mengupah.
Sewa menyewa adalah @ild xu (menjual manfaat), dan
upah mengupah adalah 3% &» (menjual tenaga atau
kekuatan).

Apabila ijarah itu suatu pekerjaan, maka
kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya

17 Zain al-Din Ibn Nujaim al-Hanafi, Al-Bahr al-Raiq
Syarh Kanz al-Dagqaiq, Beirut, Dar al-Ma’rifah, juz 7, t.th. h. 297,

118 gyihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-
Qalyuby, Hasyiyah Qalyuby, Beirut, Dar al-Fikr, 1998, juz 3, h. 68.
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pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah
berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran
dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abu
Hanfifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-
angsur  sesuai dengan manfaat yang diterimanya.
Menurut Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak
dengan akad sendiri.*'® ljarah adalah jenis akad lazim,
yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada
salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad
pertukaran, keculi bila didapati hal-hal yang mewajibkan
fasakh; rusaknya barang yang diupahkan; terpenuhinya
manfaat yang diakadkan; berakhirnya masa yang telah
ditentukan; dan selesainya pekerjaan.?

Adapun Dhaman menurut itemologi adalah al-
kafalah (jaminan), atau hamlan (beban) dan za’amah
(tanggungan). Sedangkan pengertian terminologi yang
dimaksud al-dhaman menurut Zakaria bin Muhammad
b|n Ahmad b|n Zakarla aI Anshary

- 228 2 2

d;(a\)ﬂ‘ﬁd\sdb)u}b)}mdmwum}\m;m

119 Hendi Suhendi, Op.Cit., h. 121.
120 |bid, h. 122.
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’ C mead
Yaitu menurut syara’ suatu ketetapan iltizam hak yang
tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau
menghadirkan zat benda yang dibebankan atau
menghadirkan badan oleh orang yang berhak
menghadirkannya.

Dhaman dalam masalah muamalah yang
kaitannya dengan harta yaitu kewajiban yang mesti
ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran
(pemenuhan) berupa harta. Dalam harta, maka ada tiga
macam:

1. Kafalah bil-dyan, yaitu kewajiban membayar
utang yang menjadi beban orang lain,
disyaratkan; hendaklah nilai barang tersebut tetap
pada wakyu terjadinya transaksi jaminan;
hendaklah barang yang dijamin diketahui.

2. Kafalah dengan penyerahan benda, yaitu
kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu
yang ada di tangan orang lain, seperti penyerahan
barang jualan kepada pembeli.

1217akaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-
Anshary, Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thulab, Beirut, Dar al-
Kutub al-limiyah, juz 1, 1418 H, h. 364.
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3. Kafalah dengan ‘aib, yaitu bahwa barang yang
didapati berupa harta terjual dan mendapat cacat
karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-
hal lainnya.1?2
Qaidah fighiyyah muamalah di atas, maka antara

upah dengan membayar ganti rugi tidaklah berkumpul.
Karena itu, masalah upah mengupah tidak dapat
dilakukan oleh seseorang dengan dikumpulkan kepada
membayar ganti rugi, karena kedua masalah muamalah
tersebut adalah masing-masing memiliki ketentuan dan
syarat yang harus dipenuhi.
2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah:

Olaaiag Y Gl g el
Upah dan membayar ganti tidaklah

berkumpul
a. Seorang tukang jahit, dimana ia dibenarkan
menahan jahitan yang dipesan sampai dilunasi
upah yang akan diberikan, apabila tidak ada
syarat adanya penundaan dalam pembayaran.
Dengan cara ini apabila seseorang menahan
barang tersebut dan kemudian rusak, ia tidak
mengganti karusakan itu, dan ia tetap berhak

atas upahnya.

122 Hendi Suhendi, Op.Cit., h. 194.
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b. Seorang tukang sol sepatu, ia dibenarkan
menahan sepatu yang diperbaiki sampai
dilunasi upah yang akan diberikan, apabila
tidak ada perjanjian adanya penundaan dalam
pembayaran. Dengan cara ini apabila tukang
sol sepatu menahan sepatu tersebut dan
kemudian rusak, ia tidak mengganti kerusakan
itu, dan ia tetap atas mendapatkan upahnya.
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Qaidah

13

pially 251

Resiko itu sejalan dengan keuntungan

1. Dasar Qaidah:
Hadis Rasulullah Muhammad SAW. yang
diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra:
Ao &) Gl i 5L U8 06 8558 o (e
G5 sk 5 S 13) 4dilly €55 Sl - -l
Com il e Akl &A8 1Y Al G
vl (8505
Dari Abu Hurairah r.a.berkata. Bersabda
Rasulullah SAW. binatang tunggangan boleh
ditunggangi karena pembiayaannya apabila
digadaikan, binatang boleh diambil susunya
untuk diminum karena pembiayaannya bila
digadaikan bagi orang yang memegang dan
meminumnya wajib memberikan biaya.

123 Al-Bukhari, Op.Cit., juz 2, h. 888.
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Maksud dari kaidah al ghurmu bi al ghunmi ialah
bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus
menanggung risiko.

Sedangkan menurut Umar Abdullah al-Kamil,
makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang
siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang
dimanfaatkannya maka ia harus bertanggung jawab atas
dhoror atau ghurmu serta dhoman yang akan terjadi.
Misal, biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli
kecuali ada keridhoan dari penjual untuk ditanggung
bersama.

Demikian pula halnya, seseorang yang meminjam
barang, maka ia wajib mengembalikannya resiko biaya-
biaya pengembaliannya.

Dalam bertransaksi tentu ada manfaat yang
diperoleh dan ada kerugian yang menjadi resiko. Salah
satu bagian dari muamalah sebagaimana di atas adalah
misalnya pinjam meminjam. Kata pinjam meminjam
dalam bahasa Arab adalah disebut ‘ariyah. Sedangkan
menurut  terminologi  Abd  al-Rahman  al-Jaziri
memberikan pengertian dengan: Ulis el Al (memiliki
manfaat secara cuma-cuma).'?* Ibnu Rifa’ah memberikan
pengertian dengan: e ¢l g 4 £y Jag Ly gLy 4aY)
2351 (Kebolehan mengambil manfaat suatu barang

124 Abd al-Rahman al-Jaziry, al-Figh ‘Ala Madzahibi al-
Arba’ah, t.tp. 1969, h. 270.
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dengan halal serta tetapzatnya supaya dapat
dikembalikannya.

Terhadap barang pinjaman, apabila peminjam
telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian
barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik
karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang
lainnya. Demikian menurut Ibnu Abbas, Aisyah, Abu
Hurairah, Syafi’i dan Ishaq. Mereka berpegang kepada
Hadis yang diriwayatkan oleh Samurah: &A1 G g e
3% Ja (Pemegang berkewajiban menjaga apa yang ia
terima, sehingga ia mengembalikannya). Meskipun
pinjam meminjam itu dibolehkan, namun hendaklah
dilakukan ketika ada kebutuhan yang mendesak disertai
dengan niat akan mengembalikannya. Menurut Hanafi,
Maliki dan Hanbali, barang pinjaman boleh peminjam
meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain,
sekalipun  pemiliknya  belum  mengizinkan jika
penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan
dengan tujuan pemakaian pinjaman. Namun barang
pinjaman tidak dibolehkan untuk disewakan. Jika
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peminjam suatu benda meminjamkan benda pinjaman
tersebut kepada orang lain, kemudian rusak di tangan
yang kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan
kepada salah seorang di antara keduanya. % Terhadap
barang atau benda-benda pinjaman, maka sangat jelas
yang memperoleh manfaat dan keuntungan adalah
sipeminjam. Oleh karena itu, peminjam dibebani untuk
menanggung resiko terhadap barang pinjaman.

Begitu pula terhadap barang gadaian. Yang
dimaksud dengan gadai yaitu penetapan dan penahanan.
Sedangkan menurut terminologi sebagaimana pengertian
yang diberikan oleh Tagiy al-Din yaitu : ¢33 38 5 Jal Jaa
(menjadikan harta sebagai jaminan utang).'?® Menurut
Ahmad, Ishag, al-Laits dan al-Hasan, jika barang gadaian
berupa binatang ternak yang dapat diambil susunya,
maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari
binatang itu yang disesuaikan dengan biaya
pemeliharaannya yang dikeluarkan selama binatang itu
ada padanya. Mereka berpegang kepada Hadis Rasulullah
SAW.:

125 Hendi Suhendi, Op.Cit., h. 97.
126 Tagiy al-Din, Kifayah al-Akhyar, h. 263.
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Dari Abu Hurairah r.a.berkata. Bersabda
Rasulullah SAW. binatang tunggangan boleh
ditunggangi karena pembiayaannya apabial
digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk
diminum karena pembiayaannya bila digadaikan
bagi orang yang memegang dan meminumnya
wajib memberikan biaya.

Pengambilan manfaat dari benda-benda gadai di
atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk
pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang
gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan.
Pemegang gadai wajib memberikan makanan bila barang
gadaaian itu berupa hewan. Jadi yang ditekankan di sini
adalah upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang
ada pada dirinya.

Tetapi apabila pemanfaatan barang gadaian itu
lebih dari keperluan maka diharamkan, karena termasuk
riba. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW. 5 =R s

L) sed 4xiis (Setiap utang yang menarik manfaat adalah
termasuk riba).

127 Al-Bukhari, Op.Cit., juz 2, h. 888.
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Murtahin ~ harus  memelihara  sebagaimana
layaknya hartanya, apabila barang gadaian itu hilang di
bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib
menggantinya.Kecuali hilangnya itu karena kelelaian
penerima gadai, seperti gudang tempat disimpannya
barang gadai tidak dikunci, lalu barang gadai itu hilang
dicuri orang.

2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah : )
ol 224
Resiko itu sejalan dengan keuntungan
a. Seseorang yang meminjam sesuatu benda atau
barang, maka ia wajib mengembalikan serta
membayar biaya angkutannya bila diperlukan,
sebaliknya orang yang menitipkan benda atau
barang untuk dipelihara, maka ongkos angkut
benda atau barang dan pemeliharaannya
dibebankan kepada pemilik barang.
b. Seseorang yang menerima barang gadaian harus
memberikan bensin bila pemegang barang gadai
berupa kenderaan, sebab kenderaan tidak
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¢. mungkin bisa dihidupkan mesinnya tanpa diberi
bensin, dan kenderaan yang mesinnya tidak
dihidupkan tidak mungkin dapat dijalankan.

d. Maksudnya adalah bahwa seseorang Yyang
memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko.
Biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli
kecuali ada keridhaan dari penjual atau
ditanggung bersama.
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Qaidah

14

Apa yang haram dlgunakan, haram pula
didapatkannya

1. Dasar Qaidah Hadis Rasulullah SAW. :

a. Hadis Rasulullah Muhammad SAW. yang
diriwayatkan oleh imam Bukhari dari
Abdurrahman bin Abi Layli.:

A_u\ ! \}’)‘“"’ ‘}.U CLuJJ\ YJ )J)Q\ \}iu.\ﬁ Y
1283 Zadll 3 uul\

Nabi Bersabda: Kamu sekalian jangan
memakai sutera dan jangan minum dengan
tempat dari emas atau perak.

b. Hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh
Bukharl dari Abi Mas’ud al-Anshari ra.:

CR3 G8 ot el e il e & U5l
129&\5}\ u\;ﬂ;} Gg__d\ By %ﬂﬁ\

128 Al-Bukhari, Op.Cit., juz 5, h. 2069.
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Bahwasanya Rasulullah SAW. melarang harga
penjualan anjing, maskawin pelacur, dan
manisan dukun.

Qaidah tersebut di atas, maksudnya adalah
terhadap segala yang diharamkan penggunaannya baik
untuk dimakan, diminum, dipakai ataupun lainnya, maka
haram juga mengusahakan untuk mendapatkannya.

Bermuamalah untuk memperoleh uang dan harta
benda disuruh yang hukumnya wajib bagi orang
Islam.Namun bermuamalah itu harus sesuai dengan
syariat Islam, yaitu bermuamalah dengan cara-cara yang
dibenarkan oleh syariat Islam, begitu pula objek usaha
yang halal. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa
tidak halal menjual daging babi, khamar dan kotoran
karena najis, dan anjing. Dalam berjual beli atau utang
piutang tidak boleh dengan mengandung unsur riba,
tipuan dan berlaku zhalim. Diharamkan bayaran
pelacuran, dan segala benda yang dijadikan sarana oleh
dukun. Begitu pula memiliki harta kekayaan, syariat
melarang kalau harta kekayan seperti emas dan perak
dijadikan sebagai bijana atau tempat makan dan minum.
Karena emas dan perak digunakan sebagai benda
perhiasan yang lebih dari benda yang lain. Oleh karena
itu, apabila harta benda itu diharamkan oleh syariat untuk
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memakainya, maka syariat melarang pula untuk
menyimpannya.

Al-Syafi’i dalam kitab al-Umm misalnya,
merumuskan bahwa terdapat persoalan tentang status
hukum harga anjing. Al-Syafi’i meriwayatkan beberapa
Hadis yang seluruhnya berbicara tentang larangan
memiliki anjing kecuali untuk keperluan mengendalikan
ternak atau anjing penjaga harta. Berdasarkan Hadis yang
dikemukakan, al-Syafi’i berpendapat bahwa haramnya
harga anjing, dan konskuensinya adalah haram
memelihara anjing. Apa yang ingin disampaikan dalam
kasus ini adalah bahwa sesuatu yang diharamkan karena
substansinya akan membawa kepada keharaman hal-hal
lain yang berkaitan. Keharaman hal-hal lain seputar
penggunaan barang-barang haram. Dalam al-asbah wa
al-nazhair®® al-Suyuthi memberikan contoh lain,
misalnya tentang alat-alat musik, alat-alat rumah tangga
yang terdiri dari emas dan perak, babi, hewan berbisa,
minuman keras, sutra dan perhiasan emas bagi laki-laki.
Anjing diharamkan memeliharanya kecuali bagi
keperluan berburu.'®  Maka berdasarkan  kaidah
tersebut di atas, apa saja yang diharamkan
menggunakannya, maka haram pula mengusahakan,
mengadakan atau menyimpannya.

130 Al-Suyuthi, Op.Cit. h. 69
131 |bid, h. 69.



Apabila sesuatu diharamkan mengambilnya,
maka haram pula memberikannya. Oleh karena itu,
seseorang yang memperoleh harta dengan riba, maka
harta itu diharamkan pula diberikan kepada orang lain,
sekalipun untuk kepentingan sosial keagamaan. Begitu
pula seseorang yang memperoleh uang dengan cara
korupsi  atau suap, maka diharamkan  pula
mendermakannya untuk kepentingan baik untuk
keluarga, sosial keagamaan dan sosial kemsyarakatan.
Memperoleh uang dengan cara menjual kehormatan
dirinya (penjaja seks komersial) adalah haram, maka
haram pula uang tersebut digunakan atau diberikan untuk
kepentingan keluarga atau sosial keagamaan dan lainnya.
Karena perbuatan itu bertentangan dengan al-Qur’an
pada surah aI-Maidah ayat 2:

5305 Y1 e T5i5a3 5 o5l 5 Dl e il

Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran
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Perbuatan itu dilarang karena dilarang bertolong tolongan
dalam berbuat dosa. Oleh karena itu, jika perbuatan itu
dibenarkan, maka berarti mendorong orang berbuat dosa.
Sedangkan perbuatan dosa itu adalah haram.

2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah:
AT 254 Al 24k
Apa yang haram digunakan, haram pula
didapatkannya

a. Minum khamr adalah diharamkan, maka
memproduksi, dan membelinya ikut haram.

b. Minum air dengan bejana dari emas atau perak
adalah haram, maka haram pula membelinya dan
atau menyimpannya. Karena jika dibolehkan
menyimpannya, suatu saat dikhawatirkan akan
meminum air dengan bejana tersebut.
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Qaidah

15
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Perintah untuk bertasharruf hak milik
orang lain adalah bathal.

1. Dasar Qaidah

Hadis riwayat al-Nasai dari Hakim bin Hizami ra.:
G U8 4@ G058 ¢ daall ek e Llads Sl
‘-guj@hﬁ\‘;m-m\ayjﬁgﬁ‘&?ii
132, (Alasd ‘5_”\;&_\.\ Yy ¢ Jled ¢ al ella &)Shé
Aku membeli sebagian makanan untuk sedekah,
lalu aku menjual dengan berlaba sebelum aku
memegangnya, kemudian aku datang kepada
Rasulullah SAW. lantas kuceritakan itu kepada
beliau. Maka Rasul menjawab:Janganlah kamu

132 1bid.
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menjual makanan itu sampai  engkau
memegangnya.

Qaidah fighiyyah muamalah tersebut, berkaitan
dengan tidak dibenarkannya menggunakan hak milik
orang lain tanpa seizinnya. Karena seseorang yang
memiliki suatu harta atau benda atau sesuatu hak, pada
hakekatnya memiliki kekuasaan terhadap harta dan benda
atau haknya tersebut, selama masih dalam batas-batas
yang diizinkan oleh syarak. Hak milik adalah wewenang
yang diberikan oleh syariat kepada individu maupun
publik untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu
harta tertentu.

Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal yang
berasal dari kata s -Ji -0 (berarti condong,
cenderung, dan miring . Menurut Ibn al-Atsir kata al-mal
pada awalnya digunakan untuk arti emas atau perak, lalu
pada perkembangannya digunakan untuk setiap sesuatu
yang dimiliki meskipun bukan berupa emas atau perak.
kata al-maal lebih sering digunakan oleh bangsa Arab
untuk arti unta, karena unta sebagai harta yang paling
banyak dimilki oleh bangsa arab saat itu.
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Sesuatu yang diinginkan oleh  manusia

berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan

memberikannya atau menyimpannya.

Sesuatu yang disenangi oleh tabiat manusia dan
bisa dimiliki dan dikuasai. Jadi menurut madhab hanafi
sesuatu bisa dikatakan sebagai harta jika telah memiliki
dua asas, yaitu: Pertama, bisa dimiliki dan dikuasai
Kedua, bisa dimanfaatkan.

Definisi yang dikemukakan oleh Ibn al-Abidin di
atas, dibantah oleh Wahbah zuhaili dengan alasan definisi
ibn abidin tidak komprehensif karena ada barang yang
termasuk harta tapi tidak bisa disimpan lama seperti
sayuran.

Sedangkan menurut jumhur ulama kata al-mal
adalah sesuatu yang mempunyai nilai untuk dijual dan
nilai harta itu akan terus ada.

Dalam mazhab Hanafi, tidak mengakui eksistensi
manfaat sebagai harta, tetapi sebagai hak milik karena
tidak ada bentuk nyatanya. Sedangkan jumhur ulama
mengakui eksistensi manfaat sebagai harta karena tujuan
utama seseorang memiliki suatu harta adalah manfaatnya

133 |bnu al-Abidin, Khasyiyah Radd al-Mukhtar ‘ala dar al-
Mukhtar syarahTanwir al-Abshar, Beirut, Dar al-Fikr Lith-thabaah li
al-Nasyr, juz 6, 200, h. 449.
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bukan zatnya. Oleh karena itu dalam mazhab Hanafi akad
sewa bisa selesai atau berhenti sebab wafatnya pihak
penyewa (musta’jir) meskipun masa sewa belum habis
dengan alasan, bahwa manfaat itu bukan termasuk harta
sehingga tidak bisa diwariskan kepada ahli waris.
Berbeda dengan jumhur ulama yang berpendapat bahwa
wafatnya musta’jir tidak bisa menghentikan akad sewa
tetapi bisa terus berlanjut sampai masa sewa habis dengan
alasan bahwa manfaat itu adalah termasuk harta sehingga
bisa diwariskan.

Definisi harta pada uraian sebelumnya bisa
diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan ulama
tentang harta. Menurut jumhur ulama hak dan manfaat
dari suatu barang termasuk kategori harta. Sedangkan
menurut madzhab Hanafi, hak dan manfaat tidak
termasuk harta. Para ulama kontemporer seperti Wahbah
zuhaili berpendapat bahwa hak milik termasuk harta, oleh
karenanya hak cipta dilindungi oleh syariat. Pendapat ini
merujuk pada definisi harta menurut jumhur ulama.
Konsekwensi hukum atas pengakuan hak milik sebagai
harta adalah:
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dengan demikian maka syariat melindungi hak
cipta dari segala tindakan yang melanggarnya.



2. pemilik hak cipta diperbolenkan untuk
mentasarufkan  haknya, seperti menjualnya
ataumemberikan hak cetak kepada penerbit
tertentu.

3. hak cipta dimiliki oleh penciptanya atau
penemunya, dan dapat diwariskan kepada ahli
warisnya jika sang pemilik wafat.

4. perbuatan mencetak, memperbanyak,
menterjemah karya tulis tanpa seizin pemiliknya
adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat.
Pendapat ini juga dibenarkan oleh fatwa MUI
Nomor | Munas /MUI/15 /2005bahwa hak
kekayaan intelektual dalam Islam termasuk hak
kekayaan =~ yang  mendapat  perlindungan
hukumsebagaimana harta.

Harta dalam ekonomi Islam Diantara tabiat
manusia adalah keinginan untuk memenuhi semua
kebutuhan hidupnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu
tentu saja dibutuhkan harta yang bisa didapatkan dengan
usaha-usaha tertentu. Oleh karena itu, Islam tidak
melarang seseorang untuk memiliki harta. Islam juga
tidak membatasi jumlah harta yang dapat dimilki oleh
seseorang.
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Islam memandang harta dengan acuan akidah,
yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam,
masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian, bermula
dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa Dia-lah
pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia
sebagai makhluk ciptaan-Nya karena hikmah llahiah.
Hubungan manusia dengan lingkungannya diikat oleh
berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan
berbagai hak secara adil dan seimbang.

Kalau harta seluruhnya adalah milik Allah, maka
tangan manusia hanyalah tangan suruhan untuk jadi
khalifah. Maksudnya manusia adalah khalifah-khalifah
Allah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu.

Islam tidak memandang rendah harta kekayaan
dan juga tidak memandangnya sebagai penghalang untuk
mencari derajat yang tertinggi dan tagarrub ke pada
Allah, tetapi harta dianggap sebagai salah satu nikmat
yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia dan
wajib disyukuri. Bahkan dalam Al-Quran penyebutan
harta seringkali menggunakan kata “khair” yang berarti
baik. Harta juga disebut dalam Al-Quran sebagai
perhiasan dunia, yaitu sebagai bekal bagi manusia untuk
menjalani kehidupannya di dunia. Jadi, manusia tidak
perlu menghindari harta karena bukan selamanya harta itu
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bencana bagi pemiliknya. Di sisi lain, harta bukanlah
sebagai alat untuk bersenang-senang semata. Namun
harta juga merupakan ujian kenikmatan dari Allah.
Syariat Islam menganjurkan manusia untuk
berusaha mendapatkan harta yang halal dengan usaha
yang halal juga, dan sebaliknya melarang harta yang
haram yang diperoleh dari usaha yang haram. Bahkan
suatu usaha untuk mendapatkan harta yang halal itu
dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah dan akan
diberi pahala serta ampunan.
Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya hak
milik pribadi adalah:
a. Pertanian dan menggarap tanah yang tidak ada
pemiliknya (ihya al-mawat).
b. Pekerjaan yang halal
c. Transaksi yang dapat memindahkan hak milik,
seperti: jual beli, dan hibah.
d. Warisan dan wasiat
e. Mengumpulkan barang-barang halal yang tidak
bertuan, seperti mengambil kayu bakar di hutan,
mengumpulkan air sungai, dan menangkap ikan
di laut.
f. Keputusan hakim terhadap perubahan status
kepemilikan umum menjadi hak milik pribadi.
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g. Zakat dan nafkah.

Berdasarkan ketentuan kepemilikan harta dalam
muamalah yang diatur oleh syariat, maka perintah baik
dari  seseorang maupun oleh  penguasa untuk
menggunakan hak milik orang baik untuk pemanfataan
seseorang maupun publik adalah bathal.

2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah:
AURG il el 8 calallly KaY)

Perintah untuk bertasharruf hak milik orang lain

adalah bathal.

a. Apabila seseorang penjaga mobil titipan (tukang
parkir) memerintah kepada temannya untuk
menjual mobil titipan tersebut, maka perintah
yang demikian itu adalah bathal. Apabila terjadi
jual beli, maka jual belinya tidak sah.

b. Seseorang meminjam sebuah mobil, kemudian ia
memerintahkan  kepada  temannya  untuk
menjualnya, maka perintah itu adalah bathal.
Karena meminjam mobil bukan menjadi pemilik
mobil, hanya dapat memperolen manfaat dari
mobil. Sedangkan mobil tetap menjadi pemilik
mobil.
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Qaidah
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Tidak boleh bagi seorang pun merubah milik
orang lain tanpa izin pemiliknya.

1. Dasar Qaidah:

a. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh

Ahmad dari Hakim bin Hizami ra.:
Lo Gl JU - aie Ay - alda o ASa
CE e Sd o A Oaol &) ) Um,
134 Glvie Gl Lo &8 Yy 1 JB € G5 sl
Hakim bin Hizami ra. berkata: Aku berkata: Ya
Rasulallah: Bahwasanya seorang laki-laki

datang kepadaku, dia mau menjual sesuatu
kepadaku, sedang aku tidak punya apa yang ia

1%Majduddin Abu al-Sa’adat al-Mubarag bin Muhammad,
Jami’ al-Ushul fi Ahadis al-Ushul, Maktabah dar al-Bayan, juz 1,
1969, h. 457.



minta, apakah aku boleh menjual lebih dahulu,
kemudian aku belikan ke pasar apa yang ia
minta itu?. Bersabda Rasulullah: Janganlah
engkau  menjual  sesuatu yang  bukan
kepunyaanmu.
Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi
Hurrah al-Ragasyi dari Pamannya ra.:
135@&@24‘2\&)«\ d\.edu‘}?
Tidak halal harta seseorang kecuali dengan
ridha pemiliknya.

Dalam hukum muamalah, mengambil harta orang

lain tanpa seizin pemiliknya atau secara zhalim adalah
termasuk ghasb. Ghasb secara bahasa artinya mengambil
sesuatu secara zhalim.

Islam melarang seseorang mendapatkan harta

dengan jalan bathil sebagaimana diterangkan dalam al-
Qur’an pada surah al-Nisa ayat 29

JIalilly &35 o800 50 G 1550 Gl i
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang batil.
Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi

Hurrah al-Ragasyi dari Pamannya ra.:

135Ahmad bin Hanbal, Op,cit,. Juz 5, h. 72.
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Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha

pemiliknya.

Hadis tersebut di atas menerangkan bahwa tidak
dibolehkan seseorang mengambil harta orang lain yang
kemudian diakuinya kecuali dengan izin pemilik harta
itu. Hadis ini dikuatkan oleh Hadis dibawah ini:

BT i iy 3 oL (5500 0 U3 Y

Tidak halal mengambil harta seorang muslim

kecuali dengan keredhaan dirinya.

Larangan seseorang menguasai harta orang lain
diterangkan juga oleh Rasulullah SAW. dalam Hadis
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari lbnu
Abbas ra.: Ketika khutbah wadaa’, Rasulullah SAW
bersabda: ) )

Ko i AAS 2158 &G0 a2l 2805l 5 ea&sliy (ld
RGN PTG VI WA

Sesungguhnya darahmu, hartamu dan

kehormatanmu terpelihara antara sesama kamu

sebagaimana terpeliharanya hari ini, bulan ini
dan negerimu ini.

136 Ahmad bin Hanbal, Op,cit,. Juz 5, h. 72.
137 Al-Daru al-Quthni, Sunan Daru al-Quthni, Beirut, Dar
al-Ma’rifah, juz 3, 1966, h. 26.
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Begitu pula dalam Hadis Rasulullah SAW. yang
diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra.
bersabda:

s DRA) SO YJ (a5 JM G s SV S5 Y
V5 lebe b5 Gk B G Y5 e ;M t—uw
S5 Lt Gon 2bolall s 4l G g7 A8 gl

1397444

Tidaklah seseorang berzina dalam keadaan
beriman, tidaklah seseorang meminum minuman
keras ketika meminumnya dalam keadaan
beriman, tidaklah seseorang melakukan pencuria
dalam keadaan beriman dan tidaklah seseorang
merampas sebuah barang rampasan di mana
orang-orang melihatnya, ketika melakukannya
dalam keadaan beriman.

Jika seseorang mengambil barang atau harta
orang lain maka wajib untuk dikembalikan. Hadis yang
lain  Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Al-
Turmudzi dari  Abdullah As Saa'ib bin Yazid
meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya:

139 Al-Bukhari, Op.cit. juz 2, h. 875.
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Janganlah salah seorang di antara kamu
mengambil tongkat saudaranya baik main-main
maupun sebenarnya. Jika salah seorang di
antara kamu mengambil tongkat saudaranya,
maka kembalikankah.

Dalam Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim

dari Abu Umamah secara marfu’ disebutkan:
a5 ¢ OU AT 0 Can 388 cainady Al (5 500 B8 okl (e
S U500 G Vs W2 08 )5 2025 40 08 (s 4
1180 5 (pa Uannd &) 53 108

140 At-Turmudzi, Sunan At-Turmudzi, Beirut, Dar al-lhya al-
Turats al-Araby, juz 4, h. 462.
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Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya
dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia
masuk neraka dan mengharamkan masuk surga.
Lalu ada seorang yang bertanya, "Wahai
Rasulullah, meskipun hanya sedikit?" Beliau
menjawab, "Meskipun hanya sebatang kayu
araak (kayu untuk siwak).

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari

Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda

C"'"“U"“‘L"L‘d\ 6334.3)19.\4_1\.3 ‘LJLUAJY\ uA\).\uJ;\uA

142u#4)\

Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah
secara zhalim, maka Allah akan mengalungkan
tujuh bumi kepadanya.

Oleh karena itu orang yang melakukan ghasb
harus bertobat kepada Allah dan mengembalikan barang
ghasb kepada pemiliknya serta meminta maaf kepadanya.
Hadis Rasulullah Muhammad SAW. yang diriwayatkan
oleh imam Bukhari dari Abu Hurairah ra, Sabdanya

ﬂ\mMcGﬂj\uﬁwnY%du&w

J;\cﬂ.».ad.«;fdu\iu\cess)d‘ﬁ})\_udu)&\‘}(u\d.\&c

141 Muslim, Op.Cit., juz 1, h. 85
142 Muhammad Futuh bin Humaidy, Op.Cit., juz 3, h. 226.
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143 4:,39 UJadd aalia
Barangsiapa yang pernah berbuat zhalim
kepada seseorang baik kehormatannya maupun
lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini,
sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada
dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal saleh,
maka diambillah amal salehnya sesuai
kezaliman yang dilakukannya, namun jika tidak
ada amal salehnya, maka diambil kejahatan
orang itu, lalu dipikulkan kepadanya.

Oleh karena itu, jika barang ghasb masih ada,
maka dikembalikan seperti sedia kala. Namun jika sudah
rusak, maka dengan  mengembalikan/membayar
gantinya.

Harta milik orang lain itu tidak dapat diganti,
kecuali ada izin dari pemiliknya. Tetapi apabila
mendapat izin dari pemiliknya, maka harta milik orang
lain itu akan dapat berubah kepemilikan. Perubahan
kepemilikan itu dapat dilakukan dengan :

1. lzin secara langsung. Maksudnya bahwa pemilik
harta  benda  tersebut  secara  langsung
menghadiahkan harta miliknya kepada seseorang,

143 Al-Bukhari, Op.Cit.,juz 2, h. 865
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atau mengizinkannya untuk menjual atau izin
untuk memanfaatkannya.

Izin tidak langsung (izin dalalah) yaitu misalnya
secara ‘urf (kebiasaan), hal seperti itu sudah
dimaklumi tanpa ada izin lisan atau sudah
diketahui ridhanya si pemilik jika barangnya
dimanfaatkan.

Mengenai bentuk izin jenis kedua ini Kita bisa

berdalil dengan kisah Khidir yang menghancurkan
perahu orang miskin yang nantinya akan dirampas oleh
raja. la sengaja menghancurkannya karena ia tahu bahwa
mereka (para pemilik) ridha akan perbuatan Khidr.
firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Kahfi ayat 79:

e 3 uaji&)aﬂ\éu)lmuﬁ@u&w\ G

MWJSJ;LJQ}%;\JjQ\SJ
Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-
orang miskin yang bekerja di laut, dan aku
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bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di
hadapan mereka ada seorang raja yang
merampas tiap-tiap bahtera.
Sehubungan dengan izin secara tidak langsung,
Ibnu Taimiyah memiliki kaidah,
144;;;1\ UJY@. :é);d\ &JY\J
Izin secara ‘urf(kebiasaan) dianggap sama
dengan izin secara lisan
Di tempat lain, Ibnu Taimiyah mengatakan:
553 58 oY) e J5 K
Segala sesuatu yang bermakna izin maka
dihukumi sebagai izin.
2. Penerapan Qaidah fighiyyah Muamalah:

a. Tidak bolen masuk dalam rumah atau kebun
seseorang tanpa izinnya.

b. Dalam akad mudharabah (usaha bagi hasil), jika
pengelola telah diberi syarat oleh pemodal untuk
menjalankan usaha di tempat tertentu, atau
menjual barang tertentu, atau ditentukan waktu
tertentu, lalu syarat ini dilanggar, maka itu
berarti telah memanfaatkan sesuatu tanpa izin.

c. Jika ada seseorang yang dititipi sejumlah uang,
lantas ia memanfaatkannya tanpa izin orang

1441hnu Taimiyah, Majmu al-Fatawa, h. 427
145 1pid, h. 272.
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yang menitipkan, maka jika ada kehilangan,
dialah yang mengganti rugi karena ia telah
memanfaatkan barang tanpa izin.

. Jika suatu jalan khusus terlarang dilewati lalu
pintunya sengaja dibuka tanpa meminta izin
kepada pemiliknya, maka berarti telah
memanfaatkan milik orang lain tanpa izin.

. Jika seseorang mengetahui dari keadaan
sahabatnya bahwa ia selalu ridha jika diambil
sesuatu miliknya, maka barang milik sahabatnya
tadi boleh diambil tanpa izinnya. Ini termasuk
izin jenis kedua yang disebutkan di atas.

Di antara contoh lain dari izin jenis kedua,
misalnya ada orang yang dititipkan uang. Lalu ia
meminjam uang tersebut dan ia tahu si pemilik
uang ridha apalagi pada orang yang sifatnya
amanah, maka boleh saja ia manfaatkan. Namun
jika ia ragu apakah si pemilik meridhai ataukah
tidak, maka tidak boleh ia memanfaatkannya.
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Qaidah

17

éué@\

Pengikut itu mengikuti

1. Dasar Qaidah:
Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh
Bukhari dari Ibnu Umar ra.
cuuss@}éujdc&‘ém&‘dw)u‘)& Y
JA5 8 ddlatad) d,z,\ LLUD Ly &G sl g

welgih 3 G & 4800 &5 o ) 5 a0ad g
Dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya Rasulullah
SAW. melarang jual beli anak hewan ternak yang
masih dalam kandungan. Itu merupakan jual beli
yang biasa dilakukan orang-orang Jahiliyah.
Seseorang  biasa membeli unta masih dalam
kandungan, hingga induk unta melahirkan, kemudian
anak unta itu melahirkan lagi.

146 Al-Bukhari, Op.Cit., juz 2 h. 753.
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Qaidah tersebut di atas, maksudnya bahwa
sesuatu yang pada zatnya mengikut kepada yang lain,
maka hukumnya pun mengikut kepada yang diikuti.
Sebab pengikut itu adalah merupakan bagian dari sesuatu
yang diikuti, atau bagian tersebut memiliki kaitan dalam
proses kejadiannya. Seperti anak hewan yang dalam
kandungan induknya, atau kunci dengan anak kuncinya.

Secara sederhana makna kaidah &G &8 adalah
segala sesuatu yang berstatus sebagai pengikut (zabi’)
secara hukum harus mengikuti pada sesuatu yang diikuti
(matbu’). Mengenai makna yang dikehendaki dalam
gaidah ini tentang sesuatu yang mengikuti (tabi’), perlu
kiranya identifikasi sesuatu yang dianggap sebagai tabi’:

a. Menurut al-Zarq, tabi’ merupakan sifat dan bagian
(juz’) dari matbu’ yang tidak dapat dipisahkan.4’

b. Menurut al-Zarkashi, tabi’ diidentifikasi  sebagai
sesuatu yang bersambung yang sangat sulit untuk
dipisahkan dengan matbu .14

Dengan demikian, makna yang dikehendaki
mengenai tabi’ adalah sesuatu yang tersambung dan
menjadi bagian dengan sesuatu yang diikuti dan sulit
untuk dipisahkan. Misalnya, janin yang ada dalam

147 Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, Sharh al-Qawa’id al-
Fighiyyah, Op.Cit., h. 144,

148 Badr al-Din al-Zarkashi, al-Manthur fi al Qawa id, (Kuwait:
Wizarah al-Awqaf wa Shu’un al-Islamiyyah), jilid I, h. 238.
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kandungan merupakan sesuatu yang tersambung dan
menjadi bagian dari induknya. Oleh karenanya hukum
penyembelihan janin hewan yang masih dalam
kandungan mengikuti hukum penyembelihan
induknya.'*® Begitu juga pohon merupakan sesuatu yang
tersambung dan menjadi bagian dari tanah.**

al-tabi’ dapat  diidentifikasi  sebagai  sesuatu
terpisah dengan matbu’, tetapi keterpisahan tersebut tidak
menghilangkan Kkriteria tersambung (ittishal) yang telah
menjadi identitasnya.’>! Misalnya, hewan piaraan dan
harta yang dimiliki seseorang secara lahiriah terpisah
dengan pemiliknya. Terpisah secara lahiriyah itu tidak
menghilangkan  ketersambungan akibat dari hak
kepemilikannya, sehingga hukum hewan piaraan dan
harta tersebut hukumnya mengikuti pemiliknya.

Dari identifikasi dan penjelasan di atas,
maka fabi’ merupakan sesuatu yang menjadi bagian atau
akibat yang ditimbulkan sehingga sangat wajar
jika rabi’ tidak dapat berdiri sendiri, atau memiliki
ketetapan hukum tersendiri yang tidak terikat dan tidak

149 |bid.
150 Ahmad bin Muhammad al-Zarga, Op.Cit. h. 144.
151 Badr al-Din al-Zarkashi, al-Manthur, jilid 1, h. 239.
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terkait dengan hukum sesuatu yang diikuti.'>> Makna itu
berimplikasi pada kemunculan gqaidah turunan yang
berbunyi: 153 &41L 358 ¥ 4 L8 (Sesuatu yang mengikuti
tidak dapat berdiri sendiri secara hukum). Yaitu bahwa
yang mengikuti tidak dapat memiliki hukum yang berdiri
sendiri. Misalnya, Menjual anak hewan yang masih
dalam kandungan, tanpa menjual induknya adalah bathal,
karena anak hewan yang masih dalam kandungan
mengikuti induknya. Terdapat redaksi lain yang berkaitan
dengan Qaidah ini dengan pengertian yang sama,
yakni Y&l & Y L G Gy (sesuatu yang tetap karena
menjadi pengikut, maka tidak dapat ditetapkan secara
mandiri).”® Selain ~ itu,  dalam al-Majallah  al-
‘Adliyyah pasal 48 beserta kitab syarahnya terdapat
gaidah yang maknanya sama tetapi redaksinya berbeda,
yakni “&al 358 ¥ &8P (Perkara yang mengikuti tidak
dapat ditetapkan hukumnya secara mandiri).’>> Berbagai
redaksi yang berbeda tersebut pada dasarnya memiliki
satu makna yang dikehendaki, yakni sesuatu yang

152 Abu al-Fayd Muhammad Yasin bin ‘Isa al-Fadni, al-Fawa’d
al-Janiyyah,(Beirut, Dar al-Fikr, 1997, h. 380., al-Suyuthi, al-
Ashbah, h.117., Ali Haydar, Durar al-Hukkam Sharh Majallat al-
hkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyabh, tt., juz I, h. 47.

158 al-Suyuthi, Op.Cit., h.117.

154 Riyad bin Mansur al-Khulayfi, al-Minhaj fi Qawa’id al-
Fighiyyah, (Maktabah Shamelah), juz I, h. 11.

155 Ali Haydar, Durar al-Hukkam, j I, h. 47.
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diidentifikasi sebagai pengikut (sesuatu yang mengikuti)
tidak dapat memiliki ketetapan hukum tersendiri yang
tidak terikat dan tidak terkait dengan hukum sesuatu yang
diikuti.

Diantara gaidah turunan lagi:1%¢ 1 il hits o8
gaﬁﬂ\ (Sesuatu yang mengikuti dinyatakan gugur dengan
gugurnya yang diikuti). Semua ulama sepakat dalam
penggunaan gaidah ini sekalipun terdapat redaksi yang
berbeda dengan pengertian yang sama, diantaranya
menurut al-Zarga: g &) hiu Jda¥) i 13157 Misalnya,
Apabila seseorang dibebaskan dari utang, maka
dibebaskan pula orang (pihak ketiga) yang menanggung
utang dari piutang.

Qaidah tersebut di atas, juga menurunkan gaidah
yang berbunyi:gﬁﬂ\ S 4% ¥ LA (sesuatu yang
mengikuti tidak boleh mendahului sesuatu yang
diikuti).!*® Qaidah ini menandaskan bahwa yang menjadi
panutan senantiasa harus di  dahulukandan
diprioritaskan, sedangkan pengikut harus harus
setelahnya. Aplikasi gaidah ini sangat banyak dalam
kitab figh yang ada, di antaranya hukum utang piutang
dengan syarat gadai diperbolehkan dengan syarat dalam

156 1bnu Nujaym al-Hanafi, al-Ashbah wa al-Nazhair, Op.Cit. , h.
121. dan al-Suyuthi, al-Ashbah wa al-Nazhair, h..118

157 al-Zarqa, Op.Cit., h. 149.

1%8 al-Suyuthi, Op.Cit, h.119
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pengucapan akad harus mendahulukan lafazh utang
piutang dan mengakhirkan lafazh gadai. Karena
persyaratan gadai merupakan tabi’ dari utang piutang.*>®

Qaidah turunannya adalah ;160 «xid 41 (& & 3
(sesuatu yang mengikuti tidak memiliki pengikut).
Artinya bahwa sesuatu yang menjadi pengikut tidak
dapat dijadikan sebagai sesuatu yang diikuti.

2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah:

@u sl
Pengikut itu mengikuti

a. Hukum barang yang menjadi jaminan hutang
merupakan fabi’ dari hutang, oleh karenanya jika si
pemberi hutang meredhakan hutang itu, maka
jaminan tersebut ikut gugur dan harus dikembalikan
pada orang yang berhutang.

b. Dalam perjanjian jual beli ada ketentuan,
bahwasanya termasuk dalam penjualan dengan
tanpa penyebutan barang yang turut serta dalam
barang yang dijual itu, baik karena hubungannya
dalam gambaran yang tetap seperti kunci yang
terpaku dalam jual beli rumah atau karena
keadaannya menurut hukum termasuk bagian

159 Ibid. h.120.
160 a1-Suyuthi, Op.Cit., h.237.
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daripadanya seperti hak lalu lintas, dan semua hak-
hak di dalamnya. Seseorang membeli sebuah rumah
maka ia memiliki juga jalan yang menghubungkan
ke rumah itu.

ketika kesepakatan aman (damai) antara muslim
dengan non muslim terjadi, maka wanita dan anak
kecil merupakan tabi’ dari laki-laki sebagai pelaku
akad aman.
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Qaidah

18

4G CANS IS a0 £ 5

Izm yang datang kemudian sama kedudukan
hukumnya dengan perwakilan yang telah
dilakukan lebih dahulu

1. Dasar Qaidah :
a. Dalil Al-Qur’an :
1) Al-Qur’an pada surah al_kahfi ayat 19:

R oagde JE 08 aiin 1l blia QUK

\}xuem
Hmmg;\?s,\;ueyumj\uym
@\Mmm\ S o3 ?sm;?sh\ \yuu
¥ Gkl 465 eS.'Lds Lk &5

\.A;\es.\uﬂa
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2)

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka
agar mereka saling bertanya di antara
mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di
antara mereka: "Sudah berapa lamakah
kamu berada (di sini?)". Mereka menjawab:
"Kita berada (di sini) sehari atau setengah
hari”. Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu
lebih mengetahui berapa lamanya kamu
berada (di sini). Maka suruhlah salah
seorang di antara kamu pergi ke kota dengan
membawa uang perakmu ini, dan hendaklah
dia lihat manakah makanan yang lebih baik,
maka hendaklah dia membawa makanan itu
untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah
lembut dan janganlah sekali-kali
menceritakan keadaan (hal) kamu kepada
seseorangpun.

Al-Qur’an pada surah al Nisa ayat 35:

u&j&\wu&\wbwdmeﬂ;u\j
A &) Ll ) Gag WSl 1350 o) lal 6a
/ / a8
Dan jika  kamu khawatir/kan ada
persengketaan antara keduanya, maka
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kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-
laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya
Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal.
b. Hadis Rasulullah SAW.:
1) Hadis rlwayat al-Baihaqy dari Jabir ra.:

uJJ\ dts«_amwm\ A.L\\ J.\c UJ)JLAL)C

alu g 4l Au\GLA‘ﬁ_\.d\ g_mts)m‘_g\ Oﬁj\
‘).u;‘ﬁj\cj‘);j\ud‘)\@\ t—\h}‘\-\lﬁ&—\aﬁl&uﬁ
)wwmédﬁ‘_ééjuy\ \Jj »: (lad
161@:»5
Dari Jabir bin Abdullah ra. berkata: Aku
keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang
kepada Rasulullah SAW. maka beliau
bersabda: Bila kamu datang pada wakilku di
Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasag.
2) Hadis riwayat Muslim dari Jabir ra.:

161 Al-Baihagi, Op.Cit., juz 6, h. 80
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b - @J‘u‘--‘m&“smj A Ges
e iy Gy B AT - esujus‘m\

162 u_c.l_d\ C\_,q_,
Dari Jabir ra. :Nabi SAW. menyembelih
kurban sebanyak 63 ekor hewan dan Ali ra.
disuruh menyembelih hewan kurban yang
belum disembelih.

Qaidah muamalah tersebut di atas, adalah pada
dasarnya tidak boleh men-tasharruf-kan harta atau hak
orang lain tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu,
apabila ada orang yang bertindak seperti demikian, maka
tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum Islam dan
sekaligus hukum dari tindakan itu tidak berlaku bagi si
pemilik harta atau hak tersebut, kecuali apabila kemudian
pemiliknya mengizinkannya.

Dalam masalah penunjukkan wakil untuk men-
tasharruf-kan suatu harta atau hak, maka orang yang
diberi kekuasaan untuk mentasharrufkan harta itu harus
sesuai dengan batas-batas yang diberikan oleh orang yang
memberikan kekuasaan perwakilan itu, apabila wakil
dalam mentasharrufkan itu melampaui batas wewenang
yang diberikan kepadanya, maka pentasharrufan wakil itu
tidak dibenarkan. Hukum pentasharrufan yang melampaui

182 |bnu Hajar al-Asgalani, Bulughul Maram, juz 1, h. 430.
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batas wewenang itu, tidak berlaku bagi orang yang
mewakilkan, kecuali apabila ia mengizinkannya. Tetapi
apabila pemberian izin yang datang kemudian ini
mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan
pemberian izin kepada perwakilan yang datang
sebelumnya. Seseorang memberi izin dalam melakukan
muamalah kepada seseorang, berarti seseorang itu telah
mewakilkan kepada seseorang untuk melakukan transaksi
muamalah, baik ia sebagai penjual maupun pembeli, atau
perbuatan muamalah lainnya.

Dalam figh muamalah, perwakilan diambil dari
kata al-Wakalah atau al-Wikalah, artinya penyerahan,
pendelegasian, atau pemberian mandat. Sedangkan
menurut istilah:

A G2 80 Jadld (AR) Codh of Ak
Wakil yaitu seseorang menggantikan (menempati)
tempat yang lain dalam hak dan kewajiban, dia
yang mengelola pada posisi itu.

Sedangkan pengertian yang diberikan oleh ulama Hanafi,

yaitu:

163 Abd al-Rahman al-Jaziry, Al-Figh ala Madzahib al-
Arba’ah, juz 3 t.tp. 1969, h. 70
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Wakil yaitu seseorang menempati diri orang lain

dalam tasharruf (pengelolaan)

Ulama Syafi’iyah memberikan pengertian :

Ol a0 e ) L Gl (a3 0 3 Jle (A NS
/ 165, 3L

Wakil yaitu suatu ibarah seorang menyerahkan

sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika

hidupnya.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka
dapat dipahami bahwa wakil itu yaitu penyerahan dari
seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu,
perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih
hidup.

Seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk
menjual sesuatu dengan tidak adanya ikatan harga
tertentu, pembayarannya secara kontan atau cicilan, maka
wakil (orang yg mewakili) tidak boleh menjualnya
dengan semaunya saja. Dia harus menjual sesuai dengan
harga pada umumnya waktu itu sehingga dapat dihindari
kecurangan, kecuali bila penjual tersebut mendapat izin
dari orang yang mewakilkan.

164 1bid.
165 1bid.
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Maksud mewakilkan secara mutlag bukan berarti
seorang wakil dapat bertindak semena-mena, tetapi
maksudnya dia berbuat untuk melakukan jual beli yang
dikenal para pengusaha (pedagang) dan untuk hal yang
lebih bermanfaat bagi yang mewakilkan. Tetapi Abu
Hanifah berpendapat, bahwa wakil tersebut boleh
menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri, kontan
atau cicilan, seperti harga biasa atau tidak.

Adapun perwakilan secara qayyid (bersifat
terikat), wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang
telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. la tidak
dibenarkan menyalahinya, kecuali kepada yang lebih
baik buat orang yang mewakilkan. Apabila dalam
persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual
dengan harga Rp. 10.000,- kemudian dijual dengan harga
yang lebih tinggi, misalnya Rp. 12.000,- atau akad
ditentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan cicilan,
kemudian barang itu dijual secara tunai, maka penjualan
itu masih sah menurut Hanafi. Tetapi apabila yang
mewakili menyalahi persyaratan yang telah disepakati
ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan
pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut bathil
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menurut Syafi’i, sedangkan menurut Hanafi tindakan itu
tergantung pada keredhaan (izin) orang yang
mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya,
maka menjadi sah, apabila tidak meridhainya, maka
menjadi tidak sah.

Menurut Malik bahwa wakil mempunyai hak
(boleh) membeli  benda-benda yang diwakilkan
kepadanya, Misalnya Umar mewakilkan Ali untuk
menjual seekor sapi, maka Ali boleh membeli sapi
tersebut meskipun dia telah menjadi wakil dari penjual.
Sementara Hanafi dan Syafi’i serta Ahmad, wakil itu
tidak boleh bertindak sebagai pembeli, karena menjadi
pembeli sebagai tabiat manusia, bahwa wakil tersebut
ingin membeli sesuatu untuk kepentingannya dengan
harga yang lebih murah, sedangkan tujuan orang yang
memberikan ~ kuasa  bersungguh-sungguh  untuk
mendapatkan tambahan. Kecuali kalau harga sebagaiman
umumnya atau lebih. 1%

Apabila seorang wakil untuk menjual suatu
barang dengan harga yang ditentukan seperti Rp.
25.000,- kemudian barang tersebut dijualnya Rp. 30.000,-
dengan laba Rp.5.000,- maka keuntungan itu menjadi hak
pemilik barang. Sebagaimana dalam kitab al-Mahalli ala
al-Minhaj juz 1l bab jual beli, begitu pula dalam kitab

166 Hendi Suhendi, Op.Cit. h. 236-237.
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Ghayatu al-Bayan ala syarh Zabad bnu Ruslan oleh
Muhammad bin Ahmad al- Ramli al-Anshary:

C}AJU\\J\L@_\L:JJJ.\U\‘GJJBM AMLM@JUUU
7., 453 36 a3l g el

Seandainya pemilik barang berkata kepada
(wakilnya/pesuruhnya)” juallah barang tersebut
seharga seratus”, maka ia tidak boleh
menjualnya kurang dari seratus, kecuali bila
sipemilik barang tersebut dengan jelas melarang
lebih dari seratus, maka ia tidak boleh
menjualnya lebih dari padanya.

Dikatakan oleh Sulaiman bin Umar dalam kitab
Khasyiyah al-Bajairimi ‘ala syarah minhaju al- Thulab
G\JJQJBUAMJLL\;\UA\)JAS@JLA&@A\ .A;}.\“\_\A}
amm;aﬁjuﬂj@m«mwdaum &Lm
e PP o o)sjdﬂ\ o 4l «ijlumsl\
L $) e Lo LYl A S VR L

167 Muhammad bin Ahmad al- Ramli al-Anshary, Ghayatu
al-Bayan ala syarh Zabad bnu Ruslan, Beirut, Dar al-Ma’rifah, juz 1
t.th. h. 209.
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Dengan demikian, maka dapat dimengerti
terlarangnya kasus yang banyak terjadi tentang
usaha seseorang yang cerdik untuk membeli
sesuatu barang, kemudian dengan kecerdikan dan
pengetahuannya ia bisa membeli barang tersebut
dengan harga yang lebih murah dari harga yang
telah ditentukan oleh muwakkil dan mengambil
kelebihan dari harga sepenuhnya untuk dirinya
sendiri dengan alasan, bahwa yang demikian itu
berkat kecerdikannya dan bahwa ia telah
memperoleh mandat selama waktu yang
memungkinkannya untuk berusaha, maka ia harus
mengembalikan  kelebihan tersebut kepada
sipemilik uang yang menyuruhnya.

Maka seseorang yang menjadi wakil dari orang
yang mewakilkan, ia tidak dibenarkan menyalahi dari
ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perwakilan.
Tetapi wakil bertindak tidak sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang disepakati dan ternyata pemberi wakil
memberikan izin dan meridhainya, maka tindakan wakil

1%8gulaiman bin Umar bin Muhammad, Khasyiyah al-
Bajairimi ala syarh minhaj al-Thulab, Turki, Maktabah al-Islamiyah,
juz 2, t.th., h. 442,
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tersebut adalah sah, karena izin yang datang kemudian
sama kedudukan hukumnya dengan perwakilan yang
telah dilakukan lebih dahulu. Karenanya, maka
waspadalah karena hal seperti ini banyak terjadi.

Perizinan dalam qaidah tersebut hanya untuk
muamalah, tidak dapat berlaku pada masalah
perkawinan, dan lainnya, karena dalam masalah
perkawinan orang yang mewakili tidak sah melakukan
tindakan diluar dari ketentuan yang ditentukan sewaktu
akad, misalnya orang yang mewakili wali nikah untuk
menikahkan anak gadis dengan seorang laki-laki,
ternyata orang tersebut bertindak bukan saja sebagai
ganti wali dalam akad nikah, tetapi sebagai seorang laki-
laki yang mnerima akad nikah. Karena orang yang
melakukan akad berarrti bertindak ada penyerahan dan
ada penerimaan, dalam akad nikah tidak mungkin terjadi
demikian.

2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah:
AL a8 IS 28D 35y
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Izin yang datang kemudian sama kedudukan
hukumnya dengan perwakilan yang telah dilakukan
lebih dahulu

a. Apabila seseorang menjual harta orang lain
dengan tidak seizin pemiliknya, kemudian penjual
tersebut memberi tahukan kepada pemiliknya dan
selanjutnya pemilik harta itu mengizinkannya,
maka jual beli tersebut sah.

b. Apabila seseorang disurun membeli sesuatu
barang yang ditentukan, dan ternyata orang itu
uang dibelikan kepada barang yang lain, maka
pembelian tersebut tidak sah, terkecuali kalau
pembelian itu kemudian mendapat keridhaan dan
izin dari pemberi wakil tersebut, maka pembelian
dinyatakan sah.  Sebagaimana  keterangan
Syarwani dalam kitab ala Tukhfah: “Menurut
Syekh al-Zayady, seandainya ada orang berkata
pada orang lain “ambillah ini dan pakailah untuk
membeli  sesuatu”. Jika memang terdapat
indikator yang menunjukkan maksud yang
sebenarnya dari orang yang dimaksud, maka yang
disuruh harus membeli barang yang
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Qaidah

19

é}'\.ul\ e -::fj::-c_'\i..d\ d\) 13)
Apabila suatu penghalaﬁg telah hilang, maka

hukum yang dihalangi kembali
seperti semula

1. Dasar Qaidah :
a. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh
Baihaqy dari Ibn Umar ra:

Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah
dibeli selama tiga hari tiga malam.

b. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh
Baihaqy dari Ibn Umar :

169 Al-Baihaqy, Suna al-Kubra, Juz 5, h. 273.

278



Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum

berpisah.

Maksud dari gaidah fighiyyah tersebut di atas, adalah
apabila dalam suatu perbuatan disitu terdapat suatu
penghalang (=) sehingga tidak dapat terlaksana
menurut semestinya atau tidak dapat dilaksanakan sama
sekali. Tetapi jika penghalang itu telah hilang, maka
hukum suatu vyang terhalang tersebut, kembali
sebagaimana hukum semula.

Kata mani' secara etimologi berarti "penghalang
dari sesuatu". Secara terminologi, seperti dikemukakan
oleh Abdul Karim Zaidani, kata mani' berarti: Sesuatu
yang ditetapkan sebagai penghalang bagi adanya hukum
atau penghalang bagi hukum atau penghalang bagi
berfungsinya suatu sebab. Sebuah akad misalnya,
dianggap sah bilamana telah mencukupi syarat-syaratnya
dan akad yang sah itu mempunyai akibat hukum selama
tidak terdapat padanya suatu penghalang (mani’), tetapi
jika ada penghalang, maka dianggap tidak sah dan tidak
mempunyai akibat hukum.

Mani’ adalah sesuatu yang oleh syari’ diposisikan
sebagai pencegah/penghalang, jika mani’ ada maka

179 1bid, h. 269.
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hukum menjadi tidak ada dan sabab menjadi hilang atau
batal.

Suatu penghalang terkadang menjadi mani'
terhadap keberadaan sebab syar'i, bukan timbulnya
hukumnya, sebagaimana utang bagi orang yang memiliki
senisab harta zakat. Sesungguhnya utangnya itu
menghalangi terhadap keberadaan sebab bagi kewajiban
zakat atas dirinya, karena harta kekayaan orang yang
berutang seakan-akan bukanlah miliknya dengan suatu
pemilikan yang sempurna, memandang kepada hak-hak
orang-orang yang memberinya utang; dan karena
sesungguhnya pembebasan tanggunganya dari utang
pembebaninya lebih utama dari penyantunannya terhadap
para fakir miskin dengan zakatnnya. Pada hakekatnya,
hal ini merusak terhadap sesuatu yang persyaratanya
harus terpenuhi pada sebab syar'i. jadi ia termasuk sebab
ketiadaan pemenuhan syarat, bukan dari aspek adanya
mani't’?,

Para ulama membagi mani' menjadi lima macam:
1. Mani' yang menghalangi sahnya sebab hukum

seperti  menjual orang yang merdeka tidak
memperjual belikan orang yang merdeka karena
orang merdeka bukan termasuk barang yang boleh
diperjual belikan. Pada hal membeli menjadi sebab

11 Abd al-Wahab Khalaf,Op.cit. h. 175 — 176.
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hak milik dan kebolehan menguasai dan mengambil
manfaat dari barang yang dibeli.

. Mani' yang menjadi penghalang kesempurnaan sebab
lahirnya hukum bagi orang yang tidak ikut serta
melakukan perjanjian dan menjadi penghalang bagi
orang yang mengikat perjanjian. Seperti menjual
barang yang tidak miliknya, penjualan seperti ini
tidak sah karena terdapat mani' yakni barang yang
dijual adalah milik orang lain. Namun, apabila
pemilik barang yang dijual menyetujui penjualan itu
maka perjanjian itu menjadi sah.

. Mani' yang menjadi penghalang berlaku hukum
seperti khiyar syarat dari pihak penjual yang
menghalangi pembeli menggunakan haknya terhadap
barang yang dibelinya selama masa khiyar syarat
berlaku. Umpanya si A berkata si B bahwa barang
yang dijualnya kepada si B tidak boleh dipergukan
selama tiga hari karena si A masih berpikir-pikir lagi
pada masa yang ditetapkan itu dan kalau
pendiriannya berubah pada masa itu maka
penjualannya di batalkan. Sebelum syarat berakhir
pembeli haknya terhalang pada terhadap barang yang
dibelinya.
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4. Mani' yang menghalangi sempurna hukum seperti
Khiyar rukyah. Khiyar rukyah tidak menghalangi
lahirnya haknya milik namun hak milik itu dianggap
belum sempurna sebelum pembeli melihat barang
yang dibelinya sekalipun barang itu sudah ada di
tangan pembeli. Kalau pembeli sudah melihat barang
yang dibelinya ia boleh meneruskan pemblian
selama barang yang dibelinya cocok sifatnya dengan
apa yang tetapkan, tetapi dalam hal barang yang
dijualbelikan tidak cocok dengan persyaratkan
ditetapkan maka pembeli dapat membatalkan tanpa
menunggu persetuan penjual.

5. Mani' yang menghalangi berlakunya hukum, seperti
cacat, dan sebagainya. Si A sebagai pembeli suatu
barang belum tahu keadaan barang tersebut dia
berhak memilih antara meneruskan perjajian atau
mengembalikan barang yang dibelinya hanya haknya
mengembalikan tidak lebih dari tiga hari. Mani'
seperti yang diterangkan di atas bukan dimaksud
agar mukallaf berusaha untuk mencapainya atau
berusaha menolaknya. Orang yang telah memiliki
harta yang cukup nisabnya, tidak diperintahkan
mempergunakan hak itu agar tidak bekurang dari
jumlah nisab dan tentunya apabila kurang dari
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6. jumlah ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Dan
tidak pula di suruh mempergunakan harta itu agar
jumlah  nisabnya berkurang sehingga tidak
mengeluarkan zakat, tetapi mani' ini ditetapkan
syarat kalau secara kebetulan terdapat mani' maka
terhapuslah hukum atau sebab yang melahirkan
hukum.172

Ada pula yang membagi mani’ hanya kepada dua
bagian saja, yaitu: mani’ al-hukm (penghalang adanya
hukum), dan mani’ al-sabab (penghalang adanya
sebab).1”

1. Mani’ al-hukm: yakni sesuatu yang menjadi
pencegah adanya hukum, akan tetapi sebab dari
adanya hukum itu ada dan tidak terhalang. Mani’
membuat suatu hukum terhalangi untuk diterapkan
sepenuhnya, karena mani’ tersebut menyimpan
makna yang kabur dan menyimpan hikmah hukum,
artinya tujuan hukum tidak bisa diraba. Contohnya:
“status sebagai ayah” menjadi penghalang seseorang
dihukum qishash sekalipun dia telah membunuh
anak kandungnya secara sengaja dan sadar, dia
hanya dikenakan hukum vyang lebih rendah dari
gishash, yakni diyat. Hikmah dari hukum gishash

172 Uman Chaerul dkk, op.cit, h, 246-248
173 Al-Amidi, Juz 1, op.cit.h. 185.
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adalah  mencegah dan menghalangi tindak
pembunuhan, sedangkan sifat seorang ayah yang
penyayang, dan simpatik terhadap anaknya secara
tidak langsung telah menghalangi seorang ayah
untuk membunuh anaknya, oleh karena itu jika dia
tetap dijatuhi hukuman gishash karena membunuh
anaknya maka hal itu bertentangan dengan tujuan
dan hikmah diberlakukannya gishash. Seseorang
tidak akan membunuh anak kandungnya sendiri
dengan sengaja dan sadar kecuali pada keadaan
tertentu yang bisa menjadi alasan tidak
diberlakukannya gishash, oleh karena itu hal ini
menjadi pengecualian. Ayah adalah sebab adanya
kehidupan anak, oleh karena itu anak tidak bisa
menjadi sebab matinya ayahnya.}’* Sebagaimana
Hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas dari
Sulaiman bin Yasar:
o e G O BN P NE 5 G JA oY O
17540 43 ¥ Sad 008 43 o g ksl
Telah membunuh oleh Ibn Rajul dai Bani “Adzi,
maka datang ‘Adzy yang membunuh anaknya kepada
umar bin Khattab menuntut diyat atas pembunuhan

174 Abd al-Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Figh, Al-Azhar,
Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1968, h. 121.

175 Malik Bin Anas, al-Muaththa, Mesir, Dar al-lhya al-
Turabi al-Arabi, Juz 5, t.th. h. 1288.
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2.

anaknya. Maka berkata Umar tidak ada diyat
baginya.
Mani’ al-sabab: sesuatu yang mempengaruhi sabab;
membuat sabab tidak berlaku dan menghalangi
sabab untuk sampai pada musabbab karena mani’
tersebut mengandung pengertian yang bertentangan
dengan hikmah sabab, contoh: hutang yang
mengurangi kadar nishab harta pada masalah zakat.
Nishab adalah sabab wajibnya zakat, karena orang
yang memiliki harta dan sudah mencapai nishab
dianggap sebagai orang yang berkecukupan dan
mampu menolong orang lain yang membutuhkan.
Akan tetapi adanya hutang meniadakan makna
‘berkecukupan/kaya’ yang menjadi sabab wajib
zakat, karena orang yang memiliki harta yang
mencapai nishab zakat, tetapi dia memiliki hutang,
maka pada hakikatnya harta itu bukan miliknya, dia
tidak dianggap berkecukupan/kaya. Makna nishab
menjadi hilang sehingga tidak bisa menjadi sabab
wajibnya zakat, dengan demikian nishab tidak
menjadi sabab yang sampai pada musabbab-nya,
yakni kewajiban zakat.
Contoh lain adalah: ahli waris membunuh
pewarisnya. Sekalipun dia adalah ahli warisnya
(karena kekerabatan atau lainnya), dia terhalang
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menjadi ahli waris karena telah membunuh
pewarisnya, sehingga sabab (menjadi ahli
waris)tidak sampai pada musabbab-nya (mendapat
harta waris), hal ini karena mani’ (membunuh)
mengandung pengertian yang bertentangan dengan
asas kewarisan: bahwa ahli waris adalah pengganti
dari pewarisnya, dan antara ahli waris dan pewaris
ada ikatan perbantuan dan perwakilan yang abadi,
pengertian ini menjadi hilang jika terjadi pidana
pembunuhan. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW.
yang diriwayatkan oleh al-Darimy dari Ibnu Abbas
ra..

176@9}}@\@&&\ 5.1)3‘}.7
Pembunuh tidak mewarisi dari yang dibunuh.
Contoh lainnya adalah perbedaan agama dan negara,
keduanya adalah penghalang (mani’) sabab
(kewarisan). Sebagaimana Hadis Nabi yang
diriwayatkan oleh Bukhari dari Usamah bin Yazid
ra.

AN U PRI VA RO

176 Al-Darimy, Sunan al-Darimy, Beirut, Dar kitab al-Arabi,
Juz 2, 1407 H, h. 478.
177 Bukhari, Op.Cit.juz 6, h. 2484
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Orang muslim tidak bisa mewarisi (harta) orang
kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi (harta)
orang muslim.

Mani’ jika dilihat dari fungsinya sebagai
penghalang, maka tidak termasuk dalam Kkhitab
pembebanan hukum terhadap mukallaf. Syari’ tidak
bermaksud mengadakan atau meniadakan mani’, syari’
hanya menjelaskan bahwa jika ada mani’ maka suatu
hukum bisa terhalang dan batal, begitu pula sabab.
Sehingga dalam kasus zakat di atas, syari’ tidak
menuntut pemilik harta membayar hutang agar hartanya
mencapai satu nishab dan wajib membayar zakat,
demikian pula dia tidak dilarang berutang sehingga
kewajiban zakatnya gugur.

Mukallaf tidak boleh sengaja membuat mani’
agar terhindar dari hukum syariat karena termasuk dalam
hail (mencari-cari alasan untuk menghindari hukum),
syariat Islam telah melarang hail (helah) dan pelaku hail
berdosa. Misalnya: seseorang menghibahkan sebagian
harta kepada isterinya agar pada saat haul hartanya tidak
mencapai nisab zakat, kemudian setelah haul dia
meminta isterinya untuk mengembalikannya agar
terhindar dari kewajiban zakat.

Mani’ dalam muamalah misalnya, jual beli yang
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ditetapkan adanya khiyar. Kata khiyar berasal dari bahasa
arab yang berarti pilihan atau mencari kebaikan dari dua
perkara dalam hal ini meliputi melanjutkan atau
membatalkan,secara terminologi para ulama figh
mendefenisikan khiyar dengan )

alad) sl sallelad GEHalSLED o K5 ¢

Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak

yang melaksanakan transaksi untuk

melansungkan atau membatalkan transaksi yang
disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing
pihak yang melakukan transaksi.

Hak khiyar ditetapkan syariat islam bagi orang-
orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan
dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga
kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi
tercapaidengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut
ulama figh adalah disyari’atkan atau dibolehkan karena
suatu keperluan yang mendesak dalam
mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak
yang melakukan transaksi.!"®

18Nasrun Haroen, Figh Muamalah. Jakarta, Gaya Media
Pratama, 2007, h. 129
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Dalam jula beli para ulama membagi khiyar itu
kepada beberapa macam:
1. Khiyar Majlis

Khiyar majlis yaitu hak pilih bagi kedua belah
pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama
keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum
berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap
sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad
telah terpisah badan atau salah seorang diantara mereka
telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.
Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi
yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang
melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa
menyewa. Khiyar majlis menurut pengertian ulama figh
adalah

17935;.!\ wjbl_ms PY\ uu;\ Al Lymu La)s.u ?l
Hak bagi semua pihak yang melakukan akad
untuk membatalkan akad selagi masih berada di
tempat dan kedua pihak belum berpisah.
Keduanya saling memilih sehingga muncul
kelaziman dalam akad.
Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW
lBOj)ii «5_1/;\.,.4; Laa A< a};,gj\ (Lt (—jt.A J\_:\;lh u\a_jﬂi

179 Wahbah al-Zuhaily, al-Figh Islam wa adillatuhu,
Damsiq, Dar Fikr, juz 4, t.th. h. 603.
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Jual beli itu dengan bebas memilih selagi
keduanya belum berpisah atau penjual berkata
kepada pembeli : Pilihlah.,

Bagi tiap-tiap pihak dari kedua pihak ini
mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan
selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam
kaitan pengertian berpisah dinilai sesuai dengan situasi
dan kondisinya. Pendapat yang dianggap rajih, bahwa
yang dimaksud berpisah sesuai dengan adat kebiasaan
setempat dimana jual beli itu berlansung. Dasar hukum
adanya khiyar majlis adalah Hadis Rasulullah SAW.
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu
Umar ra. :

o, B5a5 alle ATl Ugla aal 5 S0 (DA 513
Apabila dua orang malakukan akad jual beli,
maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih,
selama keduanya belum berpisah badan
Menurut Sayid Sabiq, bahwa : hiyar majlis itu

beralasan baik dalam jual beli, shulh (perjanjian damai),
hiwalah (tukar-menukar) maupun ijarah (sewa-menyewa)
dan semua jenis akad pertukaran yang lazim dalam
urusan harta,82

180 Bukhari, Op.Cit.juz 2 h. 742
181 Muhammad bin Futuh al-Humaidy, Op.Cit., juz 2, h. 162

1825ayyid  Sabig, Figh Sunnah Jilid 12, Bandung, PT.
Alma’arif, 1987, h. 107
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2. Khiyar at-Ta yin

Yang dimaksud dengan khiyar ta’yin yaitu hak
pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang
berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya adalah
dalam pembelian barang yang mempunyai perbedaan
kualitas, jadi dalam hal ini pembeli tidak mengetahui
mana yang kualitas bagus dan kualitas sedang. Khiyar
seperti ini menurut ulama Hanafiyah adalah boleh,
dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda
kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui
secara pasti olen pembeli, sehingga ia memerlukan
bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan
agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya,
maka khiyar ta’yin dibolehkan.

Akan tetapi jumhur ulama figh tidak menerima
keabsahan khiyar ta’yin yang dikemukakan oleh ulama
Hanafiyah. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada
ketentuan bahwa yang diperdagangkan harus jelas, baik
kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan khiyar
ta’yin, menurut mereka kelihatan bahwa identitas barang
yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia
termasuk ke dalam jual beli al ma’dum (tidak jelas
identitasnya) yang dilarang syara’.
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Ulama hanafiyah mengemukakan tiga syarat
untuk sahnya khiyar ta’yin, yaitu :

a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang
berbeda kualitas dan sifatnya.

Barang itu berbeda sifat dan nilainya.

c. Tenggang waktu untuk khiyar ta’yin ini harus
ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah tidak lebih
dari tiga hari.

Khiyar ta’yin hanya berlaku untuk transaksi yang
bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan
mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.'®3
3. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi
salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi
orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli
selama masih  dalam tenggang waktu yang
ditentukan. Misalnya pembeli mengatakan “saya beli
barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak
memilih antara meneruskan atau membatalkan akad
selama satu minggu” Khiyar syarat menurut pengertian
ulama figh adalah )
shal) a8 Gl 0 5 LGl psladl 2y 658 ¢

/ 1845\_; )L; };32 Uj; {\_)Lm.a\}]

183 Nasrun Haroen, Op Cit, h. 132
183Rachmad  Syafe’i, Figh  Muamalah, Bandung, CV
Pustaka Setia, 2001, h. 103



Suatu keadaan yang membolahkan salah seorang
yang akad atau masing-masing yang akad atau
selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas
pembatalan atau penetapan akad selama waktu
yang ditentukan.

Para fukaha sepakat mengatakan, bahwa khiyar
syarat itu dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara
hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin
terjadi dari pihak penjual. Tenggang waktu dalam khiyar
syarat menurut jumhur ulama figh harus jelas. Apabila
tenggang waktu khiyar tidak jelas atau selamanya maka
khiyar tidak sah. Para ulama berbeda pendapat mengenai
lamanya waktu khiyar syarat. Menurut Abu Hanifah,
Zubair ibn Huzail, pakar figh Hanafi dan Syafi’i
tenggang waktu dalam khiyar syarat tidak lebih dari tiga
hari. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW vyang
diriwayatkan oleh al-Baihaqy: Sabda Rasulullah SAW :

s 31 45506 sl
khiyar adalah tiga hari. ;

Ketentuan tenggang waktu tiga ini ditentukan
syara’ untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu

185 Al-Baihagy, Op.Cit. juz.5. h. 274
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tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan
tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum
dalam syara’ bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai
hukum pengecualian, tidak boleh ditambah dan dikurangi
atau diubah. Dengan demikian, apabila tenggang waktu
yang ditentukan itu melebihi dari waktu yang ditentukan
Hadis diatas, maka akad jual belinya dianggap batal.
Khiyar syarat dapat gugur dengan tiga cara:

a. Pengguguran jelas (sharih) Pengguguran sharih
adalah pengguguran oleh orang yang berkhiyar.

b. Pengguguran dilalah. Pengguguran dengan dilalah
adalah adanya tasharruf (beraktivitas pada barang)
dari pelaku khiyar.

c. Pengguguran mudharat Pengguguran ini terdapat
dalam beberapa keaadaan, anatara lain:

1) Habis waktu

2) Kematian orang yang memberikan syarat.
Dalam hal ini ulama berbada pendapat, antara
lain

a) Menurut ulama Hanafiyah, khiyar syarat
tidak dapat diwariskan, tetapi gugur dengan
meninggalnya orang yang memberikan
syarat.

b) Menurut ulama Hanabilah, khiyar batal
dengan meninggalnya orang yang
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memberikan  syarat, kecuali jika ia

memberikan amanah dan kepercayaan untuk

membatalkannya, dalam hal ini khiyar
menjadi hak ahli waris.

c) Ulama Syafi’iyyah dan Malikiyyah
berpendapat, bahwa khiyar menjadi hak
ahli waris. Khiyar tidak gugur dengan
meninggalnya seseorang yang memberi
syarat.

3) Hilang akal disebabkan gila, mabuk atau hal
lainnya

4) Barang rusak ketika masih khiyar. Dalam hal
ini terdapat beberapa masalah dimana barang
tersebut rusaknya

a) Jika rusak masih ditangan penjual makan
batallah jual beli daan khiyarpun gugur

b) Jika barang sudah pada tangan pembeli,
jual beli batal jika khiyar berasal dari
penjual, akan tetapi pembeli harus
menggantinya. Jika kiyar berasal dari
pembeli maka jual beli menjadi lazim dan
khiyar pun gugur.8®

4. Khiyar ‘Aib

186 Rachmad Syafe’i, Op Cit, h. 108-111

294



Khiyar ‘aib yaitu hak untuk membatalkan atau
melanjutkan jual beli bagi kedua belah pihak yang
berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang
diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya
ketika akad berlangsung. Misalnya seseorang membeli
telur ayam satu kilogram kemudian satu butir diantaranya
sudah busuk hal ini sebelumnya belum diketahui baik
bagi penjual atau pembeli. Menurut ulama figh khiyar
‘aib itu adalah
S50 eeliadlf el pld 3 Al i) 1Y 038

shall &5 e alla & 415 ol aal 3 e

Keadaan yang membolehkan salah seorang yang

akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau

menjadikannya ketika ditemukan ‘aib (kecacatan)
dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar
vang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.”
Dasar hukum khiyar ‘aib ini diantaranya adalah Hadis
Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari
Abu Hurairah r.a.: Sabda Rasulullah saw, yang berbunyl
ujwm\w&bMJMYM\P\M\
174 4355 ‘){\ Cue
Sesama muslim itu bersaudara; tidak halal bagi seorang
muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal

187 Ibnu Majah, Op.Cit., juz 2, h. 755.
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pada baraang terdapat ‘aib kecuali dijelaskan terlebih
dahulu.

Khiyar “aib ini, berlaku sejak diketahuinya cacat
pada barang yang diperjual belikan walaupun akad sudah
berlansung cukup lama dan dapat diwarisi oleh ahli waris
pemilik hak khiyar.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah bahwa
membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah
ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara lansung.
Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah
bahwa pembatalan akad harus dilakukan sewaktu
diketahuinya cacat.

Adapun syarat-syarat berlakunya khiyar ‘aib
menurut ulama setelah diketahui ada cacat pada barang
itu adalah :

a. Cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad
tetapi belum serah terima barang dan harga atau
cacat itu merupakan cacat lama.

b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang
itu ada cacat ketika akad berlansung.

c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang tidak
mengisyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak
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d.

boleh dikembalikan, menurut ulama Hanafiyah.
Sedangkan = menurut  ulama  Syafi’iyah,
Malikiyah dan salah satu riwayat dari Hanabilah
bahwa seorang penjual tidak sah meminta
dibebaskan kepada pembeli kalau ditemukan
‘aib.

Cacat pada barang tidak hilang sampai
dilakukan pembatalan akad.

Pengembalian barang atau benda yang cacat

terhalang disebabkan oleh beberapa hal :

a.

d.

Pemilik hak khiyar ridha dengan cacat yang ada
pada barang atau harta, baik keridhaan itu
ditunjukkan dengan jelas maupun tidak.

Hak khiyar itu digugurkan oleh yang
memilikinya.

Benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang
atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan
pemilik hak khiyar atau barang tersebut telah
berubah total ditangan pemilik hak khiyar.
Terjadi penambahan materi barang itu ditangan
pemilik hak khiyar, seperti pembelian tanah dan
kemudian diatasnya sudah dibangun rumah.

5. Khiyar Ru’yah

Yang dimaksud dengan khiyar ru’yah yaitu hak

pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal
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jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek
yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur
ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah,
Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan bahwa khiyar
ru’'yah disyariatkan dalam Islam berdasarkan Hadis Nabi
SAW vyang diriwayatkan oleh al-Baihaqy dari Abu
Hurairah ra.:

188515130 sl a8 653 A1 Ui 75 (ha

Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat,

maka ia berhak khiyar apabila telah melihat

barang itu.

Akad seperti ini, boleh terjadi disebabkan obyek
yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya
akad atau tersimpan dalam sesuatu yang menjadi
penghalang bagi pembeli untuk melihat langsung. Dan
Khiyar ini berlaku sejak pembeli melihat barang yang
akan dibeli.

Akan tetapi ulama Syafi’iyah, dalam gawul jadid
menyatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah,
baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun
tidak. Oleh sebab itu khiyar ru’yah tidak berlaku, karena
akad mengandung unsur penipuan yang membawa
kepada perselisihan.

188 Al-Baihagi, Op.Cit. juz 5, h. 268.
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Berdasarkan gaidah fighiyyah muamalah tersebut
di atas, maka Apabila suatu penghalang telah hilang,
sebagaimana dijelaskan di atas maka hukum yang
dihalangi kembali seperti semula. Oleh karena itu, dalam
jual beli selama ada penghalang-penghalang tentang
sahnya jual beli, maka jual beli tidak dapat dilakukan,
tetapi apabila penghalang-penghalang itu telah tiada,
maka jual beli dapat dilakukan dan dinyatakan sah.
2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah:
¢ siadll 3 Aol U135 1)
Apabila suatu penghalang telah hflang, maka
hukum yang dihalangi kembali seperti semula
a. Dalam jual beli terjadi khiyar ‘aib pada jual beli
hewan, di mana setelah hewan diserah terimakan
kepada sipembeli, kemudian diketahui bahwa
hewan tersebut sakit. Yang demikian itu dapat
mengakibatkan batalnya akad jual beli itu. Akan
tetapi ketika sakit tersebut telah sembuh
sebelum akad jual beli dibatalkan, maka akad
jual beli tersebut tetap berlaku seperti semula,
karena yang menghalangi sahnya jual beli telah
hilang.
b. Apabila pada barang yang diperjual belikan itu
terjadi ‘aib dua kali. Yaitu ‘aib pertama dan
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yang kedua maka ‘aib yang kedua itu menjadi
penghalang bagi pembeli untuk mengembalikan
barangnya kepada sipenjual, karena ‘aib yang
pertama, tetapi apabila ‘aib yang kedua itu telah
hilangy maka ia berhak mengembalikan
barangnya itu karena ‘aib yang pertama itu.
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Qaidah

20
¢l Ladl (Jla¥) il 13

Apabila gugur pokok, maka gugur
pula cabangnya

1. Dasar Qaidah :
a. Al-Qur’an pada surah al-Bagarah ayat 2?0:

O 1R A (a0 ) Sk 55Le 0 8
Dan jika (orang berhutang itu) dalam
kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia
berkelapangan. Menyedekahkan (sebagian atau
semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui.

b. Hadis Rasulullah SAW.
1) Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah
ra.:
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Aﬂ‘wﬂduﬂ‘“—’ﬁw‘*—*ﬁwfuf—umw
G Dhd Gas Al e)—“—‘)su-"‘*-‘ﬁ“-“‘—
1895):‘}[U1.uﬂ\&4.ﬂ9 A.n\).»..uw

Siapa yang membebaskan orang dari
kedukaan  dunia, maka  Alldah  akan
membebaskan kedukaannya di akhirat.
Siapa yang memberikan kemudahan kepada
seseorang dalam kesulitan, maka Alléh
akan memberikan kemudahan kepadanya di
dunia dan akhirat.
2) Hadis riwayat oleh Bukhari dari Abu
Hurairah ra.:
G 8 1 jeie s 136 N (8 el 68
B 53l e S5aE ¢ @ Oa A 150 5ad
;—."’é
Ada seorang pedagang yang memberikan
utang kepada manusia. Jika dia melihat
seseorang kesulitan membayarnya, maka
dia mengatakan kepada pembantunya :
bebaskan ia, semoga Allah  SWT.
membebaskan (mengampuni dosa)
kita. Maka Allah pun mengampuni dosanya.

189 Muslim, Op.Cit.juz 8, h. 71
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Qaidah fighiyyah muamalah di atas maksudnya
adalah apabila hukum ashl (pokok) telah gugur dari
hukum, maka gugur pula sesuatu yang menjadi
cabangnya. Hukum pokok adalah hukum azimah, yaitu
hukum yang dibebankan kepada mukallaf yang berlaku
secara umum.

Secara istilah hukum azimah adalah hukum-
hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hamba-
Nya sejak semula. Maksudnya sejak semula
pensyariatannya tidak berubah dan berlaku untuk seluruh
umat, tempat dan masa tanpa kecuali.

Seluruh hukum taklifi termasuk dalam azimah
dan mukallaf di tuntut untuk melaksanakannyadengan
mengerahkan kemampuan untuk mencapai sasaran yang
dikehendaki hukum tersebut. Berdasarkan usaha itu
orang tersebut berhak mendapatkan balasan pahala jika
orang itu melaksanakannya.

Hukum azimah wajib dilakukan oleh semua
mukallaf, bagi mereka yang tidak dalam keadaan karena
hajat atau dharurat, baik dalam hal ibadah maupun
muamalah. Dalam hal muamalah hukum azimah bisa saja
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bebas dari tanggungan seseorang jika ia dibebaskan oleh
orang lain yang berkaitan dengan transaksi muamalah.
Misalnya seseorang yang menurut hukum azimah apabila
berutang kepada orang lain, maka ia wajib membayarnya,
tetapi apabila seseorang itu membebaskan atas utangnya,
maka ia tidak lagi berkewajiban membayar utang
tersebut.

Islam  menganjurkan kepada orang yang
dianugerahi kemampun oleh Allah agar membantu
saudaranya yang membutuhkan bantuan, baik dengan
memberikan zakat, shadagah, ataupun memberikan
pinjaman jika ada yang membutuhkannya. Rasulullah
SAW. memberikan kabar kepada orang-orang yang
membantu sesama melepaskan dari penderitaan, bahwa ia
akan mendapatkan janji Allah disebutkan dalam Hadis
Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim dari
Abu Hurairah ra.:

I e ) 55 et e 508 s A o5 0 X

553915

siapa membebaskan seorang muslim dari
kedukaan di dunia, maka Allah akan
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membebaskan dari kedukaan di akhirat. Dan
Siapa memberikan kemudahan kepada seseorang
dalam keadaan kesulitan, Allah memberikan
kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat.

Di antara cara memberikan kemudahan, misalnya

memberikan kemudahan dengan harta, bisa dengan
memberikan hutang (pinjaman), atau kemudahan dalam
pelunasan hutang, atau bahkan membebaskan orang lain
dari hutang. Sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur’an
pada surah al-Bagarah ayat 280:

& &0 BT O shhde S BokE shLe 53 (K )5

Dan jika (orang berhutang itu) dalam
kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia
berkelapangan. Dan memberikan sebagai
sedekah (sebagian atau semua utang) itu lebih
baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Begitu pula dalam Hadis Rasulullah SAW. yang

diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra.:

Ao 15583 Al 08 1 mits 515 198 Gl G413 D0 08

i ml Sylaf e Silad @ U]
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Ada seorang pedagang yang memberikan utang
kepada  manusia. Jika dia melihat  seseorang
kesulitan membayarnya, maka dia mengatakan
kepada pembantunya “bebaskan ia, semoga
Allah  membebaskan  (mengampuni  dosa)
kita”. Maka Allah pun mengampuni dosanya
Dalam perkara utang piutang, dibenarkan oleh
Islam, apabila utang itu dijaminkan oleh orang lain, baik
atas persetujuannya atau tidak. Jika utang itu dijaminkan
olen seseorang, maka yang berkewajiban membayar
utang adalah penjamin utang. Sebagaimana Hadis
Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim dari Salamah ra.:

L de W& e 4 & \u_m,@swwmug
Ja Jlab lgale a1l 3 5liay Gl 3) falus 4dle ) L)
& e o0iab Y 1516 Ui A58 68 JB Y 1 4le
’”"a;duwdmd»\dju,mjsusc;}\wuusd\
ég\)x.‘.du)uum)u\,mw;md@duw;um
oot 4553 e 5l Jpmy L adle Jiasalis o Qs alia

904_&._

10 Muhammad bin Futuh Al-Humaidi, Al-Jam’'u Baina
Shahihain Bukhari wa Muslim, Beirut, Dar al-Nasyr, juz 1, 2002, h.
366.
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Dari Salamah bin al-dkwa’ berkata, kami duduk
di samping Nabi SAW. ketika itu datanglah
jenazah, lalu orang berkata shalatkanlah ya
Rasul SAW atasnya, maka Rasul bertanya,
adakah utang atasnya, Mereka menjawab, tidak,
maka bertanya Rasul bertanya, adakah
meninggalkan sesuatu, mereka menjawab tidak,
maka shalatkanlah atasnya. Kemudian datang
jenazah yang lain, mereka berkata shalatkanlah
atasnya, Rasul bertanya, apakah dia ada
meninggalkan sesuatu, jawab mereka tidak ada,
Rasul  bertanya, apakah mereka ada
meninggalkan utang, mereka menjawab ada tiga
dinar, Rasul bersabda shalatlah kalian atas
kawan kalian. Abu Qatadah berkata shalatlah ya
Rasul atasnya, aku menjamin utangnya,
kemudian Rasul menshalatinya.

Apabila dalam utang piutang tersebut ternyata
utang telah membebaskan utang kepada

seseorang yang berutang kepadanya, maka bebas pula
bagi penjamin untuk membayarkan utangnya.
2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah:

¢ ) hil JaY) Lil 13)

Apabila gugur pokok, maka gugur pula cabangnya
a. Apabila seorang kreditur telah membebaskan segala
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utang kepada debitur, maka bebas pula tanggung
jawab penanggung utang (kafil) dari utang debitur
tersebut. Demikian pula gugur segala sesuatu yang
dijadikan jaminannya atas utangnya.

b. Apabila orang yang mewakilkan meninggal dunia,

maka perwakilan gugur apabila tidak berkaitan dengan
hak orang lain. seperti perwakilan terhadap utang
piutang, sewa menyewa, dan gadai.
Misalnya, saya wakilkan kepada kamu untuk menjual
sebuah mobil, kemudian ia meninggal dunia, maka
perwakilan itu batal. Tetapi kalau mobil itu terjual
maka perwakilan tetap berlanjut sampai selesainya
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Qaidah

21

“wo o BTRO8 M - e . 8 T502
eIV A i Ve elalll 8 iny
Bisa dimaafkan pada mengekalkan perbuatan

tetapi tidak dimaafkan pada permulaan
perbuatan

1. Dasar Qaidah :
1) Al-Qur’an
g. Qur’an surah al-Bagarah ayat 185 :
el 25 3050 95 5 28
Allah menghendaki kemudahan
bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu.
h. Qur’an surah al-A’raf ayat 157:
ol S ) RV 24 el 24 i
dan Allah membuang dari mereka beban-
beban dan belenggu-belenggu yang ada
pada mereka.
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I. Qur’an surah al-Hajj ayat 78:
g0~ Ge 0l b Kile B2 5
dan Dia sekali-kali tidak menjadikan
untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan.
2) Dasar Qaidah dari Hadis Rasulullah SAW,
antara lain:
c. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari
Abi Hurairah r.a.:
191_3_._.,_,” &_3;]\
Agama itu mudah
d. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari
Anas ra.:
192) 328 Y 5 15505 o) s Y5 1550
Mudahkanlah  olehmu dan jangan
mempersulit, gembirakanlah olehmu dan
jangan menakuti.
Qaidah fighiyyah muamalah tersebut di atas,
maksudnya adalah mengekalkan suatu perbuatan hukum,

dimungkinkan adanya kelonggaran, namun tidak
demikian halnya pada permulaan atau ketika

191 Muhammad Futh al-Humaidy, Op.cit. juz 3, h. 183
192 |bid, juz 2, 450.
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mewujudkan perbuatan itu. Yang demikian itu karena
mengekalkan lebih mudah dari pada memulai.

Dalam akad sewa menyewa misalnya, yang
mengandung adanya beberapa syarat, maka ketika dalam
berlakunya akad itu terasa ada keberatan pada salah satu
atau kedua belah pihak, maka dibolehkan untuk
membatalkan atau meringankan sebagian syarat-
syaratnya demi kelangsungan akad. Tetapi tidak
demikian halnya pada permulaan mengadakan akad,
maka syarat-syarat itu tidak dapat dibatalkan, sebab
dengan membatalkan syarat tersebut berarti akad tidak
ada. Oleh karena itu, seseorang yang mulai menyewa
sebuah toko, diwajibkan membayar uang muka
umpamanya, tetapi kalau hanya melanjutkan sewaannya,
maka bisa dibebaskan uang mukanya.

Begitu pula halnya bahwa pada suatu perkara
dimana ada suatu hal yang dianggap pokok dan ada pula
yang hanya merupakan pengikutnya saja, maka pada
yang pokok itu harus dipenuhi syarat-syaratnya.
Sebagaimana yang ditentukan oleh syariat. Tetapi
tidaklah halnya pada yang mengikuti, dimana dapat
dimaafkan atau dibolehkan adanya kekurangan atau
diberikan keringanan atau diberikan dari pada yang
semestinya. Oleh karena itu, dalam akad wakaf misalnya,
dimana pada benda yang akan diwakafkan itu disyaratkan
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sebagai benda tetap atau benda tidak bergerak, kecuali
apa yang telah dikenal seperti wakaf buku. Jadi apabila
syarat itu tidak dipenuhi, yakni wakaf dengan benda
bergerak, maka wakaf itu tidak sah. Lain halnya apabila
yang tidak dipenuhi itu pada pengikut benda yang tidak
bergerak itu terdapat kekurangan, tidak mempengaruhi
sahnya wakaf.
2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah :

£l A i) e ol b Dy

Bisa dimaafkan pada mengekalkan perbuatan tetapi

tidak dimaafkan pada permulaan perbuatan

a. Seseorang pembeli tidak boleh mewakilkan kepada
sipenjual dalam menerima barang yang dijualnya
itu, akan tetapi kalau sipembeli itu memberikan
kepada sipenjual supaya menimbang dan di situ ia
letakkan makanan yang dijualnya itu dan ia
melakukannya, maka itu adalah penerimaan dari
sipembeli tersebut.

b. Menurut Imam Hanafi, tidak sah wakaf dengan
barang bergerak seperti, sapi yang tidak lazim
orang melakukannya untuk wakaf. Akan tetapi
wakaf barang bergerak itu dibolehkan sebagai
barang ikutan dari sebidang tanah di mana barang
bergerak itu ada di atasnya, seperti wakaf ladang
peternakan yang di atasnya ada hewan sapi.
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Qaidah

22

ST B B 43t

Dilazimkan menjaga syarat menurut
batas kemungkinan

1. Dasar Qaidah :
Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh al-
Baihaqi dari Abu Hurairah ra.:
S I U P SR TR
193y A
Orang-orang Islam diwajibkan menetapi atas
syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang halal
menjadi haram atau syarat yang haram menjadi
halal.
Qaidah fighiyyah Muamalah tersebut di atas,
maknanya adalah bahwa syarat-syarat yang ditetapkan

193 Al_Baihagi, Op.Cit. juz 6 h, 79.

314



bersama di antara mereka yang bermuamalah merupakan
kewajiban untuk melaksanakannya.

Yang dimaksud dengan syarat disini adalah syarat
yang bersifat membatasi (taqyid) bukan syarat yang
bersifat menggantungkan (za’ligy). Sedangkan yang
dimaksud dengan batas  kemungkinan, yaitu tidak
menyimpang dari kaidah syar’iyyah tentang peraturan
pada akad.

Syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu
hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari
ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan
hukum tersebut.

Syarat merupakan hal yang diluar hakekat sesuatu
yang disyaratkan. Ketiadaan sSyarat menetapkan
ketiadaan yang disyaratkan, namun adanya sSyarat
tersebut tidak memastikan adanya yang disyaratkan.
Keberadaan jual beli menurut syara’ yang dapat
menimbulkan  berbagai  konsekuensi  hukumnya
tergantung pada pengetahuan tergantung pada
pengetahuan terhadap dua benda yang dipertukarkan.
Demikianlah, segala sesuatu yang disyaratkan oleh syari'
untuk menjadi syarat baginya tidak akan dapat terbukti
keberadaannya menurut syara' kecuali apabila telah
ditemukan syarat-syaratnya, dan ia dianggap menurut
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syara' sebagai sesuatu yang tidak ada, apabila syarat-
syaratnya tidak ada. Akan tetapi harus pula adanya syarat
menentukan keberadaan masyrutnya.

Syarat-syarat syar'iyyah adalah yang
menyempurnakan sebab dan menjadikan efek timbul
padanya. Misalnya, pembunuhan merupakan sebab bagi
kewajiban gishash, akan tetapi dengan syarat, bahwa ia
merupakan pembunuhan secara sengaja. Misalnya, akad
perkawinan merupakan sebab bagi pemilikan hak
menikmati, akan tetapi dengan syarat perkawinan itu
dihadiri oleh dua orang saksi. Demikianlah, setiap akad
atau tindakan hukum tidak akan menimbulkan efeknya
kecuali apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Persyaratan suatu syarat terkadang melalui hukum
syar’i, dan ia di sebut dengan syarat syar'i. Tekadang
pula, persyaratan suatu syarat terjadinya dengan tasharut
(tindakan hukum) mukallaf, dan ia disebut dengan syarat
ja'li. Misal yang pertama adalah semua syarat yang
disyaratkan oleh syari' dalam perkawinan, jual beli,
hibah, wasiat, syarat yang dipersyaratkan untuk
mewajibkan shalat lima waktu, zakat, puasa, dan haji,
dan syarat yang disyaratkannya untuk melaksanakan
hukuman had dan lain sebagainya. Seorang mukallaf
tidak boleh menggantungkan akad apapun atau suatu
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tindakan hukum atas persyaratan yang dikehendakinya.
Akan tetapi syaratnya haruslah tidak menafikan hukum
akad atau tindakan hukum.

Apabila syarat menafikan hukum akad, maka
akad tersebut batal, karena sesungguhnya syarat
menyempurnakan sebab. Maka apabila syarat itu
menafikan hukumnya, ia membatalkan kesebabannya.
Oleh karena itu, akad yang menunjukkan pemilikan yang
sempurna atau kehalalan yang sempurna, seperti akad
jual beli dan akad perkawinan. Hukum syar'inya adalah
bahwasanya pengaruh yang timbul pada masing-masing
dari keduanya tidak tertunda dari shigatnya. Apabila
seorang mukallaf mengadakan jual beli atau perkawinan
dan menggantungkan salah satu dari keduanya bahwa di
masa mendatang harus ada syarat yang disyariatkannya,
kemudian bahwasanya konotasi persyaratan ini ialah
bahwa efek akad tidak di temukan kecuali apabila syarat
itu ada. Ini menafikan tuntutan dari akad, vyaitu
bahwasanya hukumnya tidak tertunda daripadanya. Oleh
karena itu, maka jual beli yang digantungkan atas suatu
syarat adalah batal. Demikin pula perkawinan yang
digantungkan pada suatu syarat. Dengan demkian, syarat
ja'li (buatan), apabila ia diakui oleh syar'i, maka ia
menjadi syarat syar'i.*%

194 Abd al-Wahhab Khallaf, Op.Cit. h. 118-121.
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Syarat syar'i dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Syarat yang terkandung dalam khitab taklifi yang
kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk
melakukannya, seperti wudhu dalam shalat. Dan
kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk tidak
melakukan, seperti akad nikah tahlil ialah nikah
yang dilakukan sebagai Syarat  untuk
memperolehkan suami pertama menikahi kembali
mantan isterinya yang ditalak tiga.

b. Syarat yang terkandung dalam khitab wadh'i.
contohnya haul bagi yang memiliki harta kekayaan
yang cukup nisab menjadi syarat wajib
mengeluarkan zakat.

Khusus mengenai jenis kedua ini tidak
diperintahkan untuk memenuhinya, namun tidak dilarang
untuk memenuhinya. Kalau harta kekayaan sudah cukup
nisabnya, pemilik tidak dilarang mempergunakan harta
itu sekalipun akibat dari penggunaannya itu dapat
mengurangi  jumlah  hartanya dan juga tidak
diperintahkan agar harta yang cukup nisab itu tidak
dipergunakan dan disimpan terus sampai akhir nisab
sehingga wajib mengeluarkan zakat.

Namun dalam mempergunakan harta tadi tidak
boleh berniat untuk menguranginya agar terlepas dari

319



kewajiban zakat atau mengelak dari kewajiban
mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerima, yaitu
fakir dan miskin. Dan kewajiban mengeluarkan zakat
tetap menjadi beban baginya karena adanya kesengajaan
diri dari tuntutan agama.
Adapun syarat ja'li (buatan) dapat dibagi menjadi
tiga macam:

a. Syarat ditetapkan untuk menyempurnakan hikmah
suatu perbuatan hukum dan tidak bertentanggan
dengan hikmah perbuatan hukum itu. Umpamanya
dalam perjanjian jual-beli boleh ditetapkan syarat
bahwa dalam jual beli secara tunai maka barang
yang diperjualbelikan itu diantar ke rumah pembeli.

b. Syarat yang ditetapkan tidak cocok dengan maksud
perbuatan hukum vyang dimaksud bahkan
bertentangan dengan hikmah perbuatan hukum itu.
Syarat yang seperti ini tidak berlaku, seperti dalam
perjanjian untuk pernikahan yang disyaratkan
bahwa suami tidak berkewajiban memberi nafkah
kepada isterinya atau suami tidak boleh
mencampuri isterinya.

c. Syarat yang tidak jelas bertentangan atau sesuai
dengan hikmah perbuatan hukum. Syarat ini tidak
berlaku dalam bidang ibadah karena tidak ada
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seorang pun yang berhak menetapkan syarat dalam
ibadah. Namun kalau terjadi dalam bidang
muamalah dapat diterima.
Ulama dikalangan mazhab Malik membagi syarat
perjanjian jual beli menjadi empat:

a. Syarat yang mendatangkan kemaslahatan dalam
penjualan, syarat yang seperti ini sah dan jual
belinya juga sah, contohnya dalam jual beli itu
ditetapkan syarat bahwa penjual mendiami rumah
yang di jual selama sebulan.

b. Syarat yang bertentangan dengan perjanjian jual
beli. Syarat yang seperti ini tidak sah dan jual
belinya juga tidak sah seperti syarat yang
menetapkan bahwa pembeli tidak boleh menikmati
barang yang dibelinya.

c. Syarat yang tidak mendatangkan maslahat. Syarat
ini dianggap tidak ada sehingga jual beli sah.
Namun, kalau yang menetapkan syarat itu tidak
mau menarik syaratnya maka jual beli itu menjadi
batal.

d. Syarat yang ditetapkan dalam memberikan hak
walau (kekuasaan terhadap budak yang dijual)
apabila dimerdekakan oleh pembeli walau kembali
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kepada penjual maka syarat itu bata danpembelinya
sah.1%
2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah :
ST )% Ly dled 5 5K

Dilazimkan menjaga syarat menurut batas

kemungkinan

a. Dibolehkan dalam akad jual beli, disyaratkan
bahwa penjual akan menahan barang yang dijual
sampai dilunasi uang harga barang.

b. Dalam perjanjian jual-beli boleh ditetapkan syarat
bahwa dalam jual-beli secara tunai maka barang
yang diperjualbelikan itu diantar ke rumah
pembeli.

c. Syarat yang mendatangkan kemaslahatan dalam
penjualan, syarat yang seperti ini sah dan jual-
belinya juga sah, contohnya dalam jual beli itu
ditetapkan syarat bahwa penjual mendiami rumah
yang di jual selama sebulan.

d. Syarat yang bertentangan dengan perjanjian jual
beli. Syarat yang seperti ini tidak sah dan jual
belinya juga tidak sah seperti syarat yang
menetapkan  bahwa pembeli tidak boleh
menikmati barang yang dibelinya.

195 Khairul Umam, Op.Cit. h. 242-246
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Qaidah

23

(—;@_\.u ’,...MS\S JIA; G (o ’}A\

Sesuatu yang telah menjadi ‘urf dikalangan
pedagang seperti syarat yang
berlaku bagi mereka.

1. Dasar Qaidah:
a. Al-Qur’an
1) Al-Qur’an surah al-‘Araf ayat 199:
el e G 25 caally 5l
suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma ruf
serta berpalinglah dari orang-orang yang
bodoh
b. Hadis Rasulullah SAW.:
1) Hadis riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a.:
o) L g Cpun ) die geb L saliadl 6 W
1960w Al die gg8 Ui O galisall

196 Al-Hakim, Al-Mustarak ‘ala Shahihain, Beirut, Dar al-
Kutub al-limiyyah, juz 3, 1990 h, 183

323



Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin,
maka baik pula disisi Allah. Apa yang
dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka
tidak baik pula disisi Allah

2) Hadis Rasulullah dari Ilbnu Abbas yang
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
- G a0 e A ) liE 0l 08
D (8 i 2d 5 Badl - s e ) (L
o L Gl G- 8 5 AL

197(:}&;-3 d=‘ ) ’C’i’;’ 9355 ,C)i’;* d:‘S

Dari Ibnu Abbas ra. keduanya. berkata; ketika
Nabi SAW. datang ke Madinah, Orang-orang
Madinah mencengkerami pada buah-buahan
untuk waktu satu tahun atau dua tahun.
Kemudian  Rasulullah ~ SAW.  bersabda:
Barangsiapa mencengkerami pada buah-
buahan, maka cengkeramilah pada takaran
tertentu, timbangan tertentu dan waktu yang
tertentu.

Qaidah fighiyyah muamlah tersebut di atas
menjelaskan bahwa sesuatu perkara yang telah terkenal
atau menjadi ‘urf (kebiasaan) dan berlaku di kalangan
para pedagang atau yang lainnya bergerak dalam

197 Al-Bukhari, Op.Cit., juz 2 h. 284.
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lapangan yang sejenis, meskipun hal itu tidak dibuat dan
dinyatakan sebagai suatu syarat ataupun peraturan,
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu
syarat yang memang sengaja diadakan oleh mereka.

‘Urf secara etimologi berarti yang baik, dan juga
berarti pengulangan atau berulang-ulang. Adapun dalam
tataran terminologi, sebagian ulama ushul memberi
definisi yang sama terhadap ‘adat dan 'urf.

Menurut al-Raghib kata ‘urf yang seakar dengan
kata ma ruf merupakan nama bagi suatu perbuatan yang
dinilai baik oleh akal dan agama. Makna ini dapat
ditemukan diantaranya dalam Qur’an surah al-Imran
ayat 104. Kata ‘urfdan ma ruf dalam Qur’an dipandang
sebagai bagian dari sikap ihsan. Isyarat ini dapat
ditemukan dalam Qur’an surah al-‘Araf ayatl99.
Menurut Ibn al-Najar kata al- ‘urf* yang terdapat dalam
ayat ini meliputi segala sesuatu yang disenangi oleh jiwa
manusia dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Menurut al-Jurjani, sesuatu yang disebut ‘urf
bukan semata karena dapat diterima tabiat, tetapi juga
harus sejalan dengan akal manusia.

Abu Zahrah membatasi ‘urf menyangkut
kebiasaan manusia dalam kegiatan muamalah mereka.
Muamalah yang dimaksud ulama ini sebagai bandingan
dari bagian hukum Islam yang lain, yaitu aspek ibadah.
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Pembatasan ini tentu didasarkan pada pertimbangan
bahwa umumnya ‘urf terkait dengan kegiatan muamalah.
Sebab, masalah muamalah cukup banyak diatur dalan
bentuk prinsip-prinsip dasar dalam Qur’an dan Hadis
sehingga berpeluang dimasuki unsur ‘urf di mana umat
Islam berada.

Menurut al-Suyuthi, banyak sekali masalah
hukum Islam yang didasarkan pada kaidah ini, jarak
waktu ijab dan gabul, jual beli salam, merawat bumi yang
tidak bertuan (ihya’ al-mawat), masalah titipan,
memanfaatkan harta sewaan, masalah hidangan yang
boleh dimakan ketika bertamu, dan keterpeliharaan harta
di tempat penyimpanan dalam masalah pencurian.

Dimasa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW.
penduduk Madinah pernah mencengkerami pada buah-
buahan, kemudian Rasul bersabda barangsiapa yang
mencngkerami pada buah-buahan, maka cengkeramilah
pada takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu
tertentu. Sebagaimana Hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas
yang dmwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

B o - G a8 08 e W e Gl o) 8

uM‘J AL Ju_,j\ o Ol ahs Anadl -l ade

,wi’mu»} ,eji’mdﬁémﬂ@@‘w :Jlas
198 }h dﬁ‘ Q\

198 Al-Bukhari, Op.Cit., juz 2 h. 284.
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Dari Ibnu Abbas ra. keduanya. berkata; ketika Nabi
SAW. datang ke Madinah, mereka penduduk Madinah
mencengkerami pada buah-buahan untuk waktu satu
tahun atau dua tahun. Maka Nabi SAW. bersabda:
Barangsiapa yang mencengkerami pada buah-buahan,
maka cengkeramilah pada takaran yang tertentu,
timbangan yang tertentu dan waktu yang tertentu
2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah:

i b gl A8 G o g e

Sesuatu yang telah terkenal (‘urf) dikalangan

pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka.

a. Jual beli dianggap sah dengan setiap lafazh yang
biasa berlaku di kalangan manusia, atau yang
mereka telah ketahui dan sudah menjadi adat
kebiasaan mereka meskipun tidak dengan akad
ijab-kabul secara lisan. Karena itu apa yang
dipandang manusia sebagai jual beli, atau sewa
menyewa, atau hibah, maka dianggap sebagai jual
beli, atau sewa menyewa, atau hibah, karena nama-
nama ini tidak ada batasnya dalam bahasa dan
syarak. Oleh karena itu, setiap nama yang tidak ada
batasannya (gayyid) dalam bahasa dan syarak,
maka dikembalikan batasannya kepada adat
kebiasaan.
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b. Apabila seorang wakil disuruh untuk menjual
barang orang yang mewakilkan, baik dengan secara
kontan ataupun kredit pembayarannya dalam batas
waktu yang telah dikenal dikalangan para pedagang
mengenai barang itu, maka bagi siwakil tidak boleh
menjualnya dengan ditunda pembayarannya
melebihi dari waktu yang telah terkenal di antara
mereka. Dengan kata lain si wakil tidak boleh
menjual barang tersebut menyimpang dari adat
yang telah berlaku.

c. Transaksi jual beli batu bata, bagi penjual untuk
menyediakan angkutan sampai kerumah pembeli.
Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah
termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli.
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Qaidah

24

I 2% . Con S &
by selas B e IS
Setiap utang piutang yang mendatangkan
manfaat (bagi yang berpiutang)
adalah riba yaitu haram

1. Dasar Qaidah:
a. Al-Qur’an:
1) Al-Qur’an surah al-Bagarah ayat 275:

o i S Y 5k 0 ol o
é_d\ LA:‘ ‘JM ?é—“—‘ Sl Sl fe G ja.;"»x\ i
gl ) Jal; o (s

329
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Claal il Se faj A S el Gl

O b 24
Orang yang makan (mengambil) riba tidak
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya
orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka
yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), maka
baginya apa yang telah diambilnya dahulu
(sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Orang vyang
mengulangi (mengambil barang riba), maka
orang itu penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya.
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2)

3)

Al-Qur’an surah al-Bagarah ayat 278:
LU G G e Ts35 il T8 T5il Gl Gl
Hai orang-orang yang beriman bertakwa
lah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba
(yang belum dipungut) jika kamu orang-
orang yang beriman.
Al-Qur’an surah ali-Imran ayat 130:

et Tl 3 TR Y 1540 a1
Hai orang-orang yang beriman, jangan
lah kamu memakan riba dengan berlipat
ganda.

4. Al-Qur’an surah al-Rum ayat 39:

s da Gl Jsal 8 s LS oo A5 G5
qﬂjmmu}wm}asjw(mm}mm

M\ AR
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu
berikan agar dia bertambah pada harta
manusia, maka riba itu tidak menambah pada
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sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan

berupa zakat yang kamu maksud kan untuk

mencapai keridhaan Allah, maka (yang

berbuat demikian) itulah orang-orang yang

melipat ganda kan (pahalanya).

b. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh
Bukahri Muslim dari Jabirra.:

iS55 DN U90 alls afle 0 e ) Ol Gl

199433 5 43S 5

Rasulullah SAW. melaknat orang yang ma- kan

riba, orang yang memberi makan dengan hasil
riba, penulisnya, dan kedua saksinya.

Qaidah fighiyyah muamalah tersebut di atas
adalah bahwa semua bentuk utang piutang yang diambil
manfaat oleh orang yang memberi utang adalah termasuk
riba.

Riba menurut etimologi berarti al-ziyadah
(bertambah), karena salah satu perbuatan riba adalah
meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Bisa
pula berarti al-nama’ (berkembang atau berbunga). Dan
bisa pula berarti ihtazzat  (berlebihan  atau
menggelembung). Sedangkan menurut terminologi yaitu
akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang
tidak dketahui perimbangnnya menurut ukuran syara’

199 Muhammad Futuh al-Humaidy, Op.cit. juz 2, h. 304
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ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua

belah pihak atau salah satu keduanya.?%

Riba menurut fukaha terbagi menjadi dua bagian:
1. Riba jahiliyah (al-gardh); jenis ini kita kenal dengan

riba bunga, renten, atau bunga hutang dan yang
sejenisnya.

2. Riba jual beli; jenis riba ini tebagi menjadi dua
macam vyaitu: riba al-fadhl dan riba nasi‘ah. Jenis
riba yang ini jarang diketahui kebanyakan manusia,
khususnya para pedagang di negeri kita.

Dua jenis riba di atas telah diharamkan dalam al-
Quran dan Hadis yang shahih, serta dengan
kesepakatan para ulama. Dalam al-Qur’an pada
surah al-Bagarah ayat 275 disebutkan: )
Lol a%a 5 il b Jale

Dan Allah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba.

Dan Nabi SAW. telah melarang praktek riba ini
dengan ancaman laknatnya kepada para pelaku riba.
Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Bukahri
Muslim dari Jabir ra.: )
dle & Al B 050y Gal 106 42 ) Lam)y s e

onajials 5 4885 418505 O 081 Al

200 Hendi Suhendi, Op.Cit. h. 57-58.
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Jabir ra.berkata,Rasulullah SAW. melak

nat orang yang makan riba, orang yang
memberi makan dengan hasil riba, penulisnya,
dan kedua saksinya.

Pembagian Riba :
1. Riba Fadhl (dw=dll L))

Kata fadhl dalam bahasa Arab bermakna
“tambahan”, sedangkan dalam terminologi ulama,
maknanya adalah “Tambahan pada salah satu dari dua
barang ribawi yang sama jenis secara kontan. ” Ada pula
yang mendefinisikan dengan: kelebihan pada salah satu
dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi
riba fadhl, atau tambahan pada salah satu alat pertukaran
(komoditi) ribawi yang sama jenisnya. Seperti: menukar
20 gram emas dengan 23 gram emas, sebab kalau emas
dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama
beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung.
Demikian juga, dengan segala kelebihan yang disertakan
dalam jual-beli komoditi riba fadhl.

Keharaman riba fadhl ini adalah sebagai upaya
menutup jalan menuju perbuatan haram, karena riba
fadhl ini seringkali menggiring kepada riba nasi ah.
Bahkan, bisa menimbulkan bibit-bibit berkembangnya

201 Muhammad Futuh al-Humaidy, Op.cit. juz 2, h. 304
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budaya riba di tengah masyarakat, karena orang yang
menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis secara
langsung dengan kelebihan pada salah satu yang ditukar,
akan mendorong untuk menjual dengan pembayaran
tertunda (tempo) suatu saat kelak, bersama bunganya.
Itulah yang d||syaratkan dalam sabda Nabi SAW.
\}MY}MMY\QJJ&DO‘)J}\}mJ\J&_\AJH x "'}I
u\é‘@lﬂﬁhe%@bhw‘ﬁ%u%&k—m’e
’ 202;1_;3]\ eijg

Janganlah kalian menukar emas dengan emas,
perak dengan perak, kecuali hanya boleh
dilakukan bila sama ukuran/beratnya. Jangan
kalian pisahkan salah satu di antaranya, dan
jangan kalian menjual sesuatu yang belum ada
dengan sesuatu yang sudah ada, karena aku
khawatir kalian melakukan rama (rviba)".”

Para ulama sepakat bahwa riba berlaku pada
enam jenis harta yang ada dalam Hadis Nabi SAW.,
yaitu: emas, perak, kurma, al-sya’ir (gandum), al-burr
(gandum merah), dan garam. Oleh karena itu, emas tidak
boleh ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum
dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan

202 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal,
Muassasah al-Risalah, 1999, juz 14, h. 72.
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garam, kecuali dengan berat yang sama dan transaksi
berlangsung secara kontan di majelis akad transaksi.

Jumhur ulama sepakat, bahwa ada illat yang
menjadikannya sebagai komoditi ribawi, sehingga dapat
dianalogikan kepada selainnya. Mayoritas fukaha
menyetarakan keenam komoditi itu dengan segala
komoditi yang sama illat-nya. Namun kemudian, mereka
berbeda pendapat dalam penentuan illat ribawi pada
komaoditi tersebut.

a. Mazhab Hanafi memandang bahwa illat-nya adalah
jenis dan ukuran, yaitu takaran dan timbangan. Ini
juga riwayat yang masyhur dalam Mazhab
Hambali. Mereka memandang bahwa illat pada
emas dan perak adalah timbangan dan illat pada
empat komoditi ribawi lainnya adalah takaran.
Sehingga seluruh yang ditimbang dan ditakar
adalah komoditi ribawi. Riba tidak ada pada
komaoditi yang tidak ditimbang dan ditakar. Dengan
ini, menukar satu buah jeruk dengan dua buah jeruk
diperbolehkan.
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b. Ulama mazhab Malik memandang bahwa illat
dalam emas dan perak adalah nilainya (ats-
tsamniyah), sedangkan dalam bahan makanan,
illat-nya adalah makanan pokok yang dapat
disimpan, yaitu menjadi makanan pokok orang dan
dapat disimpan dalam waktu yang lama.

c. Ulama mazhab Syafi’i memandang bahwa illat
pada emas dan perak adalah jenis barang berharga
dan pada selainnya adalah makanan, yaitu yang
sengaja dijadikan makanan manusia secara umum.
Ini juga merupakan riwayat kedua dalam Mazhab
Hambali.

d. Riwayat lain dalam Mazhab Hambali adalah bahwa
illat selain emas dan perak adalah jenis makanan
yang ditakar atau ditimbang.

Akan tetapi, terdapat pembahasan yang tidak
termasuk dalam perbedaan pendapat tersebut, yakni
bahwa illat ribawi yang jelas dari pengharaman emas dan
perak adalah pada nilai tukarnya. Apapun yang memiliki
nilai tukar, seperti emas dan perak, maka alasan
fungsional sebagai riba fadhl juga terdapat padanya. Oleh
sebab itu, berbagai jenis mata uang modern disetarakan
dengan emas dan perak, sehingga semua hukum riba
fadhl diberlakukan pada uang-uang tersebut.

Adapun illat ribawi pada komoditi lainnya, maka
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dalam permasalah ini pendapat kalangan Malikiyyah dan
Syafi’iyyah adalah yang paling tepat, yakni: pada
keberadaan komoditi itu sebagai bahan makanan pokok
dan bisa disimpan. Setiap komoditi yang memiliki dua
kriteria tersebut, berarti termasuk komoditi riba fadhl,
segala hukum yang berkaitan dengannya dapat berlaku.
Alasan kebenaran pendapat ini adalah sebagai berikut:
Pertama: Orang yang mengamati komoditi tersebut, pasti
akan mendapatkan dua kriteria tersebut padanya. Kedua:
Sesungguhnya tujuan dari diharamkan riba adalah
memelihara harta manusia dan menghilangkan unsur
penipuan dalam jual-beli. Dengan demikian, barang itu
harus dibatasi dengan hal-hal yang amat dibutuhkan oleh
manusia, seperti makanan pokok yang bisa disimpan,
karena keduanya adalah dasar pencarian nafkah dan
tulang punggung kehidupan.

Dengan demikian, menjual komoditi ribawi ini
tidak lepas dari dua keadaan:

a. Kedua barang yang dibarter berasal dari satu jenis,
seperti kurma dengan kurma, gandum dengan
gandum, garam dengan garam, jagung dengan

b. jagung. Untuk itu, diberlakukan dua syarat: Sama
dalam kuantitas. Inilah yang ditunjukkan dalam
sabda Nabi SAW.:
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Pembayaran cash (kontan) di majelis akad. Ini
ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW.
KT
Ini berlaku juga pada jual-beli emas dan perak
dengan sejenisnya, sebagaimana ditunjukkan Hadis
Ubadah bin Shamit ra. yang berbunyl
il Jﬁb A iLadu Aadll gJAJh Zad

¢ g d.w )Lm CJAL. CJAU )A.JL, )A.d\} ).\:.mﬂ.t
%uu‘_LS‘JPAE(_ﬂ4u=y‘DJAtiﬂh;"jﬁ«lu‘ll¢y}uu
15 HE 1
Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan
perak, gandum merah dengan gandum merah,
gandum dengan gandum, kurma dengan kurma,
serta garam dengan garam, harus sama beratnya,
kualitasnya dan harus diserahterimakan secara
langsung. Kalau berlainan jenis, silakan kalian
jual sesuka kalian, namun harus secara kontan
juga.”
Apabila komoditi ribawi yang ditukar berlainan
jenis, maka tidak lepas dari dua keadaan:
Pertama: Berbeda jenis namun sama dalam illat
ribawinya, seperti kurma dengan gandum, atau
garam dengan gandum, keduanya berbeda jenis
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d. namun satu illat-nya, yaitu makanan pokok dan
ditakar; emas dengan perak, keduanya berbeda
jenis, namun illat-nya satu, yaitu bernilai tukar.
Pembayaran pada transaksi jual-beli komoditi
tersebut wajib dilakukan secara tunai di majelis
akad, dan dalam transaksinya tidak disyaratkan
kesamaan kuantitas. Dasarnya adalah Hadis
Ubadah bin Shamit di atas, Rasulullah SAW.
menyatakan, )

218 HE1Y adls Ca 1 gl Glilal) o3a &alid) 134
Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka
kalian, namun harus secara kontan juga.

Dengan demikian, bila berbeda jenisnya, namun
illat ribawinya sama, maka hanya diwajibkan
pembayaran tunai dalam majelis akad.

Kedua: Berbeda komoditi ribawi yang ditukar
dalam jenis dan illat-nya, seperti emas dengan
gandum, atau beras dengan perak. Apabila
berbeda jenis barang dan illat-nya, maka tidak
diwajibkan kesamaan kuantitas barang dan
pembayaran tunai.

Dalam syariat, mata uang setiap negara dianggap
sebagai satu jenis tersendiri. Oleh karena itu, mata
uang rupiah adalah satu jenis, riyal adalah satu
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jenis, dan dollar pun satu jenis tersendiri. Dengan
demikian, bila mata uang riyal ditukar dengan
uang rupiah, maka jual beli tersebut termasuk
jual-beli komoditi ribawi yang berlainan jenis.
Hukum jual-beli tersebut boleh, dengan syarat
berlangsungnya pembayaran secara tunai di
majelis akad. Demikian juga, membeli emas
dengan mata uang rupiah. Karenanya, emas tidak
boleh dibeli dengan mata uang rupiah secara
tempo (utang), karena itu termasuk riba.

Sebagian ahli fikih mengatakan,

Al gaal DAL (il aalll

Daging hewan tertentu itu satu jenis
tersendiri, seperti daging kambing adalah satu
jenis dan daging sapi jenis lainnya. Mereka
memasukkan daging sebagai komoditi ribawi,
sehingga berlakulah qaidah-gaidah riba fadhl
padanya. Kemungkinannya, daging dianggap
sebagai makanan pokok yang dapat disimpan.
Dalilnya adalah perbuatan para sahabat yang
menyimpan daging kurban hingga berhari-hari.

Begitu pula emas yang telah dibentuk
menjadi perhiasan yang tentunya turun kadar
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emasnya menjadi 22 karat atau 21 karat, atau

lainnya dengan emas atau mata uang. Muamalah

ini  pun masuk dalam kategori riba fadhl yang
diwajibkan padanya kesamaan kuantitas dan
pembayaran tunai.?’®

2. Riba Nasiah (4l L))

Nasi ah, dalam etimologi bahasa Arab, bermakna
“pengakhiran”. Adapun dalam pengertian etimologi ahli
fikih, nasi ah adalah pengakhiran serah terima pada salah
satu komoditi ribawi—yang satu illat-nya pada riba fadhl
atau penerimaan salah satu dari barang yang dibarter atau
dijual secara tertunda dalam jual-beli komoditi riba fadhl.
Kalau salah satu komoditi riba fadhl dijual dengan
barang riba fadhl lain, seperti emas dijual dengan perak

203 | ajnah Daimah lil Buhuts al-ISlamiyah wal Ifta
(Komisi Tetap Penelitian Islam dan Fatwa Saudi Arabia) berfatwa
dalam masalah ini (no. 4518), “Emas tidak boleh dijual dengan
emas, begitupula antara perak dengan perak, kecuali sama
kuantitasnya dan harus tunai, baik kedua komoditi tersebut berupa
emas yang telah dibentuk perhiasan atau berupa emas asli (an-
nuqud) atau salah satunya telah dibentuk (al-mushagh) dan yang lain
emas asli. Juga, walaupun kedua komoditi tersebut berupa mata uang
kertas (wariq al-bankanut) atau salah satunya mata uang kertas dan
lainnya emas bentukan (al-mushagh) atau emas asli.” Ditandatangani
oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz (ketua), Abdurrazzaq Afifi (wakil),
Abdullah bin Ghadayan dan Abdullah bin Qu’ud (anggota).
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atau sebaliknya, atau satu mata uang dijual dengan mata
uang lain, diperbolehkan adanya ketidaksamaan, Akan
tetapi tetap diharamkan penangguhan penyerahannya.
Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW.“Kalau berlainan
jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus
secara kontan.” Nash pengharaman riba mencakup semua
jenis riba yang telah dijelaskan di atas.

Dengan demikian, jelaslah keberadaan riba dalam
muamalah menjadi sebab pengharamannya dan
larangannya secara syar’i.

2. Penerapan Qaidah Fighiyyah Muamalah:
Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat
(bagi yang berpiutang) adalah riba yaitu haram
a. Apabila seseorang meminjamkan harta kepada
orang lain hingga waktu yang telah ditentukan,
dengan syarat bahwa ia harus menerima dari
peminjam pembayaran lain menurut kadar yang
ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang
dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak
bisa dikurangi, Apabila waktu yang ditentukan
berakhir, maka pokok pinjaman/utang diminta
kembali, Andaikan peminjam belum dapat
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mngembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia
minta tangguh, sehingga yang meminjamkan
dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat
pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari
semula.

a. Apabila seseorang meminjam uang kepada
seseorang dengan batas waktu yang ditentukan dan
berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan
adanya kelebihan dari jumlah uang pinjaman.
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